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ABSTRACT
Analysis of Implementation of School Operational Assistance (BOS)
in Subdistrict Central Ketungau, Sintang Regency
Case Study: SDN 07 Lubuk Nibung

Kristianus
Open University
kristianussintang@yahoo.co.id

e

This research was conducted to determinehglin¥piementation of the School

Operational Assistance (BOS) and identify the{agtobsthat influence the successful
implementation of this program at SDN £% Lwhuk Nibung, Subdistrict Central
Ketungau. This study uses four variables, mamely the planning stages, stage
distribution, use and results of the impleriefitation phase.

This study used a qualitatiye\appsOdch. The subjects in this study amounted
to 30 people, consisting of the H€ad of District Education Office Sintang, Head of
Department and Section, princi \ eachers, students, parents and school committee.

Keywords: Implementation, BOS

The procedure of data collectionJis’done by interviews, questionnaires, observation
and documentation. Data GpéiysiS using descriptive analysis with the data presented
in the form of tables

Analysis af the ¥sults of this study showed that at early stages of planning
stages is an impiementation of the BOS. This stage includes the activity of
completing rfgeetss administrative, RKS/RAPBS and making proposals.
Furthermore, the Aistribution phase of the BOS funds held directly to school

accounts. At stage of BOS funds will see the suitability of the BOS funds with the
needs and numbers of students, report format accountability, oversight and
inspection.

At the final stage of the implementation shows that the implementation of
BOS effect on decreasing students drop out of school, extracurricular activities,
procurement of textbooks and teacher professional development. Analysis of factors
affecting the implementation of BOS was found several factors that fakor
communication, resources, disposition, and organizational structure
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ABSTRAK
Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang
Studi Kasus : SDN 07 Lubuk Nibung

Kristianus
Universitas Terbuka
kristianussintang@yahoo.co.id

Kata Kunci : Implementasi, BOS

Operasional Sekolah (BOS) dan mengidentifikas
keberhasilan pelaksanaan program tersebut g /07 Lubuk Nibung, kecamatan
Ketungau Tengah. Penelitian ini mengguna lima variabel yaitu tahapan
perencanaan, tahapan penyaluran, penggunaan, pengawasan dan hasil
pelaksanaan.

Penelitian ini menggun
berjumlah 30 orang, yang terdiri
Kepala Bagian dan Seksi, St
sekolah. Prosedur pengy

kualitatif. Subjek pada penelitian ini

ckolah, guru, siswa, orang tua siswa dan komite
data dilakukan dengan wawancara, kuisioner,

Analisis, \Jar Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada tahapan
perencanaan mgetipakan tahapan awal pelaksanaan BOS. Tahapan ini meliputi

ke rekening s€kolah. Pada tahapan penggunaan dana BOS akan melihat kesesuaian
dana BOS dengan kebutuhan dan jumlah siswa, format laporan pertanggungjawaban,
pengawasan dan pemeriksaan.

Pada tahapan akhir yaitu hasil pelaksanaan terlihat bahwa pelaksanaan BOS
berpengaruh terhadap berkurangnya siswa putus sekolah, pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler, pengadaan buku pelajaran dan pengembangan profesi guru. Analisis
terhadap faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BOS ditemukan beberapa faktor
yaitu faktor komunikasi, sumber daya, dispesisi, dan struktur organisasi

v
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KATA PENGANTAR

Seiring dengan luapan kegembiraan yang sangat besar atas selesainya
penulisan tesis ini, saya mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga, kepada Tuhan
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masih belum sempurna. Tesis yang diberi judul “Analisis Implementasi Program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten
Sintang. Studi Kasus : SDN 07 Lubuk Nibung “, suatu penelitigs

itu bagi kelangsungan pendidikan dan keinginan uk) melihat sejauhmana

kontribusinya bagi peningkatan kualitas pendidikas 100 olah dasar dan sekolah
menengah pertama atau yang sederajat.

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehi dak diberlakukan suatu rumus
tertentu sebagaimana kalau peneliti melaldiiyan’ penelitian yang bersifat kuantitatif.
ialah melalui, wawancara, observasi,
studi dokumentasi dan menye ari kuesioner, setelah itu dianalisis dengan
berpedomankan pada atu ang/ditentukan dalam petunjuk dana BOS, kalau tidak

sesuai peneliti menari esimpulan bahwa ada kekeliruan atau ada yang tidak

\/ ) ) 4
‘il U ' o

efigatakan bahwa itu sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

wajar karena me dari yang diinginkan. Tapi kalau administrasinya bagus
peneliti juga
Dala

untuk menemukan teori-teori sebagai bahan pembanding agar dapat menarik

enyusun tesis ini penulis melakukan berbagai studi kepustakaan

kesimpulan yang tepat dan tidak hanya berdasarkan asumsi atau pendapat dari penulis
saja.

Penyusun sadar bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa
bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah
tingkat capaian pembangunan sumber daya manusia, pendidikan menjadi domain
utama bagi setiap warga Negara yang ingin maju dan ingin mgnguasai teknologi.

iwa..u bangsanya tanpa
dang Dasar Tahun 1945

g

Setiap Negara mempunyai kewajiban mencerdaskan ke

pengecualian, pemerintah Indonesia dalam Und

@
dalam pasal 31 ayat 1 telah mengamana

mendapatkan pendidikan untuk mengembaigka

#a setiap warganegara untuk
potensi secara optimal. Upaya
untuk melaksanakan amanat ters§bmt pémerintah telah mengeluarkan Undang-
undang Nomor 20 '1‘@%@ Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
merupakan payung h e yelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Vi'\sg&

dntuk memberdayakan semua warganegara agar berkembang

diftfikan Nasional adalah mewujudkan pendidikan yang kuat

anusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala
tantangan zaman yang selalu berubah. Langkah-langkah yang diambil pemerintah
dalam mewujudkan visi tersebut antara lain: (1) Mengupayakan perluasan dan
pemerataan pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia (2)
Meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional,
regional dan internasional (3) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan

kebutuhan masyarakat dan tantangan global (4) Membantu dan memfasilitasi
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pengembangan poiensi anak secara utuh sejak usia dini, mengoptimalkan
pembentukan kepribadian yang bermoral (5) Meningkatkan profesionalisme dan
angkuntabilitas lembaga pendidikan (6) Mendorong peranserta warga masyarakat
dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks
Negara kesatuan Republik Indonesia.

Terpuruknya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh berbagai krisis
yang menimpa bangsa Indonesia, antara lain pada tahun 1998 terjadi krisis

ekonomi karena ketidakmampuan kita bersaing di pasar glal dan negara kita

juga terlilit oleh banyak utang. Secara regulasi yan oy

pendidikan terutama dalam Undang-undang Das

Belum pulih terjadi pada tahun 1998, terjadi krisis lagi

yaitu melambungnyz @. {nyak dunia pada tahun 2004 berdampak terhadap

berada dalam dunia global dan salah satu anggota OPEC, menetapkan pilihan
yang paling pahit yaitu melakukan penyesuaian harga minyak dengan pasaran
dunia. Kenyataan ini semakin membuat masyarakat menjerit yang diwarnai
dengan berbagai kritik dan gejolak yang menuntut pemerintah untuk segera

mengatasi biaya pendidikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf

3

Pada Marel dan Okiober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi

subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar anggarannya
ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur
perdesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang
pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan
bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan siswa dari iuran sekolah dalam

rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

(Wajardikdas) Sembilan Tahun. Melalui program ini, pemerintah pusat

Jumlah siswa miskin yang mendapat BKM ditetapkan oleh pemerintah pusat
berdasarkan indeks kemiskinan. Pada tahun ajaran 2004/2005, BKM diberikan
kepada sekitar 20% siswa SD dan 24% siswa SMP, dengan nilai beasiswa
Rp.60.000 per semester per siswa tingkat SD dan Rp.120.000 per semester per

siswa tingkat SMP. Setiap sekolah yang mendapat kuota tertentu, melakukan
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seleksi siswa yang berhak menerima. Selanjutnya dana BKM diberikan langsung
kepada siswa terpilih melalui kantor pos yang ditunjuk.

Kehadiran Program BOS diharapkan akan mengurangi biaya
pendidikan yang ditanggung orang tua murid, dan bahkan agar murid miskin
dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Walaupun tujuan program tidak
secara spesifik menekankan pendidikan gratis bagi siswa miskin, hal ini

ditekankan dalam aturan pelaksanaan program. Aturan pelaksanaan program

mengharuskan penghapusan iuran siswa bagi sekolah yang.sebelum menerima

untuk memberikan banmz@é berupa uang transportasi kepada siswa miskin

yang dianggap mem ®,

berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah. Tujuan Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi
siswa miskin / tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka
memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun

diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2009,
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APK SMP telah mencapai 98,11% dan MTs/PPS Wustha telah berkontribusi di
dalamnya sebesar 21,97% serta MI/PPS Ula sebesar 12,44%. Dengak APK
sebesar ini, maka dapat dikatakan bahwa program Wajib Belajar 9 tahun telah
tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Mulai tahun 2009, pemerintah
telah melakukan perubahan tujuan dan orientasi, sehingga program BOS ke depan
bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, tetapi harus juga
berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu, dengan

kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini enjadi pilar untuk

tersebut sesuai dengan buku pz ‘\;- ai780S tahun 2007. Sedangkan Kebijakan
BOS Departemen Pendid@ dkun 2009, biaya satuan BOS, termasuk BOS
buku persiswa/tah% # Januari 2009 naik secara siknifikan menjadi SD di

kota Rp. 400.0 d1 Kabupaten Rp. 397.000, SMP di kota Rp. 575.000 dan

SMP di efi Rp. 570.000.

Peningkatan biaya satuan BOS tahun 2009 yang cukup signifikan
merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah bersungguh-sungguh
mengemban amanat konstitusi penganggaran biaya pendidikan 20 %. Selain itu
terbitnya Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
memberikan kejelasan tentang tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah

dan masyarakat dalam menanggung pembiayaan pendidikan. Demikian juga
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kebijakan program buku murah Kementerian Pendidikan Nasional yang dimulai
tahun 2008, akan menjadi salah satu acuan utama program BOS tahun 2010.

Secara konseptual, sekolah menempati posisi kunci dalam penentuan
penggunaan dana BOS, termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan khusus
untuk siswa miskin. Menurut ketentuan program, dana BOS dikelola oleh kepala
sekolah dan guru atau tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara, yang
selanjutnya disebut Bendahara BOS. Uang dikirimkan langsung ke rekening
sekolah oleh lembaga penyalur yang ditentukan oleh Tim &S-BBM (Satker)

Provinsi. Sekolah boleh menggunakan dana terseb y‘ beberapa jenis
n R

encana Anggaran

pengeluaran sesuai juklak program dan ben% :

sekolah. Sekolah tidak selalu menggunakan dana BOS sesuai aturan dalam jukiak.
Hal ini terjadi karena sebagian besar pelaksana program menilai ketentuan
penggunaan dana dalam juklak terlalu membatasi pemanfaatan dana BOS dan
terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ada beberapa pengeluaran
sekolah yang harus dipenuhi dan biasa dibiayai dari iuran siswa, yang tidak

termasuk dalam ketentuan penggunaan dana BOS. Bagi sekolah yang memiliki
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sumber penerimaan selain BOS, hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan, tetapi
hal ini menimbulkan masalah di sekolah yang hanya mengandalkan BOS sebagai
sumber penerimaan.

Pada implementasinya di lapangan, masih banyak pihak yang kurang
memahami tentang siapa saja para pihak yang terkait dengan penyaluran,
penggunaan, maupun pertanggungjawaban dana BOS ini, dan bagaimana peranan
atau fungsinya dalam Program BOS tersebut. Masih banyak pihak yang hanya

menyerahkan beban itu kepada kepala sekolah dan tidak me an pengawasan.

Akibatnya tidak sedikit kepala sekolah selaku pe dana BOS yang

v,

menggunakan dana BOS tidak sesuai perun pya sebagaimana yang

ini diperlukan, terutama %B@ bul permasalahan tentang siapa yang harus

bertanggung jawab afs /a ‘kesalahan’ dalam pengelolaan dana BOS.

BOS diterifrfa langsung oleh masing-masing lembaga pendidikan, Sekolah Dasar
maupun Sekolah Menengah Pertama baik negeri/swasta melalui nomor rekening
Kepala Sekolah.

Permasalahan Program BOS di kabupaten Sintang dan kecamatan-
kecamatan disekitarnya, secara konsep program Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat

miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan
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Wajib Belajar yang memadai dan bermutu, akan {etapi kenyataan praktek
dilapangan pelaksanaan program BOS belum dapat berjalan seperti yang kita
harapkan, hal ini dapat kita buktikan masih terdapat siswa tidak mampu yang
belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai sepertinya mereka tetap
saja dalam memperoleh layanan pendidikan selalu dibebani biaya pendidikan.
Seperti kostum dan seragam sekolah yang besarnya bervariasi tergantung dari

keinginan sekolah. Padahal keberadaan program BOS seharusnya dapat

membantu meringankan bagi masyarakat tidak mampu atauwn agar mereka
bisa layanan pendidikan tanpa dibebani dengan biaya pexdilitieasn.
Pelaksanaan BOS di kabupaten Sin ari kecamatan-kecamatan

disekitarnya juga terkendala masalah pengdwaSen/dari pemerintah dan pihak-

domesia yang berada di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat
posisinya di pedalaman dan perbatasan. Jumlah penduduknya menurut
sumber data statistik yang ada di kantor kecamatan pada tahun 2009 sebanyak
29.632 jiwa terdiri. Usia anak yang berpeluang mengikuti pendidikan di SD dan
SMP sebanyak 12.413 orang. Jumlah anak yang berusia 7-12 tahun sebanyak
4095, siswa yang sedang belajar di sekolah dasar sebanyak 5018 orang. Jumlah
anak yang berada pada umur 13-15 tahun sebanyak 4095 orang. Yang

melanjutkan pendidikan di SMP baru 985 orang atau kalau diprosentasekan,
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Angka Partisipasi Murni (APM) baru 23,41 % sedangkan Angka Partisipasi

Kasar (APK) baru mencapai 1084 atau 26,47 % yang mengikuti Pendidikan Dasar
9 Tahun.

Kondisi kecamatan Ketungau Tengah ini sangat memprihatinkan, Hal

ini disebabkan karena belum ada sarana dan prasarana yang memadai, jalan yang

yang berkubang lumpur pada musim penghujan dan bermandikan debu pada

musim kemarau karena belum pengerasan dan belum di aspal, di sungai dan rawa-

rawa belum ada jembatan, dan dalam pelayanan umum dalam&ng kesehatan

speed dan speedboat selain %& iga yang menggunakan kendaraan roda dua

dan roda empat itupup §air@at”’bergantung dengan musim. Perjalanan ke kota

kebetulan deékaf dengan jalan. Sedangkan musim penghujan umumnya masyarakat
perhuluan sungai menggunakan speed yang menelan biaya cukup besar, karena
berbahan bakar premium. Untuk perjalanan ke kabupaten Sintang menggunakan
speedboad harus mengeluarkan biaya tiga ratus ribu pulang pergi pada musing
penghujan dan empat ratus ribu musim kemarau. Kalau menggunakan mobil harus

mengeluarkan biaya dua ratus ribu pulang pergi ke kabupaten Sintang.
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Kecamatan Ketungau Tengah memiliki lembaga pendidikan sebagai
berikut: 31 sekolah dasar negeri, 1 sekolah dasar swasta, 4 sekolah menengah
pertama negeri 2 sekolah menengah pertama swasta, 1 sekolah menengah atas
negeri, 1 sekolah menengah kejuruan negeri, 1 sekolah menengah atas swasta.
Dua sekolah dasar negeri berada dalam kota kecamatan selebihnya berada tersebar
diseluruh dusun dan desa.

Sebanyak 32 SD yang ada di kecamatan Ketungau Tengah, seluruhnya

sebagai penerima dan pengguna dana BOS. Peneliti memilih %a& satu sekolah

yang cukup menarik perhatian untuk dilakukan penelitians B{ftania sering terjadi

Contoh perlakuan yang tidak senozo N peigrs

menjadi tempat membuang a3
lari dan pindah ke se " 4 ;,I karena diusir paksa oleh masyarakat setempat

dengan tuduhan @

peristiwa di QS menyebabkan para guru yang ditugaskan disana menjadi takut,

sparan dalam pengelolaan dana sekolah. Dampak dari
sehingga seK®iah tersebut pernah ditinggalkan dan tutup selama 9 bulan pada
tahun 2005 yang lalu.

Sekolah itu dibuka kembali dengan menempatkan tiga orang guru, dua
diantaranya pengangkatan baru, sementara kepala sekolah dimutasikan dari
sekolah lain. Dengan penempatan tiga tenaga guru tersebut sekolah mulai
beroperasi kembali, meskipun belum sepenuhnya normal, karena pada tahun-

tahun pertama, banyak anak yang dinyatakan lulus oleh sekolah bersangkutan,
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ketika melanjutkan ke SMP tidak mampu bertahan dan kebanyakan berhenti
ditengah jalan. Kalaupun mereka bertahan, rata-rata mereka mengulang kelas.

Seiring perjalanan waktu sedikit demi sedikit sudah ada perbaikan,
tetapi masalah yang mengindikasikan adanya ketidakterbukaan pihak sekolah
berkaitan dengan pengelolaan dana yang diterima sekolah selalu didengungkan,
mereka beranggapan bahwa komite sekolah dan masyarakat tidak dilibatkan
sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik untuk m penelitian

terhadap pelaksanaan BOS di daerah tersebut. Pada peneliti penulis memilih

Lubuk Nibung yaﬁe (pakan salah satu penerima dana BOS.
otertarikan untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan BOS
adalah dana®BOS tersebut tidak diberikan langsung kepada siswa akan tetapi
diterima dan dikelola oleh sekolah dan program BOS belum pernah dievaluasi,
baik oleh lembaga sekolah maupun lembaga lain sehingga sampai saat ini belum
mengetahui seberapa manfaat dan cakupan, pemerataan BOS bagi siswa/siswi
miskin atau kurang mampu.
Peneliti berpikir yang positif tentang penggunaan Dana BOS baik

terhadap kepala sekolah, guru-guru, orang tua siswa dan komite sekolah di
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sekolah bersangkutan karena dana BOS digunakan untuk meningkatkan mutu
pendidikan walaupun pada kenyataan tidak selalu sesuai dengan yang dicita-
citakan. Tidak jarang terdengar desas-desus yang mengindikasikan terjadinya
penyimpangan oleh orang-orang yang dianggap paling bertanggungjawab dengan
masalah BOS ini. Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap masalah ini,
karena dianggap relevan dan sangat menarik perhatian semua pihak yang peduli
dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu untuk mengetahui proses pelaksanaan

program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung, peneliti perlu meng kajian secara

mendalam dengan didukung oleh teori-teori terkaits tian ini akan
mengangkat judul “Analisis Implementasi Pro
Sekolah (BOS) di Kecamatan Ketungau T, bupaten Sintang. Studi

Kasus : SDN 07 Lubuk Nibung.

BOS belum mampu memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat dan
masyarakat miskin yang berada di wilayah perbatasan, pedalaman dan terisolir
secara berkualitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dan masalah sebagai
berikut:

a) Penggunaan dana BOS tidak melibatkan atau musyarawarah dengan orang

tua/wali dan komite sekolah
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b) Penggunaan dan BOS belum pernah dipublikasikan secara transparan baik
dengan guru, komite dan orang tua siswa.
¢) Belum ada data yang menjelaskan tentang siswa miskin yang mendapat
bantuan dari dana BOS.
C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut pokok permasalahan dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan program BOS di $N~O7 Lubuk

1. MendiSgripsikan pelaksanaan program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung,
Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang

2. Mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala keberhasilan
pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.

3. Mendiskripsikan permasalahan implementasi dilihat dari sudut pandang

kearifan lokal, MBS, RKS dan KTSP
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E. Kegunaan Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah :
1. Secara teoritis
a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu
administrasi publik terutama kajian terhadap implementasi
kebijakan.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti

lainnya yang melaksanakan penelitian dengan tema ywa.

2. Secara praktis

a. Masukan bagi Dinas Pendidikan - ofi Sintang untuk lebih

c. MaSukan kepada seluruh anggota komite sekolah dan masyarakat
agar berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan
ambil bagian secara aktif dalam merencanakan dan mengawasi

penggunaan dana BOS agar tepat guna dan tepat sasaran.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik
1. Teori Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan usaha untuk memperoleh data atau
informasi untuk memberikan alternatif cara pemecahan suatu masalah, ataupun

cara alternatif pencapaian tujuan (Wibawa, 1994). Tujuan isis yang “bebas”

tuntutan dari masyarakat ten hiiTtertentu. Akan tetapi, pertama-tama perlu
diketahui apakah pe ang sesungguhnya sehingga muncul suatu
kondisi yang tidak s tersebut ? Tujuan yang ingin dicapai adalah
permasalahan t diurai, dicari penyebabnya, kemudian dicari cara

efigan memperbaiki atau membuat sebuah kebijakan baru untuk

Kondisi yang tidak memuaskan tersebut dapat saja terkait dengan
banyak permasalahan, yang bahkan tidak ada satupun yang dapat didefinisikan
dengan jelas. Beberapa masalah bahkan saling terkait erat sehingga sulit
ditemukan inti permasalahannya. Suatu kondisi menurut Ackoff (1974) adalah a
mess, kacau dan berantakan, suatu keadaan yang dapat jadi sangat

membingungkan dan sulit diurai. Sulit ditemukan mana penyebab dan mana yang

15
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merupakan akibat. Mana yang merupakan inti masalah dan mana yang merupakan
gejala masalah atau dampak.
2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses
kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dunn (1994:24-25)
menganjurkan bahwa disetiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan

di_sini tidak identik

implementasi kebijakan, penting dilakukan analisa. Analisa &

merupakan suatu proses yang kompl X berangkatan dari tahap
pendefenisian masalah hingga evaluasi dampak kebijakan. Oleh karena itu,

implementasi kebijakan merup

kebijakan publik. Hal ini '@k

salah satu variabel, fo ¢/ yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu

aiwa implementasi kebijakan hanya merupakan

pécahkan persoalan-persoalan publik.
riasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak
variabel atgy faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu
sama lain Terdapat beberapa teori implementasi antara lain:

Menurut pendapat Edward (2003: 12-13) Implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh empat variabel adalah:

a. Komunikasi, agar implementasi menjadi efektif, maka
mereka yang tanggungjawab adalah untuk
mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa
yang seharusnya mereka kerjakan.

b. Sumber daya, jika personalia yang bertanggungjawab dalam
melaksanakan semua kebijakan kurang sumberdaya untuk
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melakukan sebuah pekerjaan efektif, implementasi tidak
akan efektif pula.

c. Disposisi, sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga
didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan
publik.

d. Struktur birokrasi, jika sumberdaya yang cukup untuk
mengimplementasikan  sebuah kebijakan dan para
implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin
mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah
karena kekurangan dalam struktur birokrasi.

Sedangkan menurut Grindie dalam Subarsono (2005:93) Implementasi

dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu: ?“

a. Variabel isi kebijakan, mencakup: \ 3
terpengaruhi oleh kebijakan, jenis mwpfaytyang akan
dihasilkan, derajat perubahan yang diingj
pembuat kebijakan, (siapa) pélaksafia

sumberdaya yang dikerahkan v
b. Variabel lingkungan kebijayg; péicakup: Seberapa besar
kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para
aktor yang terlibat (dalppy’ implementasi kebijakan,
karakteristik insti : jim yang sedang berkuasa,
tingkat kepa sponsivitas kelompok sasaran

Meter dan Homn (Tangkilisan,2003:20)

‘V‘" dan sasaran kebijakan dan sasaran yang

b hénielaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara
menyeluruh.

b. Sumberdaya kebijakan berupa dana  pendukung
implementasi.

c. Komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran
digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang
hendak dicapai.

d. Karakteristik pelaksanaan, yaitu karakteristik organisasi

yang merupakan faktor krusial yang akan menentukan

berhasil tidaknya suatu program.

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dapat
mempengaruhi hasil kebijakan.

f. Sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan
ditetapkan.
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Demikian juga menurut Mazmanian dan Sabatier (Eriza,2006:31) ada
tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

a. Variabel independent, yaitu mudah tidaknya masalah
dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah
teori dan teknis pelaksanaan keragaman objek dan
perubahan seperti apa yang dikehendaki.

b. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan
untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator
kejelasan dan konsistensi tujuan, keterpaduan hirarkis
diantara lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat
pelaksanaan dan keterbukaan kepada pihak luar.

c. Variabel dependent, yaitu pemahaman dari lembaga
pelaksana dalam bentuk kebijakan pelaksanafin,\Kep
objek, hasil nyata, penerimaan atas hg pyata dan

kebijakan yang bersifat mendasar.

mmberdaya organisasi untuk implementasi program

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Sedangkan menurut Jones (1994:296) ada tiga pilar penilaian tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Organisasi, setiap organisasi harus memiliki struktur
organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas
sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat
kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.

b. Intcrpretasi, maka mcrcka yang bertanggungjawab dapat
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau
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ketentuan yang  berlaku, harus dilihat  apakah
pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan
petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang.

c. Penerapan, peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana
dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan,
untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan
adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta
jadwal kegiatan disiplin.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Studi implementasi adalah studi perubahan yang terjadi dan perubahan

implementasi, karena 32@ jaksanaan tanpa diimplementasikan maka tidak

Q/

996) mendefinisikan implementasi sebagai seperangkat

akan banyak berar

dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian
sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa
implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu
sasaran tertentu. Higgins dalam Wahab (2001) menyatakan bahwa implementasi
adalah kegiatan itu menyentuh semua jajaran manajemen mulai dari manajemen

puncak sampai pada karyawan lini paling bawah.
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Proses implementasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai tindakan-

tindakan baik dari institusi pemerintah maupun swasta atau kelompok masyarakat
yang diarahkan oleh keinginan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan
di dalam kebijakan. Sedangkan implementasi adalah memahami apa yang
senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.
Fokus perhatian inplementasi kebijakan mencakup kejadian-kejadian dan
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah diberlakukannya kebijakan negara, baik

usaha untuk mengadministrasikannya maupun akibat/ ak nyata pada

akarsa kebijakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat
gsan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk
dilaksanakan oleh lembaga-lembaga antar pejabat di tingkat
yang lebih rendah. Penekanan utama terletak pada masalah
sejauh mana sasaran-sasaran atau tujuan kebijakan telah
tercapai dan apakah penyebab tujuan/sasaran tercapai atau
tidak tcrcapai.
b. Pejabat pelaksana di lapangan, fokusnya terletak pada upaya
menanggulangi hambatan yang terjadi di wilayah kerjanya.
c. Aktor perorangan di luar pemerintah kepada siapa proyek
itu ditujukan, misalnya kelompok sasaran pengusaha kecil
dan Koperasi dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
Pandangan/persepsi pejabat di pusat adalah sejauhmana
pelayanan jasa yang direncanakan telah dilaksanakan. Dari
sisi kelompok sasaran fokus perhatiannya adalah apakah
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pelayanan jasa yang lelah diberikan pemerintah dapat
mengubah pola hidupnya.

Menurur Van Meter dan Van Horn dalam Winamo (1989:146)
mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun
swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Standar dan sasaran kebijakan didasarkan padagkepentingan utama

engidentifikasi

ial dalam analisis

@
implementasi kebijakan. Indikator-indikato pdian ini menilai sejauh mana

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujua i&' dkan telah direalisasikan. Dampak

perhatian Vafig kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini
mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.
Menurut Edwards (2003:1), implementasi kebijakan adalah salah satu
tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-
konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu
kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan

sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun
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kebijakan itu dimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu
kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami
kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh
para pelaksana kebijakan.

Selanjutnya  Charles O’Jones dalam  Harahap (2004:15)
mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu
perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-

kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan ka in implementasi

menjelaskan lebih lanjut bahwa konsep jmplémeéntasi kebijakan adalah memahami

apa yang senyatanya terjadi sesuga psdgfam dinyatakan berlaku atau dirumuskan
merupakan fokus perhatim@{e mentasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau

kegiatan yang timbu s disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara,

yaitu mencaku@ .

menimbulkd aribat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

a-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk

Jrucker (Eriza,2006) merumuskan bahwa implementasi merupakan
tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
digariskan terlebih dahulu. Sedangkan Wibawa dalam Tangkilisan (2003:20)
berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar
tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan

pemerintah.
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Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2004:70)

mengemukakan bahwa “ implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan”. Pengertian implementasi juga dikemukakan oleh Mclaughin

dalam Nurdin dan Usman (2004). Adapun Schubert dalam Nurdin dan Usman
(2002:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa”.

Berdasarkan pendapat para ahli dalam menentukan tahapan

implementasi kebijakan tersebut, terlihat bahwa implementasi program adalah

tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu %pelabat pejabat

apai tujuan-tujuan

terhadap sesuatu objek/sasaran yang diarahkan un :

yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun imple

fe'- kebijakan yang sesuai

dengan penelitian ini adalah menggunakan drles O’Jones dengan melalui

tiga pilar yaitu organisasi, interpreta an” pelaksanaan dikarenakan lokasi
penelitian ini merupakan daera pérada di wilayah pedalaman, perbatasan
dan terisolir masih sangat% an peraturan daerah, sarana, prasarana dan
tenaga profesional - péndukung teori tersebut yaitu struktur organisasi,

keahlian pelaks Wriengkapan alat uji, qanun yang sesuai dengan peraturan
program kéFja yang jelas serta jadwal kegiatan pelaksanaan yang tetap.

4. Indikator Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplemetasikan dilakukan
penilaian terhadap keberhasilannya, apakah telah sesuai dengan tujuan yang
dikehendaki atau belum, untuk itu perlu dilihat kinerja dari kebijakan tersebut.

Konsep kinerja kebijakan senantiasa diartikan sebagai apa yang dilihat dari
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program yang t{elah dilaksanakan. Hal ini menyangkut selurub aspek yang
berhubungan dengan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Cheema dan Rondinelli (1983:31), mengatakan bahwa keberhasilan
suatu kebijakan dapat dilihat dari performansi kebijakan yang mencakup
pencapaian tujuan, peningkatan kemampuan pemerintah di unit-unit lokal guna
merencanakan dan memobilisasi sumber daya, peningkatan produktivitas dan
pendapatan, peningkatan partisipasi masyarakat serta peningkatan akses fasilitas
pemerintah.

i ?:mlalui evaluasi

Berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat d T ii,

94) sebagai berikut :

kebijakan dengan yang memiliki fungsi menurut D@

a. Memberi informasi yang vglid \dan dapat dipercaya
mengenai kinerja kebijakan faiftgberapa jauh kebutuhan,
nilai dan kesempatan tels at’ dicapai melalui tindakan
publik.

b. Memberi sumbangari padd klarifikasi dan kritik terhadap
nilai-nilai yang pemikiran tujuan dan target.

akga pada aplikasi dan metode analisis
inyz; temasuk perumusan masalah dan

tersebut. Namun kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk
gagal. Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2001) telah membagi pengertian
kegagalan kebijakan (policy failure) ini dalam 2 (dua) kategori, yaitu non
implementation (tidak terimplementasikan) dan wunsuccesfull implementation
(implementasi yang tak berhasil).

Kegagalan kebijakan publik menurut Andrew Dunsire dalam Wahab

(2001) dinamakan sebagai implementation gap, yaitu suatu istilah yang
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dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses
kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang
diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya
dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya
perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang disebut oleh
Walter Williams dalam Wahab (2001) sebagai implementation capacity dari

organisasi/ aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa

sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang tela$i~tetapkan (dalam

dokumen formal) dapat dicapai. %

perspektif “efisiensi (efficiency perspective), (2) Perspektif kualitas (quality
perspective), (3) Perspektif efektifitas (effectiveness perspective).

Sebagai indikator dari ketiga palaksanaan kebijakan tersebut (output,
quality output dan outcomes) memiliki perbedaan antara satu sama lainnya. Lebih
lanjut Martin dan Kettner (1996) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan terdiri
atas policy goal, policy outcomes dan policy performance (policy output + policy

goals). Apabila policy outcomes jauh dibawah policy goal, maka policy
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performancenya rendah. Akan tetapi bila policy ouicomes jauh lebih tinggi dari
policy goals, maka policy performance (pelaksanaan kebijakan) tinggi.

Secara lebih rinci dapat dikemukakan bahwa di dalam perpektif policy
outcomes itu sendiri terdiri atas : (1) economic benefit, (2) subject well being, (3)
equity, dan (4) integration social. Keempat perspektif indikator pengukuran
tersebut perlu diperhatikan di dalam kebijakan publik. Namun bukan berarti
keempat perspektif tersebut diukur atau digunakan secara bersamaan, akan tetapi

dipilih sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penelitian in dan Kettner,

1996). 0\&

5. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan i Wwal yang harus dilakukan dalam
rangka mencapai tujuan. Perenc diartikan sebagai kegiatan atau kerja
bisa diartikan juga suatu @ tuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat, melalui uru iwan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

usaha un mewujudkan/mencapai tujuan atau tujuan-tujuan yang telah
ditentukan”. Suatu perencanaan yang baik menurut Luther Gulick dalam Herry
Suhardi (2000) memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:

a. Tujuannya dirumuskan secara jelas.

b. Sifatnya harus sederhana, dalam arti tidak muluk-muluk melainkan

rasional sehingga mudah dipahami.
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¢. Memuat analisa-analisa dan penjelasan serta penggolongan tindak usaha
yang direncanakan untuk dilakukan dan pedoman kegiatan yang akan
dilakukan.

d. Mempunyai sifat fleksibel, dalam arti planning harus selalu dapat
menyesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah.

e. Adanya keseimbangan : ke dalam artinya keseimbangan bagian proyek
pada rencana. Keluar, artinya keseimbangan antara tujuan dan syarat-

syaratnya.

f. Adanya kesan bahwa segala sesuatu yang terse@ Bitgga, biaya, sumber-

sumber yang tersedia) digunakan secara efi anefektif. Wilson dalam

&

Herry Suharyadi (2000:2.7) menemuk adt dari perencanaan sebagai

A

berikut:

adanya perencanaan, arah usaha yang bersangkutan dapat selalu dipegang
oleh segenap anggota, disamping itu memudahkan dilakukannya
koordinasi atau hubungan kerjasama antar bagian atau anggota dalam
organisasi.

c. Perencanaan bukan suatu karya yang sekaligus saja tetapi suatu proses

yang terus-menerus, maka setiap planning diharapkan selalu dapat
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memberi perhatian yang terus menerus untuk menunjukkan dan
mempertinggi praktek dan cara-cara bekerja para anggota organisasinya.
d. Perencanaan itu merupakan alat pengendalian (=means of control) untuk
mengendalikan atau mengawasi pelaksanaan.
e. Perencanaan yang baik menjamin penggunaan sumber-sumber yang
tersedia ( manusia, keuangan, alat-alat, dan lain-lain) secara efektif dan

ekonomis dan dapat menghindarkan pemborosan-pemborosan yang tidak

\LX‘
Q)\B

ehigusahakan agar pekerjaan-

perlu.

6. Pengawasan (Controlling)

@
Pengawasan adalah kegiatan @

pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau mendapat hasil

penyelewéfigan-penyelewengan, maupun ketidakcocokan agar dapat menempuh
langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan. Henry Fayol dalam Herry
Suharyadi (2000:2.26) dalam bukunya General Industrial management”
mengemukakan tentang pengawasan :

. D Dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah

segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah
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ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-
kelemahan dan kesalahan-kesalahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala
hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan maupun hal-hal lainnya ........ .

Harold Koontz dan Cyril O. Donnel dalam bukunya Principles of Management
menulis bahwa “ Pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja
yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau
menjamin bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana yang digunakan untuk
mencapainya dilaksanakan”. Berdasarkan apa yang dikem V- an di atas mau
mengatakan “ perencanaan dan pengawasan adalah kediwSisi’dari sebuah mata
uang”. Rencana fanpa pengawasan akan ‘F pulkan penyimpangan-
penyimpangan dengan tanpa alat untuk mepCegabnya. Ataupun andaikata tujuan
tercapai juga, tercapainya itu dengan pergefbanan yang besar karena dalam
pelaksanaannya inefisiensi dan pelibafsan tanpa ada pencegahan atau perbaikan.
Mardiasmo  (2004) dal%V “Otonomi dan Manajemen Keuangan
Daerah "menyataka aitee pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan
yang dilakukan.o&n ihak diluar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk
mengawasi Rimdrid pemerintahan. Untuk tingkat sekolah ini berarti dilakukan oleh
pihak-pihd¥/di luar dinas pendidikan dan sekolah itu sendiri (masyarakat dan
LSM). Cakupan pengawasan di tingkat sekolah meliputi kegiatan reviu, evaluasi,
pemantauan (monitoring) dan bentuk kegiatan pengawasan lainnya. Yang
merupakan fokus dari pengawasan adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi
sekolah sehingga di dapat keyakinan yang memadai bahwa kegiatan di sekolah

telah dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku dan tolok ukur yang telah
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ditetapkan secara efektif dan efisien. Di Indonesia kita mengenal beberapa jenis
pengawasan antara lain sebagai berikut :
1. Pengawasan melekat ( built in control)

2. Pengawasan fungsional

W

. Pengawasan masyarakat

-

Pengawasan Legislatif
Sedangkan dalam buku panduan BOS (2007:44) pengawasan program

BOS meliputi : 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pimpj masing-masing

Masyarakat).

: i’l dapat dilakukan oleh pihak yang berada diluar

M di luar sekolah, dalam bentuk yang beragam, antara lain:

2. Tim manajemen BOS Provinsi/kabupaten/kota melakukan pengawasan
dalam bentuk melakukan reviu, monitoring dan evaluasi
3. Sekretaris Provinsi/kabupaten/kota, dewan pendidikan, komite sekolah dan
masyarakat melakukan monitoring terhadap sekolah.
Dalam buku Panduan BOS 2011, kegiatan pengawasan disebut dengan

monitoring yang dibedakan menjadi:
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1. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim

Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan Tingkat

Kabupaten/Kota. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu

melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan
permasalahan dalam pelaksanaan Program BOS.

2. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program

dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan

rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring ini dapat dilakukan

Secara teknis perbedaqiiyaie

terletak pada fokusnya. %}Q :

dasar dari pengawasan dan monitoring

an memfokuskan pada orang-orang yang
mengelola program nelaksanakan kegiatan, sementara pada monitoring
fokusnya adal périen-komponen program/kegiatan.

awasan yang bermutu artinya bahwa pengawasan yang
dilakukan ‘t2pat waktu, sesuai dengan peraturan, memberikan sumbangan berarti
bagi instansi yang diawasi/diperiksa untuk menghindarkan terjadinya

penyimpangan dalam mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan.
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7. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Pengertian BOS
Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya
operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai
kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari
keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan
pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

BOS adalah program pemerintah yang pada d ya adalah untuk

penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi pendidikan dasar

sebagai pelaksana program wajib belajar. Namu ikian, ada beberapa jenis
pembiayaan investasi dan personalia yang% ¢hkan dibiayai dengan dana

BOS. Secara detail jenis kegiatan yang bole iayai dari dana BOS dapat dibaca

pada buku panduan BOS itu sr%i?\

pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam
ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah

dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh
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peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) seria satuan
pendidikan lain yang sederajat.
Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun
diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008
APK SMP telah mencapai 96,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa program
wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah
berperan besar dalam percepatan pencapaian program waj§9~ tahun tersebut.
Program BOS ke depan bukan hanya berperan un p

namun harus juga berkontribusi besar untuk peninlan/mutu pendidikan dasar.

pelaksana™~pfogram wajib belajar. Namun demikian dana BOS dimungkinkan
untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia
dan biaya investasi (Suyanto, 2009)

Lebih lanjut Suyanto (2009) mengatakan bahwa tujuan umum BOS
adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan
dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus BOS

memiliki tujuan adalah sebagai berikut :
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1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar
dari beban biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun
sekolah swasta
2) Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri
terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf
internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional
(RSBI)

3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah

swasla %
Sasaran program BOS adalah semua setingkat SD dan SMP
(termasuk SMPT), baik negeri mau sta di seluruh propinsi di

ajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu

ementerian Pendidikan Nasional (2010), dalam

dan akan Uffakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3,
yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program
peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola,
akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah
untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program
untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola,

akuntabilitas dan pencitraan publik.
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Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap
pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses

dan mutu pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu.
2) Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena
tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh

sekolah.

3) Anak lulusan sekolah setingkat SD, Jharus diupayakan

NI
0 akuntabel.

6) BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu,
atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak
mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua
siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak
ditetapkan jumlahnya, serta tidak ada intimidasi bagi yang tidak

menyumbang.
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e Program BOS dan Kearifan Lokal
Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami

sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk
bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam
ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana wisdom
dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya
dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek,
atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah wisdom sering diartikan sebagai

‘kearifan/kebijaksanaan’. &

Local secara spesifik menunjuk pada @ eraksi terbatas dengan

sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai inferaksi yang sudah didesain
sedemikian rupa yang di dalamnya
manusia dengan manusia atau
yang sudah terdesain te@& iSebut settting. Sefting adalah sebuah ruang
interaksi tempat SQQ@ apat menyusun hubungan-hubungan face to face

dalam lingkun ebuah setting kehidupan yang sudah terbentuk secara

langsung mproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi

landasan idBungan mereka atau menjadi acuan tingkah-laku mereka.

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku
dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi
acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu,
sangat beralasan jika Greertz dalam Nurma Ali Ridwan (2007) mengatakan bahwa

kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat

manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya
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berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan
masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban
masyarakatnya.

Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup
masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan
tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu.
Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya

akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diammelalui sikap dan

satu fenomena

AU an
spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas k@ -,. elompok. Kearifan
@

T pertanyaan-pertanyaan yang kurang mengenakan. Berkaitan dengan
BOS yan nyangkut kepentingan banyak orang hendaklah juga tidak
dilepaskan dari tradisi atau kebiasaan masyarakat yang sebelum melakukan
sesuatu selalu bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat. Hal ini sejalan
dengan program BOS yang selalu menekankan adanya transparansi dan

akuntabilitas serta partisipasi dari berbagai pihak.
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f. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah membutuhkan kepemimpinan iklim
sekolah yang kondusif. Betapa pentingnya iklim sekolah yang kondusif sehingga
Caldwell dan Spink (1998) dalam Aria Djalil (2009:228) yang ditulis dalam buku
: “ Meningkatkan Kinerja Ujian Akhir Nasional : Saran bagi Kepala Sekolah,
Guru Siswa, Orang Tua Siswa dan Komite Sekolah “ menyuguhkan daftar yang

panjang untuk kepemimpinan yang semestinya tercipta di sek

1. Sekolah mempunyai seperangkat nilai etika mm@

penting;

os yang dianggap

2. Kepala sekolah, guru dan murid & kepedulian dan loyalitas

terhadap tujuan sekolah dan m'lai@;

3. Sekolah menumbuhke@

menyenangkan, m

n lingkungan dan suasana  yang
, dan menantang (challenging) bagi guru dan

murid;

5. Adanya iklim saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka di sekolah;

6. Adanya iklim espektasi terhadap semua siswa bahwa mercka akan berprilaku
dan bertindak sebaik-baiknya. Adanya komitmen yang kuat untuk belajar
sungguh-sungguh.

7. Kepala Sekolah, guru dan siswa mempunyai semangat yang tinggi untuk

mencapai prestasi belajar yang tinggi;
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8. Adanya morale (semangal juang) yang tinggi di kalangan siswa;

9. Para siswa saling menaruh respek terhadap sesamanya dan terhadap barang-

barang milik mereka;
10. Adanya kesempatan bagi siswa untuk mengambil tanggung jawab di sekolah;
11. Adanya dispilin yang baik di sekolah;

12. Jarang sekali ada kejadian yang menuntut staf sekolah untuk turun tangan

menertibkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa ( karena tidak

N

siswa;

ada lagi pelanggaran yang mengganggu);

13. Adanya tingkat kemangkiran yang rendah di

14. Adanya tingkat mengulang kelas yang&

15. Adanya tingkat kenakalan siswa @ gl
yang tinggi di kalangan guru;

16. Adanya morale (semanga@

17. Adanya tingkat (cohesiveness) dan semangat yang tinggi di

kalangan :

18. Ada%'

19. Sedikit sekali permohonan dari guru untuk pindah ke sekolah lain (karena

t kemangkiran yang rendah di kalangan guru; dan

mereka merasa nyaman dan aman).

Karena itu Aria Djalil (2009:229) terkait Manajemen Berbasis

Sekolah menyarankan kepala sekolah dan guru untuk:

1. Menyediakan berbagai peluang bagi orang tua siswa untuk melibatkan mereka

dalam kegiatan-kegiatan sekolah;
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2. Mengembangkan sistem penghargaan sesuai dengan umur siswa sebagai tanda

pengakuan dan pengukuhan atas prestasi istimewa yang mereka capai;

3. Mengelola sekolah dengan cara-cara yang merefleksikan keberlangsungan

keterlaksanaan kurikulum; dan

4. Menciptakan cara-cara agar pemberian informasi kepada orang tua siswa
mengenai hal-hal yang terkait dengan sekolah dan kemajuan siswa dapat
berlangsung secara teratur. Ini hanya dapat tercapai jika prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam m

(governans) pendidikan diterapkan. 0

o

ién keuangan secara keseluruhan,

dan tatakelola

Dalam pengertian umum manajg angan, perencanaan dan

.l
penganggaran merupakan bagian dari j€
pemisahan yang dilakukan un
pengelolaan keuangan diti

)

tahapan. Sec Y’ manajemen keuangan merupakan pengendalian atas

fungsi-fungsi ke®angan dimana kemudian fungsi-fungsi ini diterjemahkan dalam

pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki organisasi.

Pada dasarnya, manajemen keuangan di tingkat sekolah tidak berbeda
dengan pengertian yang berlaku umum. Depdiknas (2010) mendefinisikan
manajemen keuangan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang
meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan. Dengan kata lain manajemen keuangan sekolah rangkaian aktivitas
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yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan,
pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.
Manajemen keuangan sekolah merupakan hal penting dalam pengelolaan sekolah
secara keseluruhan, sejalan dengan tugas dan tanggungjawab sekolah dalam
mengelola secara langsung dana penyelenggaraan pendidikan melalui program

BOS. Tujuan manajemen keuangan ditingkat sekolah adalah:
a. Mengelola penggunaan dana sekolah secara (ransparan dan akuntabel,
b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunga \aAna sekolah,

¢. Mendorong pemanfaatan dana sekolah sgsaiq lgbih ekonomis,
e
d. Meminimalkan penyalahgunaan s -_’ an/Sekolah,

e. Memupuk kreativitas pen@n stimber pendanaan sekolah, dan

f. Mendorong kompe dngungjawab keuangan sekolah.

Berdasarkan ’ aphran diatas, dengan mengutip pendapat Aria Djalil
(2009:243) : “BOSiffarhpkan menaikan harkat dan martabat sekolah jika dengan
BOS sekols di miskinkan”. Karena dengan demikian memberdayakan
masyarakat pekolah. Yang dimaksud masyarakat sekolah adalah kepala sekolah,
guru, staf sekolah, siswa, orang tua siswa, dan komite sekolah. Yang memiliki hak

tertinggi dalam mengambil keputusan, sehingga manajemen berbasis sekolah

betul-betul berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010), dalam program
BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh
sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah. Dengan demikian

program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara
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umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan

(otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya

sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih
mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

2) BOS harus menjadi sarana penting

sekolah dalam rangka peningkam@e
sekolah.

pemberdayaan

muiu dan manajemen

3) Sekolah harus memiliki Re

4 tahunan. ?\

4) Sekolah h@@ usun rencana kerja tahunan (RKT) dalam

Jangka Menengah yang disusun

ben a Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS),

a BOS merupakan bagian integral didalam RKAS

Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam
rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite
Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota (untuk
sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). Seluruh peserta
rapat ikut tanda tangan berita acara persetujuan. Secara rinci diatur

dalam Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
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Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah.

g. Program BOS dan Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP)
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu (Pasal 1 butir 19 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional). &

KTSP adalah Kurikulum Tingkat Sap

¢

'43 ndidikan, yang merupakan

didik di sekoldh, yahg bersangkutan dimasa sekarang dan di masa datang dengan
kepentingan global dan semangat manajemen berbasis
sekolah. Menurut Aria Djalil (2009:245) “niat Kurikulum Satuan Pendidikan
sejatinya dimaksudkan untuk memberi kewenangan sekolah dalam mengelola
kurikulum, termasuk kurikulum muatan lokal”. Dalam keadaan mendekati ideal
selain tentang kurikulum sebagaimana yang diangkat oleh Caldwell and Spink,
1998; juga Ismet, 1996 dalam Aria Djalil (2009:245) masyarakat sekolah
hendaknya diberi hak untuk mengelola tujuh sumber daya yaitu: pengetahuan

berupa keputusan yang berhubungan dengan kurikulum; teknologi berupa
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keputusan yang terkail dengan alat pengajaran dan pembelajaran; power berupa
kewenangan dalam membuat dan mengambil keputusan; material berupa
keputusan yang terkait dengan penggunaan fasilitas; personel berupa keputusan
dalam alokasi tenaga; waktu berupa keputusan yang terkait dengan waktu
pengajaran dan pembelajaran; keuangan berupa keputusan yang terkait dengan
alokasi dan penggunaan keuangan. Dalam lingkungan pendidikan Dasar 9 Tahun

penggunaan yang dimaksud adalah bagaimana mengalokasikan dan menggunakan

sumber dana yang berasal dari BOS dan Komite Sekolah. ‘

membebaskan siswa dari biaya operasi sekolah, kecuali RSBI
dan SBL

3) Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasi di SD dan
SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut
dan tidak ada pungutan berlebihan pada siswa mampu.

4) Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan

BOS serta menyanksi kepada pihak yang melanggarnya.
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5) Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasi sekolah dari
APBD.
6) Pemda wajib menyediakan dana untuk pengelolaan dan
monitoring program BOS bagi Tim Manajemen BOS provinsi/

kab/kota, serta pengawasan program BOS dari sumber APBD.

i. Sekolah Penerima BOS

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010), kriteria sekolah

W

/SMPT negeri wajib

yang berhak menerima dana BOS adalah:

1) Semua sekolah SD/SDLB/SMP

menerima dana BOS. Bila @% ersebut menolak BOS, maka
sekolah dilarang memungus biaya dari peserta didik, orang tua
2) Semua se ta yang telah memiliki ijin operasi dan tidak

menjadi bertaraf internasional wajib menerima

gi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan

orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin

kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.

4) Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman
BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5) Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut
dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan

Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan
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mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar
tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan
akuntabel.

6) Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem
sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut
dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan

Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin.

j- Pelaksanaan Penyaluran dan Pengelolaan Dang

Sekolah (BOS) dilakukan oleh organisasi a’yang sebut Tim PKPS-BBM

serta Sekolah/Madrasah yang memperoleh

BOS tingkat pusat.
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PELINDUNG
N

PENANGGUNG JAWAB
N
PELAKSANA
N
STRUKTUR PELAKSANA
N
KETUA SATKER PKPS-BBM
& R =3

BENDA- SEKSI BKM SEKSI SEKSV/
HARA PUBLIKASI

v J

SEKSI BOS SEKSI DATA
SD/MI/SETA 1 E
RA SD MP

Q) >
i BOS Tingkat Pusat
idikan Nasional, 2010

Bagan 2.1. Struktur
sumber : Kement

Tugas dan tan ab tim manajemen BOS pusat ini

adalah:

Merencanakan dan melakukan sosialisasi program.

Mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen BOS

Provinsi.

e Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyebaran buku
panduan pelaksanaan program.

e Menyusun database sekolah tingkat nasional.

e Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
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e Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat.

e Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan
pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS
Provinsi atau Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

e  Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi

terkait.

e Menyusun laporan pencairan dan peny?@n dana BOS ke
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PELINDUNG
PENGARAH
NE
PENANGGUNG JAWAB
N
PELAKSANA
N
STRUKTUR PELAKSANA
-
KETUA SATKER PKPS-BBM
b N
. V4
BENDA- SEKSI BKM SEKSV
HARA / PUBLIKASI
N
SEKSI BOS SEKSI %EKS[ BOS
SD/MI/SETA SMP/MTS/SE
RA SD TARA SMP
nisasi BOS Tingkat Provinsi

Mempersiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan.

e Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di

tingkat provinsi.

e Mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen BOS

Kab/Kota.

e Melakukan pendataan penerima bantuan.
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e Menyalurkan dana ke sekolah sesuai dengan haknya
(jumlah siswa).
e Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim
Manajemen BOS Kab/Kota dalam penyaluran dana.
e Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
e Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat.
e Bertanggung jawab terhadap % penyimpangan

penggunaan dana di tingkat prm%

lainnya, dengan menggunakan sumber dana dari APBD.

e Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk
manajemen BOS dari sumber APBD.

e Jika ada, segera melakukan realokasi dana BOS dari

sekolah yang kelebihan dan kekurangan dana yang

disebabkan oleh kesalahan pendataan.

e Mengembalikan sisa dana yang ada di rekening penampung

sebelum tahun anggaran berakhir ke kas negara. Kelebihan
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dana yang dimaksud adalah kelebihan dana setelah seluruh
hak sekolah penerima dana BOS terpenuhi.
e Menampung kelebihan dana dari sekolah yang disebabkan
oleh kelebihan data jumlah siswa dan selanjutnya
mengembalikan ke kas negara jika seluruh hak sekolah

penerima dana BOS telah terpenuhi.

3) Tingkat Kabupaten/Kota

Tim manajemen BOS ini berada di kabupaten/kota

dengan  penanggungjawab Dinas  Pendidikan

Kabupaten/Kota. Berikut ‘@

organisasi tim manajemen

BOS tingkat provins;'
é PELINDUNG
% J
Q~ PENGARAH
& T
PENANGGUNG JAWAB

N2

% PELAKSANA
O v
STRUKTUR PELAKSANA

N
MANAGER PKPS-BBM

SEKSI BKM SEKSI

SEKSI BOS SEKST SEKSI BOS
SD/MI/SETA SMP/MTS/SE
RA SD TARA SMP

Bagan 2.3. Struktur Organisasi BOS Tingkat Kabupaten
sumber : Kementerian Pendidikan Nasional, 2010
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Tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS provinsi ini
adalah:

e Menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah.

e Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah.

e Melakukan pendataan sekolah.

e Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS

Provinsi dan lembaga penyalur dana, dengan sekolah

dalam rangka penyaluran dana. 0

e Merencanakan dan melak: onitoring dan evaluasi.

e Melaporkan pelaks

BOS Provinsi. %

kepada Tim Manajemen

Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan

masyarakat.

e Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di
tingkat kab/kota.

e Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim

Manajemen BOS Provinsi dan instansi terkait.
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4) Tingkat Sekolah
Tim manajemen BOS ini berada di sekolah penerima BOS
dengan penanggungjawab Kepala sekolah. Berikut ini susunan

organisasi tim manajemen BOS tingkat sekolah.

KEPALA KOMITE
SEKOLAH/MADRASAH/ \ SEKOLAH/MADRASAH
PENANGGUNGJAWAB & PENGASUH
PROGRAM WAJAR DIKDAS PONTREN/KETUA

.
e \B\Ly

OS Tingkat Sekolah
ikan Nasional, 2010

Bagan 2.4. Struktur O
sumber : Kementeri

A

yang semestinya, maka harus segera mengembalikan
0% kelebihan tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Prov
dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS
Kab/Kota.
e Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta,
Tim Sekolah harus mengidentifikasi siswa miskin dan
membebaskan dari segala jenis iuran.
e Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan

transparan.
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e Mengumumkan dafiar komponen yang boleh dan yang tidak

boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS

di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan
pengumuman sekolah.

e Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh

sekolah dan rencana penggunaan dana di papan

pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala

Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite wah.

e Membuat laporan bulanan pen dana BOS dan

barang-barang yang dibeli ah yang ditandatangani
oleh Kepala Sekolal, 2

ara dan Ketua Komite

ertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan

dana di sekolah.

Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan

masyarakat.

e Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim
Manajemen BOS Kab/Kota.

e Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah

gratis
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B. Kerangka Berpikir
Berdasarkan penjelasan pendahuluan dan tinjauan pustaka dapat

dibuat kerangka berpikir sebagai berikut ini:

KRISIS EKONOMI & KENAIKAN HARGA
MINYAK DUNIA

h

SUBSIDI BBM & RELOKASI ANGGARAN KE
PENDIDIKAN

N
UU NO 20/2003 TENTANG SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL (SISDIKNAS) /
“

N A\

KEBIJAKAN BOS UNTUK MEN
WAJARDIKNAS

. /1 /
PELAKSANAAK BOS

N N A \ N2

PERENCANAAN PENYALU GGUNAAN PENGAWASAN HASIL

C. Definisi Konsep dan Operasional
1. Definisi Konsep
a. Implementasi adalah kegiatan menyentuh semua jajaran manajemen

mulai dari manajemen puncak sampai pada lini paling bawah. Pada

penelitian ini jajaran manajemen termasuk tim manajemen BOS pusat,

provinsi, kota/kabupaten dan sekolah.
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b. Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah untuk
penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan

dasar pelaksana program wajib belajar.

2. Definisi Operasional

Pada penelitian ini ada empat variabel yang akan dianalisis dan

N

awal dari pelaksanaan

dibahas. Variabel tersebut antara lain :

1) Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan ini merupakan

BOS di SDN 07 Lubuk Nibv% pan ini meliputi kegiatan

melengkapi kelengkapan asi, RKS/RAPBS dan pembuatan

proposal. BagaimaK
sekolah

ada m%\qat S/RAPBS dan menyusun proposal. Siapa

@u& alam kegiatan tersebut.

penyaluran merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah

elengkapan administrasi, apakah kepala

thak sekolah melalui tahapan perencanaan dan telah mendapatkan

persetujuan untuk mengelola dana BOS.Penggunaan BOS.
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Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2005-2010

Kementerian
Pendidikan
~
Info jumlah anggaran tiap provinsi i Alokasi
berdasarkan pada jumlah sekolah dan siswa : Anggaran
N/
" Konsolidasi jumlah sekolah
Dinas dan siswa tiap provinsi Tim

Pendidikan } ... y | Managemen
Provinsi BOS Provinsi

Stelah tahapan penyaluran dilakukan. Pada tahapan ini akan dianalisis

beberapa indikator terkait dengan penggunaan dana BOS. indikator
seperti kesesuaian dengan kebutuhan/panduan yang ada, besarnya
sesuai dengan data jumlah siswa, pertanggungjawaban dilengkapi

dengan dokumen administrasi dan pengawasan dan pemerikasaan
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4) Hasil Pelaksanaan BOS
Hasil pelaksanaan BOS pada penelitian ini akan melihat dampak

pelaksanaan BOS terhadap kendala dan peningkatan kualitas

pendidikan di SDN 07 Lubuk Nibung.
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METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan metode atau pendekatan
deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan

menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, geiala, keadaan atau

secara mendalam dan menyeluruh, terhadap pelak€asiaan penggunaan Dana BOS
dengan harapan terdapat peningkatan mutu ikan di SDN 07 Lubuk Nibung.

Menurut Sutopo (2002), penelitian kialitatif menekankan pada makna dan

lebih memfokuskan pada data kual\{3sJiz
kuantitas, penelitian kual@&emandang sebagai kuantitas dan harus
diolah dalam pola pj & Awarttitatit (dengan hitungan angka), sama sekali tidak
dipaksa untuk di ara kuantitatif. Data kuantitatif yang bebentuk tabel-
tabel dan 08rupe angka-angka yang dikumpulkan akan ditampilkan dilakukan
analisis ddl” pembahasan secara detail, digunakan untuk mendukung analisis
secara keseluruhan sebagai pembuktian bagi fenomena-fenomena yang sedang
diteliti, yang dalam hal ini tentang pelaksanaan Program bantuan dana BOS
dengan sasaran utama adalah SDN 07 Lubuk Nibung selaku penerima bantuan
dana.

Sementara itu juga, Moleong (2001) mengatakan bahwa penelitian

kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan; 1) menyesuaikan metode

59
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kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, 2) metode ini
menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden,
dan 3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan i:)anyak
penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Pada
pelaksanaannya peneliti langsung masuk ke lapangan dan berusaha
mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan pokok permasalahan yang
berhubungan dengan pelaksanaan Kebijakan Program pemberian bantuan dana

BOS. Data yang dihimpun sesuai fokus penelitian berupa kata-kata, tindakan,

situasi, dokumentasi dan peristiwa yang diobservasi. Pe an data/informasi

ini peneliti sekaligus sebagai instrumen yan dengan kegiatan
wawancara (Indepth interview), oleh kare@ neliti akan mencatat, serta
menggunakan dukungan alat perel% mengamati perilaku orang yang

é?‘

diwawancarai.

(1998:114);Subyek penelitian adalah sumber data dalam penelitian darimana data
dapat diperoleh. Jadi dapat disimpulkan sumber data adalah seseorang atau
sesuatu yang menjadi sumber dari mana data atau informasi dapat diperoleh.
Penentuan subjek penelitian dipilihkan orang yang benar-benar
mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang
sedang diteliti. Subjek penelitian yang bersinggungan langsung dengan

pelaksanaan program bantuan dana BOS antara lain Kepala Dinas Pendidikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf
61

Kabupaten Sintang, Kepala Bagian dan Seksi yang menangani langsung

pendistribusian dana bantuan BOS, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa

dan komite sekolah. Berikut ini jumlah subjek penelitian.

1.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang berjumlah 1 orang

2. Kepala Bidang dan Seksi berjumlah 2 orang
3. Kepala SDN 07 Lubuk Nibung berjumlah 1 orang
4.  Guru SDN 07 Lubuk Nibung berjumlah 5 orang
5. Siswa SDN 07 Lubuk Nibung berjumlah 8 orang
6. Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung berjumlah v
7. Komite Sekolah berjumliah 1 orang @
%
C. Prosedur Pengumpulan Data &
Teknik pengumpulan da penelitian akan menggunakan teknik
sebagai berikut :

1. Observasi ai

Pengu{&

atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk

data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan

ggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis
dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini
bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang
terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya
memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada.
Selain melakukan pengamatan juga diadakan pengumpulan data dan

mendeskripsikan  atau  menggambarkan  tentang  keberhasilan
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implementasi  kebijakan program BOS. disamping dilakukan
pengamatan, informasi maupun data-data mengenai pelaksanaan Program
BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.
2. Wawancara
Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat
disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui

wawancara mendalam (indepth interview) dimaksudkan untuk

memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangavtgx informasi dari
informan. Wawancara mendalam ini dilakukan ¢Sliatiap narasumber (key
informan) yang dianggap memiliki pengdla’man/yang memadai (entang

dana BOS yang sedang

3. Dokumentasi ?\

Penggunaan dokn%\d am penelitian ini adalah dokumen resmi dari

Lembaga/O ;Q yang telah melaksanakan Program dana Bantuan

Ope Sékolah (BOS) selaku pihak yang telah menerima dana

BOS sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah

S¢lenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-
data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan, rekaman tape recorder dan
lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun
berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

4. Kuisioner

Kuisioner adalah suatu cara mengumpulkan dengan memberikan angket

kepada sejumlah responden yang mewakili kelompok tertentu seperti
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guru, siswa, orang tua dan komite sekolah tentang kedalaman
pemahaman mereka berkaitan dengan dana BOS, mengenai manfaatnya,
jumlahnya dan cara mengalokasikannya. Kuisioner diberikan langsung
kepada responden terkait untuk memperoleh informasi yang memperkuat

hasil wawancara.

D. Jenis dan Sumber Data

Hasil penelitian ini harus akurat dan dapat dip$ggunawabkan

hasilnya, maka diperlukan data-data yang valid. Pada ini dipergunakan

dua jenis data yaitu
1. Data primer yang bersumber % il wawancara, observasi dan
kuisioner.

2. Data sekunder yang r dari hasil dokumentasi. Data ini terdiri

2

a. Bers i Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

Statistik Penerima Bantuan, yang berisikan tentang
penerima bantuan tiap sekolah berdasarkan jenjang, status
dan jenis sekolah.

2) Data Hasil Penyerapan Dana Bantuan

3) Data Hasil Monitoring dan Evaluasi

4) Data Penanganan Pengaduan Masyarakat
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b. Bersumber dari Sekolah Penerima BOS
1) RAPBS
2) Data lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran

3) Data lembar pencatatan pengaduan

E. Analisis Data dan Bentuk Sajian Data
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-m: (triangulasi), dan

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. pengamatan yang

@t

alaupun tidak menolak data

terus menerus tersebut mengakibatkan variasi

diperoleh pada umumnya adalah data Kﬁ%

kuantitatif), sehingga teknik pengol dat® yang digunakan belum ada polanya

ggi sekali. Data yang

yang jelas. Oleh karena itu engalami kesulitan dalam melakukan

pengolahan data.

Jun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil
penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data lebih difokuskan selama
proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Model pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan Model Interaktif dari Miles and Huberman yaitu analisis data
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai

pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data meliputi
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pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data seperti

dilukiskan pada gambar berikut.
PENGUMPULAN PENYAJIAN
DATA DATA
AN

¢knik pengumpulan data baik wawancara, observasi maupun dengan
menggunakan angket. Semakin banyak data yang terkumpul, maka
hasil penelitian yang didapat semakin bagus.

2. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu maka data perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian data
dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang

penting dan dicari tema serta polanya.
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Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan
data selanjutnya, dan mencari data berikutnya jika diperlukan. Data-
data yang tidak terpakai dibuang, sehingga peneliti lebih fokus pada
data yang telah tereduksi.

3. Data display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

mendisplaykan data. Display data dapat dalam hentuk tabel, grafik,

chard dan sejenisnya. Melalui penyajian bentuk display,
maka data dapat {erorganisir, ter@ alam pola hubungan,
sehingga akan semakin mudah
4. Verifying (Verifikasi)
Langkah berikuinya' analisis data adalah verifikasi yaitu
memveriﬁka%g@{

menarik kesimpulan. Kesimpulan yang

Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari fokus
penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan dapat berkembang
sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan. Kesimpulan yang
diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada

sebelumnya
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F. Operasionalisasi Penelitian

Tabel 3.1.

Opersioanalisasi Parameter

o Kepala Dinas
» Kelengkapan Administrasi Wawancara » Kabid/Kasi
1 | PERENCANAAN « RKS/RAPBS Kuisioner * Kepala Sekolah Deskriptif
* Proposal Observasi » Guru
* Komite Sekolah
2 | PENYALURAN « Melalui rek. sekolah Deskriptif
* Sesuai kebutuhan/ panduan yang
ada
* Besarnya sesuai dengan data +
3 | PENGGUNAAN siswa O. Deskriptif
¢ Pertanggungjawabannya
dilengkapi dgn ini ~
. Pengawasandx
2%
Q~ * Kepala Dinas
@ o Kabid/Kasi
\x Wawancara o Kepala Sekolah
4 | PENGAWAS \ Kuisioner * Guru .
é Penggunaan ; —— Deskriptif
0 * Orang tua
® Siswa
+ Jjumiah bantuan untuk siswa * Kepala Dinas
miskin » Kabid/Kasi
« Berkurangnya siswa putus ‘Wawancara * Kepala Sekolah
5 |HASIL sekolah Kuisioner + Guru Deskriptif
= Pengadaan buku pelajaran Wawancara o Komite
* Kegiatan ekstrakurikuler * Orang tua
* Pengembangan profesi guru » Siswa
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BAB 1V

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Lokasi dan Kondisi SDN 07 Lubuk Nibung

SDN No. 7 Lubuk Nibung adalah salah satu dari 3$]~) yang ada di

Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. Sekol iri sejak tahun

1977 atau 32 tahun yang lalu. Siswa di sekolah ini da dusun-dusun terdekat
yaitu: Dusun Tabau, Dusun Merinjuh, Dusun Lubuk Nibung, RT Lubuk

Nyalang dan anak-anak dari desa tetangéa ter seperti misalnya dari Kedembak

umur sebagai berikQ@
. DATA PENDUDUK DESA SWADAYA TAHUN 2010
BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

Ta

0-6 7-12 1315 | 16-18 19-35 3644 45-UP KELAMIN

JUMLAH

61 79 | 74 | 81 | 81 | 84 |63 |76 (71(97 (70| 76 70 | 78 | 490 | 5T 1.061

Sumber data Statistik Kecamatan Ketungau Tengah

68
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Berdasarkan data di atas menurut kelompok umur yang berusia antara 7
tahun — 12 tahun yang jumlahnya mencapai 155 orang bila dibandingkan dengan data
jumlah siswa yang berada dibangku sekolah sesuai dengan data statistik pada SDN
Nomor 07 Lubuk Nibung yang hanya 112 orang siswa bila diprosentasekan baru
mencapai 72,25 % dan masih 27,75 % belum ikut ambil bagian dalam mengenyam

pendidikan setingkat sekolah dasar. Demikian juga bila sejumlah 155 orang yang

berusia 7 tahun — 12 tahun diambil rata-rata jumlah yang sehavrga mengenyam

y 5 seharusnya diisi
d

ingkan siswa yang

pendidikan dari kelas satu sampai kelas enam masing-masis
oleh 25 orang atau lebih. Dengan demikian kalau kit

tamat setiap tahunnya dalam kurun tiga tahun ir ¥ang rata-rata hanya 9 orang

2. Dua orang berstatus Guru Tidak Tetap (GTT).

3. Satu orang berstatus Guru Kontrak (GK).

Jumlah siswa SDN 07 Lubuk Nibung pada tahun ajaran 2009/2010 tercatat

112 orang siswa. Perincian jumlah siswa ini dapat dilihat pada table berikut :
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Tabel 4.2. Keadaan Siswa SDN 07 Lubuk Nibung Tahun 2009/2010
NO KELAS JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI | PEREMPUAN

1 | 15 15 30

2 Il 13 9 22

3 1 10 6 16

4 v 10 14 24

5 \% 4 8 12

6 VI 3 5 ., 8
JUMLAH SISWA 55 53N\ 112

Sumber : Data SDN 07 Lubuk Nibung, 2010

D
{5&

iatan estafet mulai dari pemerintah

2. Pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Ni

Pelaksanaan BOS merupakan
pusat, provinsi, kabupaten sampa&?s g-masing sekolah. Untuk masing-masing
tingkatan memiliki tim man@ ang mengelola pelaksanaan BOS. Pelaksanaan

BOS di SDN 07 Lub& juga mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan

uran tim manajemen BOS di SDN 07 Lubuk Nibung adalah

a. Penanggungjawab adalah Kepala SDN 07 Lubuk Nibung

b. Anggota terdiri dari bendahara dan satu orang dari unsur orang tua siswa di
luar Komite Sekolah
Pemilihan unsur orang tua dipilih oleh Kepala SDN 07 Lubuk Nibung dan

Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari
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terjadinya konflik kepentingan. Tugas dan tanggungjawab tim manajeman BOS SDN
07 Lubuk Nibung adalah :
a. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
b. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
¢. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai
oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen
dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.

d. Mengumumkan besar dana yang diterima dan 3&8’

rencana penggunaan dana di papan paman  sekolah yang

oleh sekolah dan

ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Befidaliara‘dan Ketua Komite Sekolah.

yang dibeli §lchSekolah tersebut di atas di papan pengumuman setiap 3
bular%
g. Beltanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah

h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
i. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS
Kabupaten Sintang

j.  Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis
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Pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dilaksanakan setiap triwulan

selama satu tahun anggaran. Artinya selama satu tahun, penyaluran anggaran BOS

akan dilakukan sebanyak empat kali. Pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung

telah dilaksanakan mulai tahun 2007 dan sekarang memasuki tahun keempat.

Penggunaan dana BOS di SDN 07 Lubuk Nibung disesuaikan dengan RAPBS yang

telah direncanakan oleh pihak sekolah. Perincian penggunaan dana BOS tahun ajaran

2009/2010 di SDN 07 Lubuk Nibung dapat dilihat pada tabel berilv

Tabel 4.3. Penggunaan Dana BOS di SDN 07 Lu

ng Tahun 2009/2010

RENCANA K
TRIWULAN 1 TRIWULAN3 | TRIWULAN 4
KEGIATAN/PENGGUNAAN B2
1 “o/ 3 4 5
N & 4
[ | BELANJA PEGAWAI &M 1.350.000 1.350.000 1.350.000
I | BELANJA BARANG %\ 1939.000 4.450.500 3.837.500 4.507.000
Al
III | BELANJA PEMELI R /'/ 1.560.000 1.240.000 1.890.000 640,000
IV | BELANJA LA[W 4.550.000 4.150.000 4.150.000 4.150.000
\ 11.399.000 | 11.190.500 11.227.500 10.647.000
GRAND T A BOS DARI TRIWULAN 1 SAMPAI DENGAN 4 ADALAH = RP. 44.464.000,00
Sumber : Datd SDN 07 Lubuk Nibung, 2010

B. Analisis Implementasi Program BOS di di SDN 07 Lubuk Nibung

Penelitian terhadap pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung ini

menekankan pada mekanisme pelaksanaan BOS. Mekanisme pelaksanaan BOS

tersebut terdiri dari perencanaan, penyaluran, penggunaan dan hasil. Setiap tahapan
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mekanisme tersebut akan dianalisis berdasarkan indikator-indikator yang terkait.

Berikut ini analisa terhadap implementasi program BOS di SDN 07 Lubuk nibung.

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan ini merupakan tahapan awal dari pelaksanaan BOS di
SDN 07 Lubuk Nibung. Pada tahapan ini pihak sekolah penerima BOS diminta untuk
merencanakan pengelolaan dana BOS yang akan diterima. Tahawrencanaan ini

akan terkait dengan beberapa indikator antara lain : &

a. Kelengkapan Administrasi

b. RKS/RAPBS Q/Qib

c. Proposal &

&

ﬁ\ pakan persyaratan/kelengkapan yang harus

Ketiga inidakor ters
dipersiapkan oleh sekol ma bantuan BOS. Perencanaan yang matang dan

terorganisir terhadap apan tersebut dapat membantu kemudahan pelaksaan

BOS. Pada 4@

menerima BOS, sehingga pada tahapan ini perlu direncanakan dengan

perencanaan ini yang menentukan layak tidaknya sekolah

sebaik mungkin dengan melibatkan semua pihak terkait baik kepala sekolah, guru

maupun komite sekolah.

a. Kelengkapan Administrasi

Kelengkapan administrasi ini merupakan persyaratan yang harus

dipenuhi oleh pihak sekolah penerima untuk pengajuan permohonan program
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pelaksanaan BOS. Administrasi ini terkait dengan data-data tentang sekolah
calon penerima program BOS. Data-data tersebut berupa data mengenai kondisi
sekolah, indentifikasi jumlah siswa terutama siswa miskin, data mengenai
kondisi fasilitas sekolah dan data-data tertulis yang diajukan oleh tim manajemen
BOS tingkat pusat. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan masalah
kelengkapan adminstrasi program BOS.

“Program BOS merupakan program yang dican oleh
pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan (i iddonesia.
Program ini merupakan program berskala «teSional yang
dilaksanakan serentak di seluruh daerah. ‘Qlel) Karena itu,
persyaratan dan kelengkapan yang haru 4 pkan oleh calon
sekolah penerima BOS sama ug{ull_'sttiap daerahnya.
Kelengkapan Administrasi awa apgdt penting untuk
menentukan layak tidaknya ,$ekQl#i” menerima bantuan
tersebut. Saya selalu menekankan Repada setiap kepala sekolah
untuk memperhatikan mas§ efengkapan administrasi dan
saya menginginkan keldpgkapa administrasi tersebut dibuat
sesuai dengan kond#y stkoiah yang bersangkutan.” (Kepala
Dinas Pendidikz@u aten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

¢

“Kelengkgpan \administrasi merupakan persyaratan sekolah
untuk w an dan wusulan untuk menerima BOS.
Kelengkapan administrasi ini diajukan sebelum program BOS
dilaRsahakan. Informasi untuk melengkapi administrasi untuk
Neaiten BOS alian dissipaikan longeong okl sihek skl
wefalui dinas pendidikan. Pihak sekolah diberi waktu untuk

enyelesaikan kelengkapan administrasi tersebut.
Kelengkapan adaministrasi tersebut berisikan mengenai
gambaran dan kondisi sekolah, jumlah siswa dan beberapa
formulir isian dari tim manajemen BOS” (Kepala Bagian
Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5
Oktober 2010)

“Bagi sekolah calon penerima BOS yang pertama perlu
disiapkan adalah masalah kelengkapan adaministrasi.
Kelengkapan aministrasi ini merupakan persyaratan yang harus
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disiapkan oleh pihak sekolah. Kepala sekolah, para guru dan
komite dapat bermusyawarah dan bekerjasama untuk
melengkapi semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
Karena begitu pentingnya kelengkapan administrasi ini maka
pihak sekolah harus serius dan benar-benar mempersiapkan
segala sesuatu yang berkaitan dengan kelengkapan
administrasi ini. Kelengkapan administrasi ini biasanya terkait
dengan form isian yang harus diisi dan dilengkapi oleh pihak
sekolah. Biasanya waktu yang direncanakan untuk melengkapi
administrasi ini relatif pendek kami selalu mengimbau kepada
setiap sekolah untuk melengkapi administrasi tersebut tepat
waktu.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut di informasi bahwa

kelengkapan administrasi merupakan persya harus dipersiapkan oleh

i di SDN 07 Lubuk Nibung.

sekolah kami menerima dana BOS, kami
ormasikan untuk melengkapi persyaratan yang diajukan
eh tim manajemen BOS pusat. Salah satu persyaratan
tersebut adalah terkait dengan kelengkapan administrasi.
Kelengkapan administrasi ini mencakup mengenai data tentang
sekolah kami termasuk di dalamnya jumlah siswa, guru dan
fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Antusias kami sangat
tinggi terhadap program BOS ini sehingga kami bersama
dewan guru selalu berusaha untuk memberikan data-data yang
akurat dan kami saling bekerja sama untuk menyiapkan segala
sesuatu terkait dengan program BOS ini. Hal ini kami lakukan
karena program BOS ini sangat penting untuk peningkatan
kualitas pendidikan di sekolah kami yang berada di pelosok
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Kalimantan ini.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober
2010)

“Dana BOS di sekolah kami terima karena sekolah kami
sangat layak untuk menerima bantuan dana tersebut untuk
meningkatan kemajuan pendidikan di sekolah kami. Dana BOS
yang kami terima melalui proses yang panjang. pertama kali
kami dituntut untuk melengkapi persyaratan administrasi yang
telah ditentukan oleh dinas pendidikan. Kelengkapan
administrasi tersebut kami kerjakan atas perintah kepala
sekolah. Kami diberi tugas dan tanggungjawab untuk
melengkapi administrasi tersebut karena lengkap~tidaknya
administrasi tersebut sangat berpengaruh tefhailé
tidaknya sekolah kami menerima dana BO sevudt. Oleh
karena itu, kami selalu bekerja sama eriyelesaikan
administrasi tersebut. kelengkapan i i

berkaitan dengan data mengenai (k¢

termasuk jumlah siswa dan gu
Nibung, 13 Oktober 2010)

Berdasarkan wa!wanc?~

kelengkapan administrasi riemenuhi persyaratan penerimaan dana BOS

4 sekolah kami
SDN 07 Lubuk

gisebut  diperoleh informasi bahwa

Nibung termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Pernyataan
tersebut diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan 100% responden setuju
kelengkapan administrasi perlu diperlakukan untuk melengkapi persyaratan

untuk memperoleh bantuan BOS.
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b. RKS dan RAPBS

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
merupakan rencana anggaran yang dibuat oleh sekolah untuk merencanakan
setiap kegiatan selama satu tahun anggaran. RAPBS ini juga memuat rencana
alokasi penerimaan dan penyaluran dana BOS yang diterima sekolah, sehingga
RAPBS ini penting sebagai acuan atau pedoman dalam pengalokasiaan dana

BOS. RAPBS ini penting sebagai persyaratan awal sekolah %menerima dan

yang diterima akan terencana dengan an/ juga sebagai sebagai alat

pertanggungjawaban terhadap pihak erkepentingan. Berikut ini hasil

yan

S/RAPBS untuk perencanaan dan

oy uatan RKS dan RAPBS yang diajukan oleh pihak
' Melalui RKS dan RAPBS tersebut kita dapat melihat
péngaudit seberapa penting pemberian dana BOS tersebut

swada sekolah tersebut. RAPBS tersebut merupakan
informasi bagi kami tentang rencana pihak sekolah dalam
memanfaatkan penggunaan dana BOS yang akan diterima
sehingga kami memiliki gambaran dan dapat menilai layak
tidaknya sekolah tersebut memperoleh bantuan. Pentingnya
RAPBS tersebut terhadap kelayakan persyaratan penerimaan
BOS mengharuskan setiap sekolah merencanakan dan
membuat RAPBS dengan sebaik mungkin dan juga logis“
(Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4
Oktober 2010)
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“Penggunaan dana BOS akan dapat maksimal penggunaannya
jika dalam penggunaannya sesuai dan mengacu terhadap RKS
dan RAPBS yang telah dibuat pihak sekolah yang melibatkan
pihak-pihak terkait. RKS dan RAPBS merupakan elemen
penting dalam perencanaan dana BOS sehingga dalam
perencanaannya harus mempertimbangkan skala prioritas
kegiatan yang akan diwadahi. RKS dan RAPBS ini juga
sebagai alat audit bagi pihak terkait untuk melihat pelaksanaan
dan penggunaan dana BOS tersebut disetiap sekolah. Dalam
RKS dan RAPBS akan menggambarkan secara detail alokasi
dana untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut
selama satu tahun anggaran.” (Kepala Bagian Pendidikan
TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 OktvEOIO)

“Langkah awal yang harus dllakukan Sekolph” penerima
bantuan BOS adalah membuat perencan pengalokasian
rencana penggunaan dan BOS. Peren i pengalokasian
tersebut akan tertuang di dalam R PBS sekolah yang
akan diajukan ke dinas sebagai i 1. Penilaian terhadap
RKS dan RAPBS tersebut menentika layak tidaknya sekolah
tersebut menerima bantuafi_BOS tersebut. Jika tidak layak
kami memerintahkan pifrak s¢€Kolah untuk memperbaiki dan
menyempurnakan dan/RAPBS tersebut. Kami berharap
dengan adanya RK'S RAPBS tersebut bantuan BOS yang
diberikan pemefintah terhadap sekolah-sekolah tersalurkan
sesuai dengdn/yifg diinginkan dan dapat meminimalisir
terjadinya/ppnyeléwengan dana BOS tersebut oleh pihak yang
berkeperitingdn. Selain itu, kami berharap pembuatan RKS dan
RAPR psebut melibatkan pihak-pihak yang ada di sekolah
: 9- a dewan guru dan juga komite sekolah sehingga
¢bih bersifat terbuka.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas
Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa RKS dan
RAPBS merupakan persyaratan yang penting dalam perencanaan dan
pengelolaan dana BOS. RKS dan RAPBS ini dapat digunakan sebagai alat
kontrol untuk menilai pelaksanaan dan penggunaan dana BOS oleh sekolah

penerima karena di dalam RKS dan RAPBS akan tergambar dengan jelas alokasi
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dana kegiatan yang mempergunakan dana BOS. RKS dan RAPBS yang dibuat
sekolah penerima bantuan harus dibuat sebaik mungkin dengan
mempertimbangkan kondisi sekolah. Berikut ini wawancara terkait dengan
penyusunan RKS dan RAPBS di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Pembuatan RKS dan RAPBS yang kami lakukan selalu
menyesuaikan dengan kondisi sekolah kami dan selalu
melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah ini seperti guru
dan komite sekolah. Dalam RKS dan RAPBS yang kami buat
menggambarkan rencana penggunaan dana yang kami peroleh
baik dari dana BOS maupun dana lainnya. Dala (g annya
dengan penggunaan dan BOS kami :‘u« dan
merencanakan sesuai dengan pedoman yan, telph/ditetapkan
oleh pemerintah. Pengalokasian dan pefiggendan dana BOS
kami selalu arahkan untuk kegiatan aepat meningkatkan
dan mendukung kualitas pendidik un ,, s¢kolah kami. Dana
BOS yang kami terima harus ¢rpakai sehingga dalam
merencanakan kami harus mempéstimbangkan kegiatan yang
harus dan penting untuk {ilalksanakan dan kami juga harus
membuat skala priorit§syérigingat kegiatan yang harus
diakomodasi relatif bnyak”{Kepala SDN 07 Lubuk Nibung,

12 Oktober 2010!2\

“Dalam 'yusunan RKS dan RAPBS yang dilakukan
pihak sekoiglkami tidak dilibatkan dan pendapat dan usulan
3 |-' selalu dipertimbangkan. RKS dan RAPBS yang
di pihak sekolah sebagai dasar untuk melakukan
pefencanaan dan pengunaan dan yang diperoleh oleh pihak
srolah termasuk dana BOS. Dana BOS yang masuk kepihak
ckolah di buat dan di masukan dalam RKS dan RAPBS
sehingga penggunaan dana BOS tersebut diharapkan dapat
terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak
yang memberi bantuan tersebut. Dalam perencanaan dan
pembuatan RAPBS untuk bantuan dana BOS, secara
administratif selalu mengacu sesuai dengan pedoman yang
telah dibuat dengan membuat prioritas kegiatan dan keadaan
dan kondisi sekolah, sehingga dana BOS tersebut dapat dengan
optimal terealisasi” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober
2010)
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“Sebagai pihak yang seharusnya selalu berhubungan dengan
pihak sekolah, kami tidak mendapatkan informasi tentang
perencanaan setiap kegiatan yang tertuang di RAPBS sekolah.
Seharusnya dalam perencanaan RAPBS tersebut sebagai
wadah bagi kami untuk menyampaikan aspirasi orang tua
murid dalam setiap kegiatan yang dilakukan pihak sekolah.
Setelah ada program BOS perencanaan RABPS sangat penting
karena dana tersebut dapat meningkatkan kualitas sekolah.
Dana BOS sangat bermanfaat salah satunya untuk
menyediakan buku bagi siswa, untuk perbaikan fasilitas
sekolah yang tidak layak dan juga untuk membiayai kegiatan
siswa di sekolah.” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung,

14 Oktober 2010) ?\

komite sekolah. Padahal keterlibatan p& i tersebut sangat bermanfaat

untuk memberikan masukan terhad@i alokasi kegiatan yang direncanakan.

di sekolah termasuk kégi yang didanai oleh BOS. Dana BOS harus

dipertanggungjaw. pada pemerintah sehingga dalam setiap penyusunan

bahwa 85,71% responden menyatakan RKS dan RAPBS sebagai pedoman dalam
perencanaan dan penggunaann dana bantuan BOS.

Berdasarkan data yang diperoleh dari RAPBS SDN 07 Lubuk Nibung,
total anggaran yang diperoleh selama tahun anggaran 2009/2010 berjumlah Rp.
157.030.400,00 dengan perincian dana anggaran rutin dari dinas pendidikan

berjumlah Rp. 104.233.600,00, dana BOS berjumlah Rp. 44,464.000,00 dan dana
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BOSDA berjumlah Rp. 8.332.800,00. Berasarkan data tersebut diperoleh bahwa
sumber dana RAPBS SDN 07 Lubuk Nibung dari BOS hanya 28,31% sedangkan
dana rutin mencapai 66,38%. Jumlah dana BOS yang relatif kecil dibanding
dengan dana rutin harus dimaksimalkan dengan baik untuk fokus terhadap
kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan di SDN 07

Lubuk Nibung. Penggunaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung antara lain untuk

penerimaan murid baru, pembelian buku pelajaran, penir%tan mutu guru,

pelaksanaan THB, Ulangan Umum, dan UAS serta

O
%

c. Pembuatan Proposal &

untuk kegiatan

pendidikan dan ekstrakurikuler.

Pengajuan dan permo ntuk memperoleh dana BOS dapat

diajukan oleh sekolah

kepada Dinas Pend@u

melengkapi pers permohonan untuk memperoleh dana BOS. Proposal

rima dengan membuat proposal pengajuan

roposal tersebut dibuat sebagai prosedur untuk

lajari oleh tim manajemen BOS kota atau kabupaten untuk
ti ke tim manajemen BOS provinsi untuk diolah dan divalidasi.
Proposal yang layak dan sesuai dengan prosedur akan ditindaklanjuti sesuai
dengan prosedur. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan pembuatan dan
pengajuan proposal untuk permohonan memperoleh dana BOS.

“Sebagai bukti keseriusan sekolah untuk memperoleh bantuan

BOS, setiap sekolah dipersilahkan untuk mengajukan proposal

permohonan dana BOS. Proposal tersebut berisikan mengenai

gambaran dan kondisi sekolah serta rencana penggunaan dana
BOS tersebut jika dana tersebut diperoleh. Proposal yang
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diajukan oleh pihak sekolah calon penerima BOS dilengkapi
dengan admninistrasi pendukung seperti kondisi dan keadaan
sekolah, jumlah murid dan guru serta RAPBS sekolah masing-
masing. Proposal tersebut diajukan kepada tim manajemen
kabupaten untuk dinilai dan selanjutnya ditindaklanjuti untuk
segera diproses. Sebagai syarat permohonan dana BOS,
proposal sangat penting sehingga harus dibuat dengan sebaik-
baiknya untuk kemudahan dan kelancaran permohonan dana
BOS* (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4
Oktober 2010)

“Proposal pengajuan dan permohonan dana bantwan BOS
merupakan persyaratan awal yang diperlukan sefiapsekolah
untuk mendapat bantuan BOS tersebut. PrepeSal tersebut
menggambarkan keinginan sekolah untuk tempefoleh BOS
serta rencana penggunaan dan BOS terfebas. Proposal yang
diajukan harus mendapat persetujuang®leh Witiak-pihak terkait
disekolah seperti dewan guru da kolah. Pengajuan
proposal tersebut langsung diaidka®_XK<¢pada tim manajemen
BOS yang ada di Dinas PendMijkan Kabupaten Sintang.
Selanjutnya proposal tersébutydipelajari dan di nilai layak
tidaknya sekolah tersebut srfiénerima bantuan BOS. Jika
sekolah tersebut laya& ika proposal tersebut akan diajukan
ke tim manajemen, ROSvprovinsi” (Kepala Bagian Pendidikan
TK/SD Dinas P%i b Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Proposal pefiiiohonan dana BOS yang diajukan pihak sekolah
nakah permohonan dari pihak sekolah untuk menerima,
jcuriakan, mengelola dan menggunakan dana bantuan

ntuk melaksanakan kegiatan yanhg berkaitan dengan
aya peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan
dan sasaran pemberian bantuan BOS tersebut. Setiap proposal
yang diajukan oleh masing-masing sekolah dilengkapi dengan
data-data dan dukumen-dokumen yang akurat termasuk
keadaan jumlah siswa miskin dan rencanan penggunaan dana
bantuan BOS yang terlampir di RAPBS setiap sekolah.
Proposal yang diajukan setiap sekolah akan segera di
tindaklanjuti oleh pihak yang berwenang untuk diambil
keputusan.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)
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Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa
pérmohonan untuk memperoleh dana BOS, setiap sekolah dianjurkan untuk
membuat pengajuan proposal permohonan dana BOS tersebut. Proposal tersebut
berisikan gambaran mengenai kondisi sekolah dan dilengkapi data-data
pendukung seperti jumlah siswa dan guru serta fasilitas yang ada. proposal
tersebut juga berisikan rencana pengelolaan dan penggunaan dana BOS tersebut

dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Berikut in'awancara terkait

dengan penyusunan dan pengajuan proposal permohonan Sdfi@bantuan BOS.

“Setelah ada informasi pemberian dan{ 39S kami sangat
tertarik untuk mengajukan permoh ; memperoleh
bantuan BOS tersebut karena kam" t membutuhkan dana
tersebut untuk perbaikan dan{péhisgkatan pendidikan di
sekolah kami. Permohonan pehgajuan dana BOS kami
sampaikan melalui proposdlsrgng kami buat bersama dewan
guru dan juga pihak \QL ¢’ sekolah. Proposal tersebut
merupakan gambargf k&ndisi sekolah kami saat ini dan
dilengkapi oleh datandat pendukung seperti data tentang siswa

miskin dan jugdfa@silitas di sekolah kami. Melalui proposal
tersebut karfi Lhéfharap dapat memperoleh bantuan dana
tersebut. &rppdsal tersebut kami ajukan ke tim manajemen
BOS di\dihngd pendidikan untuk diteliti lebih lanjut. Setelah

di t\ ami tinggal mempersiapkan kelengkapan data-data
6@. “(Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Untuk  mendapatkan bantuan BOS pihak sekolah
diperintahkan  untuk  membuat  pengajuan  proposal
permohonan. Untuk merespon hal tersebut pihak sekolah
hendaknya mengadakan rapat untuk membahas proposal
permohonan bantuan. Yang berisikan gambaran kondisi
sekolah dan rencana pengelolaan dan penggunaan dana BOS.
Pembuatan proposal tersebut seharusnya juga melibatkan pihak
lain yaitu dari orang tua murid yang diwakili oleh komite
sekolah tetapi di sekolah kami tidak lakukan seperti itu.
Proposal tersebut segera diajukan kepada tim penilai yang ada
di dinas pendidikan kabupaten Sintang” (Guru SDN 07 Lubuk
Nibung, 13 Oktober 2010)
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“Persyaratan dalam memperoleh bantuan BOS adalah dengan
pengajuan permohonan berupa proposal permohonan kepada
pemerintah. Di SDN 07 Lubuk Nibung ini kami sebagai
komite sekolah tidak dilibatkan dalam pembuatan dan
pengajuan proposal. Walaupun kami tidak diundang rapat dan
tidak dimintai pendapat dan persetujuan terhadap proposal
yang akan diajukan. Kami menyambut baik adanya proposal
permohonan tersebut karena sebagai bukti keseriusan pihak
sekolah untuk memperoleh dan mengelola bantuan BOS yang
diterima nanti sehingga kami berharap kualitas pendidikan di
SDN 07 Lubuk Nibung semakin membaik walaupun berada si
daerah terpencil” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14

Oktober 2010) ?“

Berdasarkan hasil wawancara tersebut

informasi bahwa
pembuatan proposal permohonan bantuan B N Lubuk Nibung belum
melibatkan berbagai pihak seperti kepa& , dewan guru dan juga komite
sekolah sebagai perwakilan oran iswa. Proposal tersebut dibuat dan
ditandatangani kepala sekol&i?ndak melibatkan para guru serta komite
sekolah. Proposal ters@ mudian diajukan ke tim manajemen BOS

Kabupaten untuk@

kuisioner b .71 % responden menyatakan pembuatan proposal yang

dilaku%

mengajukan permohonan dana BOS.

anjuti. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil

pihak SDN 07 Lubuk Nibung adalah persyaratan awal untuk

Berdasarkan analisis terhadap tahapan perencanaan awal BOS di SDN 07

Lubuk Nibung dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BOS, yang merupakan salah

satu kebijakan publik di bidang pendidikan, dapat berjalan sesuai dengan rencana dan

prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward (2003) yang
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menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Variabel
komunikasi dalam proses perencanaan ini tergambar dari adanya komunikasi yang
disampaikan oleh pihak pemerintah terhadap setiap sekolah mengenai program BOS.
Komunikasi tersebut juga terjadi dua arah dengan adanya feedback dari pihak sekolah
terkait dengan program tersebut.

Variabel sumber daya ini masih belum tergambar da$seriusan pihak

sekolah untuk memperoleh dana BOS dengan membentuk anajeman BOS di

birokrasi. Stultdr birokrasi ini tergambar dari adanya prosedur yang harus dilalui
oleh pihak SDN 07 Lubuk Nibung untuk memperoleh dana BOS. Pihak sekolah
sebagai tim manajemen BOS sekolah mengajukan permohonan kepada tim
manajemen BOS kabupaten selanjutnya diteruskan ke tingkat provinsi dan sampai ke
pusat. Prosedur yang ada dalam permohonan BOS menggambarkan keseriusan
pemerintah mulai dari pusat sampai daerah untuk terlibat dalam pengawasan

pelaksanaan BOS. Untuk SDN No. 07 Lubuk Nibung dari segi administrasi sudah
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dilakukan namun dalam tataran implementasi hendaknya keterlibatan mereka yang
ada dalam birokrasi betul-betul diberdayakan sebagaimana mestinya.
2. Tahapan Penyaluran

Tahap penyaluran merupakan tahapan selanjutnya setelah pihak sekolah
melalui tahapan perencanaan dan telah mendapatkan persetujuan untuk mengelola

dana BOS. Penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap selama empat periode

a. Periode Januari — Maret &E

b. Periode April — Juni

c. Periode Juli — September @2

d. Periode Oktober — Desember &

yaitu:

Penyaluran dana tiap sekolah melalui rekening atas nama

sekolah. Bagi sekolah

diharapkan segera @
terkait penyal@

<Penyaluran dana BOS dilakukan beberapa periode melalui
kening atas nama sekolah bukan atas nama pribadi atau
kepala sekolah. Prosedur yang haru dilakukan pihak sekolah
adalah dengan mengirim nomor rekening sekolah kepada tim
manajemen BOS kabupaten kemudian dilakukan verifikasi dan
kompilasi dan selanjutnya dikirim kepada tim manajemen BOS
provinsi. Tim manajemen provinsi kemudian mengajukan surat
permohonan pembayaran langsung. Setelah dana BOS cair,
dana tersebut selanjutnya disalurkan bank pemerintah atau
kantor pos yang ditunjuk langsung ke rekening sekolah
penerima dan tim manajemen BOS kabupaten akan mengecek
kesesuaian dana yang disalurkan. Jika terdapat kelebihan maka

um memiliki rekening rutin atas nama sekolah
rekening atas nama sekolah. Berikut ini hasil wawancara

BOS melalui rekening sekolah di SDN 07 Lubuk Nibung.
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dana tersebut harus dikembalikan“ (Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Penyaluran dana BOS harus dilakukan secara transparan
sehingga penyaluran dilakukan melalui rekening atas nama
sekolah bukan atas nama pribadi seperti kepala sekolah atau
bendahara. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya
penyalahgunaan terhadap dana BOS. Penyaluran dana BOS
dilakukan secara langsung dari pemerintah pusat ke rekening
sekolah tanpa melalui perantara sehingga akan terjamin
transparansinya. Pihak dinas dan tim manajemen kabupaten
hanya sebagai pengawas yang bertugas untuk awasi
kesesuaian dana BOS yang diterima oleh sekola '

(Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dine didikan
Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)
“Penyaluran dana BOS yang ditérj gleh pihak sekolah

dilakukan secara langsung ke nifig atas nama sekolah.
Penyaluran tidak melalui peran aupun pihak ketiga. Hal
ini dilakukan untuk menja, ahasiaan dana BOS dan yang
terpenting untuk meng #terjadinya penyelewengan dan
penyalahgunaan da tersebut. Oleh karena itu,
penyaluran dana uga harus mendapat pengawasan dari
berbagai pihak Saf Y tim manajemen BOS kabupaten dan
provinsi sefal.ddfi’ dinas pendidikan. ” (Kepala Seksi
Kurikulu: Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober

2010 @
S

dana BOS dilakukan secara langsung ke rekening atas nama sekolah bukan
pribadi. Prosedur yang dilakukan oleh pihak sekolah penerima BOS adalah
dengan menyerahkan rekening ke tim manajemen BOS kabupaten untuk
kemudian di validasi dan dikompilasi. Selanjutnya diserahkan kepada tim
manajemen BOS provinsi untuk di tindaklanjuti dengan mengeluarkan surat

keterangan pembayaran langsung. Setelah surat perintah keluar dana BOS dapat
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langsung dikirim ke rekening sekolah penerima BOS melalui bank pemerintah
atau kantor pos. Penyaluran dana BOS tersebut dilakukan secara bertahap.
Berikut ini wawancara terkait dengan penyaluran dana BOS.

“Dana bantuan BOS yang kami terima merupakan dana yang
kami terima langsung dari rekening atas nama sekolah. Pada
awalnya kami belum memiliki rekening sekolah kami
dipersilahkan untuk membuat rekening atas nama sekolah.
Setelah kami mempunyai rekening atas nama sekolah,
rekening tersebut kami beritahukan ke tim manajemen BOS
kabupaten untuk selanjutnya diteruskan ke pusat. Segelah dana

kabupaten mengecek kesesuaian nominalnya
data yang kami ajukan. Jika terdapat kelebihé
segera mengembalikannya.” (Kepala SD® &
12 Oktober 2010)

“Dana BOS yang sekolah
pemerintah tanpa ada pefar
rekening sekolah b
bendahara sekolah

terima langsung dari
by ’ Dana tersebut masuk ke
dkening kepala sekolah atau
dana tersebut masuk kami

elclz

ada unsur keterfutdpan’dalam publikasi dana BOS semuanya
: 1$-u dan terbuka schingga semua orang dapat
ahd1 jutnlah dana BOS yang diterima beserta perincian

ggdnaannya” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13

ehyaluran dana BOS dilakukan melalui rekening atas nama
ckolah. Dana yang diperoleh tersebut dipublikasikan dan
diumumkan oleh pihak sekolah supaya masyarakat dapat
melihat dan mencocokan sesuai dengan alokasi penggunaan.
Dengan adanya keterbukaan tersebut memudahkan kami dan
masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana
BOS yang diterima sekolah. Publikasi tersebut juga dilengkapi
dengan rencana pengalokasiannya secara detail dan jelas
sehingga mudah untuk dicermati. Penyaluran dana BOS
dilakukan tanpa melalui perantara dan langsung ke rekening
sekolah” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober
2010)
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa
penyaluran dana BOS melalui rekening sekolah tanpa melalui perantara. Setelah
menerima dan teresbut pihak sekolah diwajibkan mempublikasikan kepada
masyarakat umum dengan dilengkapi perincian alokasi penggunaan. hal ini
dilakukan untuk mempermudah pengawasan dari masyarakat terhadap

pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung Pernyataan tersebut diperkuat

dengan hasil kuisioner bahwa 78,57 % responden menyataka*a BOS yang di

terima sekolah langsung masuk ke rekening sekolah tanpa pefantara kemudian
dipublikasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisa terhadap enyaluran BOS di SDN 07 Lubuk

Nibung dapat disimpulkan bahwa pe ari dana BOS dapat berjalan lancar karena

dipengaruhi beberapa variabe ori Edward (2003). Variabel pertama yaitu

komunikasi antara pihak{g dengan tim manajemen kabupaten dan provinsi

diberikan tim manajemen baik kabupaten maupun provinsi terkait dengan jumlah
dana yang akan disalurkan. Variabel yang ketiga adalah struktur birokrasi.
Permohonan pengajuan dana oleh pihak sekolah melalui tahapan birokrasi dari
sekolah, tim manajemen kabupaten kemudian provinsi. Sedangkan untuk birokrasi
penyaluran langsung dari tim manajemen provinsi ke pihak sekolah tanpa melalui

perantara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf

90

3. Tahapan Penggunaan

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan
keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite
sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam
RKS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah.

Tahapan penggunaan dana BOS merupakan tahapan yang dilakukan setelah

tahapan penyaluran dilakukan. Pada tahapan ini akan diana]isis?l;erapa indikator
terkait dengan penggunaan dana BOS. indikator tersebut an
a. Sesuai dengan kebutuhan/panduan yang ada @
b. Besarnya sesuai dengan data jumlah sis%

c. Pertanggungjawaban dilengkapi deng umen administrasi

d. Pengawasan dan pemerikjs&a?\

but merupakan bagian yang penting dari

Indikator-indika

menyesuaikan dengan indikator-indikator tersebut.

a. Sesuai dengan kebutuhan/panduan yang ada
Penggunaan dana BOS telah diatur oleh pemerintah melalui buku
panduan yang diterbitkan setiap tahun anggaran. Setiap penggunaan dana BOS

harus sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penggunan dana BOS diarahkan
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untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah penerima. Kegiatan yang tidak
berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tidak diperbolehkan
menggunakan dana dari BOS. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan
masalah kelengkapan adminstrasi program BOS.
“Penggunaan dana BOS untuk setiap sekolah penerima
bantuan telah diatur. Kegiatan yang diperbolehkan untuk
dibiayai oleh dana BOS adalah kegiatan yang berkaitan dengan

peningkatan mutu pendidikan seperti pembiayaan dalam
rangka penerimaan murid baru, pembelian buku ¢pelajaran,

pembiayaan kegiatan ulangan, pembiayaan perawfatal( sekolah
dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan yang\tivak berkaitan
dengan pendidikan dan upaya peningkatan“qmutu pendidikan

tidak diperkenankan untuk menggunakarf dina Bantuan BOS.
Jika hal ini dilanggar pihak sekolah kaghi’akifi'menindak tegas.

Kami selalu mengawasi setiap pefiggtivadn dana BOS yang
dilakukan sekolah penerima a/hal ini kami lakukan
untuk  menghindari  terjadinyas ~penyimpangan  dalam
penggunaan dana BOS’ (K&peia Dinas Pendidikan Kabupaten

Sintang, tanggal 4 Oktob 2010

“Setiap penggufi2dfl) ddna BOS yang diterima oleh masing-
masing sekofablpEfiérima bantuan, ketentuan penggunaannya
telah diatgrkdgidtan apa saja yang boleh dibiayai dana BOS
dan kegigtan/apa yang dilarang. Kegiatan yang dapat dibiayai
oleh\danh /BOS adalah kegiatan yang berkaitan dengan

v belajar mengajar dan kegiatan kependidikan lainnya.
Se V gkan kegiatan yang cenderung bersifat untuk kepentingan
pribadi atau golongan tertentu tidak diperkenankan untuk

enggunakan dana BOS tersebut. Untuk kelancaran
penggunaan dana BOS tersebut diharapkan setiap sekolah
membuat laporan perencanaan anggaran dan laporan
penggunaan anggaran BOS supaya dapat kita monitoring dan
awasi sehingga setiap penggunaan dana BOS akan dapat sesuai
dengan ketentuan yang ada pada panduan penggunaan dana
BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah” (Kepala Bagian
Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5
Oktober 2010)
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“Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan panduan yang
telah tertuang dalam buku panduan. Setiap kegiatan yang
dilaksanakan harus sesuai dengan RAPBS yang diajukan
sekolah. RAPBS yang diajukan juga harus sesuai dengan
panduan yang telah ditetapkan. Setiap sekolah harus membuat
laporan kegiatan penggunaan dana BOS. Laporan ini sebagai
bukti tertulis dari pihak sekolah telah melaksanakan kegiatan
yang didanai oleh BOS. ™ (Kepala Seksi Kurikulum Dinas
Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa

penggunaan dana BOS untuk setiap sekolah penerima diatur dalam

buku panduan BOS. Kegiatan yang didanai oleh BQS\meyppakan kegiatan yang
berkaitan dengan uapaya peneingkatan mutu¢pg an di sekolah penerima
rangka peningkatan mutu

pendidikan tidak diperbolehkan nakan dana BOS. Setiap sekolah

\J
diwajibkan untuk membuat)% an/perencanaan dan penggunaan dana BOS

sebagai bukti adﬂmﬂ@ kut ini wawancara terkait dengan penggunaan

dana BOS yang @ dengan kebutuhan atau panduan di SDN 07 Lubuk

's,.-_ naan dana BOS di sekolah kami disesuaikan dengan
nanduan yang tertulis di buku panduan pelaksanaan BOS.
egiatan yang dibiayai oleh dana BOS kami cantumkan di
RAPBS yang kami ajukan ke tim manajemen BOS kabupaten.
Kegiatan yang dibiayai oleh BOS antara lain membayar honor
guru, kegiatan penerimaan murid baru, pembelian buku pokok,
peningkatan mutu guru, THB, ulangan harian, UAS, belanja
habis pakai, pengadaan alat-alat olahraga, perawatan renovasi
ringan, dan pembiayaan kegiatan siswa. Laporan terhadap
setiap kegiatan tersebut kami laporkan kepada tim manajemen
BOS kabupaten untuk dinilai” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung,
12 Oktober 2010)

Nibung.
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“Penggunaan dana BOS di sekolah kami disesuaikan dengan
kebutuhan sekolah dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang
ada di buku panduan BOS yang dikeluarkan pemerintah.
Kegiatan yang didanai oleh BOS adalah kegiatan yang
berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan yang
berkaitan dengan kependidikan seperti kegiatan kesiswaan,
renovasi ringan sekolah, peningkatan mutu guru melalui KKG,
K3S, pelatihan dan penataran serta pembelian buku pelajaran.”
(Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Setahu kami penggunaan dana BOS di SDN 07 Lubuk
Nibung telah tertera di RAPBS sekolah yang telak.diajukan
ketika pengajuan permohonan dana BOS dl Cl

Penggunaan dana BOS sejauh ini masih yang
tercantum dalam panduan yang telah an oleh
pemerintah. Kegiatan yang dibiayai meny egiatan yang

berkaitan dengan pendidikan dan peg
yang mewakili orang tua murid d'
informasi mengenai kegiatan

pihak sekolah.” (Komite Sekolah
Oktober 2010)

{5

ﬁ} kami selalu diberi
an dilaksanakan oleh
07 Lubuk Nibung, 14

Berdasarkan tersebut  diperoleh informasi bahwa

penggunaan dana 1/SDN 07 Lubuk Nibung disesuaikan dengan kebutuhan

pe\mer@ (egiatan-kegiatan tersebut antara lain:
1) Belanja Pegawai
a) Membayar honorarium dan kesejahteraan guru
2) Belanja Barang
a) Penerimaan murid baru
b) Buku materi pokok dan perpustakaan

c) Biaya peningkatan mutu guru
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THB, ulangan harian dan UAS
Belanja habis pakai

Pengadaan alat-alat olahraga

3) Belanja Pemeliharaan

a)

Perawatan ringan/rehab ringan

4) Belanja lain-lain

a)
b)
c)
d)

e)

Membiayai kegiatan kesiswaan

Pengambilan dana BOS &

Percetakan RAPBS

Percetakan LPJ BOS @2
Konsumsi sekolah &

siswa miskin tidak dilakukan karena lokasi sekolah masih dapat dengan mudah

dijangkau oleh siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dibiayai oleh

dana BOS di SDN 07 Lubuk Nibung disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan 100%

responden mengetahui bahwa setiap kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS

adalah kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah.
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b. Besarannya sesuai dengan jumlah siswa

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk
penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan
dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Kebijakan dasar dalam
pelaksanaan BOS telah menetapkan jumlah biaya satuan termasuk BOS buku

untuk setiap siswa pertahun. Mulai Januari 2009 mengalami kenaikan secara

signifikan menjadi : ?‘
a) SD di kota Rp. 400.000,00 &
b) SD di kabupaten Rp. 397.000,00 @

c) SMP di kota Rp. 575.000,00

d) SMP di kabupaten Rp. 570.000@

wawancara terkait dengan masalah pemberian dana BOS sesuai dengan jumlah

siswa.

“Pemberian dana BOS terhadap sekolah penerima bantuan
telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk SD
negeri di kota Rp. 400.000,00 sedangkan untuk SD negeri di
kabupaten Rp. 397.000,00. Untuk SD negeri di daerah
Ketungau termasuk SD negeri kabupaten sehingga dana yang
diterima Rp. 397.000,00 siswa/sekolah. Jika dana BOS yang
diterima sekolah lebih besar dari yang seharusnya, misalnya
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mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke rekening tim
manajemen BOS provinsi dan memberitahukan pengembalian
tersebut dengan mengirim salinan bukti transfer ke tim
manajemen BOS provinsi.” (Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Jumlah dana BOS yang diterima sekolah penerima bantuan
dihitung berdasarkan jumlah siswa di sekolah yang
bersangkutan. Untuk sekolah di kota jumlah bantuan lebih
banyak dibanding dengan junlah yang diterima sekolah di
kabupaten. Untuk sekolah negeri baik SD maupu SMP negeri
di kabupaten Sintang memperoleh dana debda
397.000,00 untuk SD dan Rp. 570.000,00 un umlah
tersebut dihitung berdasarkan kondisi dag jumilah siswa
terakhir di sekolah tersebut. Jika terdapdt Sigwa yang mutasi
maka akan diperhitungkan ulang dagi epala Bagian
Pendidikan TK/SD Dinas Pendidi Kabupaten Sintang, 5

Oktober 2010) &

“Dana BOS yang akafi~ditefima sekolah telah ditetapkan
pemerintah yaitu Rpf 39¢.000,00 untuk SD negeri dan Rp.
570.000,00 untuk ™ idegeri. Jumlah tersebut mengalami
kenaikan dari tahwpcbelumnya. Peningkatan tersebut sebagai

komitmen gapl_‘pemerintah yang sangat konsen dalam
meningkatap Kualitas pendidikan di Indonesia.” (Kepala Seksi
Kurikultm\Pjias Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober

S

Birdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa pemberian
dana BOS kepada sekolah penerima jumlahnya telah ditetapkan oleh pemerintah.
Di kabupaten Sintang jumlah bantuan untuk SD negeri sebesar Rp. 397.000,00
sedangkan untuk SMP negeri berjumlah Rp. 570,000,00 persiswa/tahun. Jika
terdapat kelebihan dana yang disalurkan akibat terdapat kesalahan data jumlah

siswa maka dana tersebut harus dikembalikan lagi ke pemerintah melalui
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rekening tim manajemen BOS provinsi. Berikut ini wawancara terkait dengan
pemberian dana BOS berdasarkan jumlah siswa di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Jumlah bantuan BOS yang kami terima dari pemerintah
berjumlah Rp. 397.000,00 siswa/tahun. Dengan jumlah siswa
di SD N 07 Lubuk Nibung yang berjumlah 112 orang maka
total sekolah kami menerima dana BOS sebesar Rp.
44.464.000,00 untuk tahun anggaran 2009/2010. Dana tersebut
masuk ke rekening sekolah secara bertahap yaitu sebanyak
empat periode. Setiap periodenya sekolah kami menerima dana
bantuan kurang lebih sebanyak 11 jutaan” (Kepala SDN 07
Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010) v

“Dana yang kami peroleh dari bantuan BOS“adalal’dana yang
dihitung berdasarkan kondisi dan jum ;1.’0‘ akhir siswa di
sekolah kami. Untuk tahun 2009/201Q(sgkoid kami menerima
kurang lebih 44 juta. jumlah tersebdt diperoleh sekolah selama
4 tahap. Oleh karena itu, dalam jden$w4n anggaran kami perlu
mempertimbangkan besarnya dama” yang akan diturunkan
pemerintah dalam satu periQdeysehingga dapat memperkirakan

kegiatan apa saja yang d{ia »..m, an setiap periodenya.” (Guru
SDN 07 Lubuk Nibu&l § Oktober 2010)

N

“Jumlah daw@ JROS yang diterima SDN 07 Lubuk Nibung

tahun gafiggavan” 2009/2010 adalah Rp 44,4 juta. Jumlah
tersebut \merizpakan hasil perkalian dengan jumlah siswa
deng andar bantuan yang diterima siswa pertahun. Untuk

ONND7 A ubuk Nibung satu orang siswa memperolah bantuan
S .V\ at 397 ribu per siswa selama setahun.” (Komite Sekolah
PN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa Jumlah
dana BOS yang diterima SDN 07 Lubuk Nibung tahun ajaran 2009/2010
berjumlah Rp. 44.464.000,00 dengan standar persiswa memperoleh bantuan
sebesar Rp. 397.000,00 pertahun. Jumlah bantuan tersebut disalurkan ke SDN 07

Lubuk Nibung secara bertahap selama empat periode. Pernyataan tersebut
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diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan 92,86% responden mengetahui
bahwa perhitungan jumlah dana BOS yang diterima berdasarkan perhitungan

jumlah siswa di SDN 07 Lubuk Nibung.

¢. Pertanggungjawaban dilengkapi dengan dokumen administrasi
Pelaksanaan program BOS harus dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan dengan dilengkapi dokumen-dolvsn pendukung.

Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana pedgram BOS oleh tim

manajemen pusat, provinsi dan kabupaten adalah be

kaitan dengan statistik

manjemen sekolah ke tim m srigdbupaten meliputi berkas-berkas sebagai

berikut :

Semua laporan tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen
pendukung. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan masalah laporan
pertanggungjawaban yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen administrasi.

“Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS oleh

sekolah penerima bantuan dilakukan setiap akhir pelaksanaan
BOS. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-
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dokumen adminstrasi. Seperti laporan penggunaan dana maka
setiap sekolah harus melampirkan data mengenai jenis
kegiatan secara detail dan jumlah dana yang digunakan untuk
melaksanakan kegiatan tersebut. Selain laporan dari pihak
sekolah penerima bantuan, laporan juga diperoleh dari tim
manajemen BOS baik kabupaten, provinsi maupun pusat.
Laporan yang sering dilaporkan adalah mengenai pengaduan
terhadap  pelaksanaan BOS  yaitu terkait dengan
penyelewengan dana BOS. Berdasarkan laporan yang kami
terima jumlah penyelewengan dana BOS banyak dilakukan
oleh kepala sekolah.” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Setiap pelaporan yang disampaikan sekolah«peligrima BOS
harus selalu melampirkan bukti penggunaan'da
tersebut dapat berupa kuitansi maupu z
Dengan adanya bukti administrasi t dapat membantu
tim manajemen BOS untuk melgku emlalan dan audit
terhadap kelayakan pelaksan f p
bantuan BOS” (Kepala Ba endidikan TK/SD Dinas
Pendidikan Kabupaten Sml@ﬁ ober 2010)

kegiatan yang menggunakan

, , pihak sekolah diharuskan membuat

laporan yang Jdiier gkapi dokumen administrasi Laporan

. ertanggung;awabam terhadap pengelolaan dana

epala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten

5 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa laporan
pertanggungjawaban terhadap setiap kegiatan yang mempergunakan dana BOS
untuk setiap sekolah penerima bantuan harus dilengkapi dengan dokumen
administrasi. Adanya dokumen administrasi tersebut mempermudah tim

manajemen BOS baik kabupaten, provinsi maupun pusat untuk mengadakan

audit dan penilaian terhadap pelaksanaan BOS di sekolah tersebut. Laporan tidak
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hanya diterima dari pihak sekolah yang menerima bantuan BOS tetapi juga
diperoleh dari tim manajemen BOS. Laporan tersebut biasanya berupa laporan
pengaduan masalah terhadap pelaksanaan BOS di setiap sekolah. untuk tahun
anggaran 2008/2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menerima laporan
terhadap penyalahgunaan dana BOS di SD dan SMP di kabupaten Sintang.
Berikut data terkait dengan pelaporan penyimpangan penggunaan dana BOS di

kabupaten Sintang:

Tabel 4.4. Data Penyimpangan Penggunaan dan i Kabupaten
Sintang

Kepala Sekolah
| 2 | Bendahara BOS 20
2 10
4 10
5 0

erikut ini wawancara terkait dengan laporan pertanggungjawaban
pengelolaan dana BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program
BOS di SDN 07 Lubuk Nibung kami buat pada akhir
pelaksanaan program BOS di sekolah kami. Laporan tersebut
kami lengkapi dengan data-data pendukung seperti data nama-
nama siswa miskin, laporan jumlah dana yang dikelola,
laporan terhadap pencatatan terhadap kritik dan saran serta
laporan pembelian buku. Laporan pertanggungjawaban
tersebut kami sampaikan ke tim manajemen BOS kabupaten
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untuk kemudian di limpahkan ke pihak lebih tinggi untuk di
adakan audit mengenai kesesuaian pelaksanaan BOS” (Kepala
SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Setahu kami setiap laporan pertanggungjawawaban terhadap
setiap kegiatan yang mempergunakan dana BOS selalu dibuat
selengkap mungkin dengan didukung dengan data-data dan
dokumen adaministrasi yang mendukung. Kelengkapan data
dan dokumen tersebut membantu memberikan kemudahan tim
penilai menilai kesesuaian pelaksanaan BOS di sekolah kami.”
(Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

SDN 07
BOS di

dilengkapi
omite Sekolah

“Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan B
Lubuk Nibung disampaikan ke tim mangjen
kabupaten. Laporan pertanggungjawaba "‘ »i

dengan dokumen administrasi pend )
SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktobe

A

ebat diperoleh informasi bahwa laporan

Berdasarkan wawancara

pertanggungja

1) Data-data tentang jumlah siswa termasuk siswa miskin

2) Jumlah dana BOS yang dikelola oleh sekolah dilengkapi dengan
RAPBS

3) Laporan pencatatan pertanyaan/kritik/saran

4) Laporan pembelian buku pelajaran dan perpustakaan
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Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat dan diketahui oleh semua
dewan guru dan juga komite sekolah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan
kuisioner yang menyatakan 85,71% responden mengetahui bahwa laporan
pertanggungjawaban yang dibuat sekolah dilengkapi dengan data-data dan

dokumen administrasi pendukung..

d. Pengawasan dan Pemeriksaan

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang digiaksudd adalah kegiatan

-..~ pasalah yang berhubungan
; dan pemborosan keuangan

engan lainnya. Pengawasan dan

yang bertujuan untuk mengurangi atau menghi
dengan penyalahgunaan wewenang, ke Scs
negara, pungutan liar dan bentuk @ye -
pemeriksaan program BOS melipyiPperigawasan melekat (Waskat), pengawasan

fungsional internal, pen

pemeriksaan BPK. Q~
Penan pemeriksaan program BOS meliputi pengawasan

Vashat), pengawasan fungsional internal, pengawasan eksternal dan

eksternal dan pengawasan masyarakat, serta

pengawasdri masyarakat, serta pemeriksaan BPK.
1) Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan
masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat,
provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam
program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
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2) Pengawasan Fungsional Internal
Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program
BOS secara internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian
Pendidikan Nasional serta Inpektorat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan
audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan

instansi yang akan diaudit.

3) Pengawasan Eksternal

ini juga bertanggung jawab untek /melakukan audit sesuai dengan

kebutuhan lembaga t&

gan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat

permintaan instansi yang akan diaudit.

4) Pemeriksaan

eriksaan terhadap program BOS.
5) Masyarakat

rangka transparansi pelaksanaan program BOS, program ini juga
dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan
masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan
Pusat. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka
memotret pelaksanaan program BOS di sekolah, namun tidak

melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam
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pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas

fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

Berikut ini hasil wawancara terkait dengan masalah pengawasan dan
pemeriksaan pelaksanaan BOS di sekolah penerima bantuan BOS.

“Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS di setiap
seckolah melibatkan berbagai pihak seperti dinas pendidikan,
BPKP, BPK dan juga masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak
menunjukan bahwa pentingnya pelaksanaan BQO ‘V-' ebut
untuk kemajuan dunia pendidikan. Pemeriiiir~berusaha
menjamin  pelaksanaan  program BOS  )bebas dari
penyelewengan oleh karena itu pengawafar~ldn pemeriksaan
melibatkan  pihak terkait dan kOpipeten. Keterlibatan
masyarakat dilakukan karena mas¥ys ‘ﬁ merupakan pihak
yang langsung berhubungan deg ” ak sekolah sehingga
dapat selalu mengawasi pelaksanwan” BOS di setiap sekolah
yang bedekatan dengan ten{pattinggal mereka” (Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten S Plang e ggal 4 Oktober 2010)

“Pelaksanaan program/BOS di sekolah langsung diawasi oleh
dinas pendiilaf”dan juga masyarakat. Jika terdapat
kecurigaz arhddap penyimpangan pelaksanaan BOS,
masyarakaih, /Jdpat menyampaikan aduannya kepada tim
manaieinan” BOS atau langsung ke dinas pendidikan.

atelibatan masyarakat sangat membantu dalam pengawasan

addp pelaksanaan BOS di sekolah penerima bantuan”
’Y: la Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan
abupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS dilakukan
oleh pihak-pihak yang berkompeten yang melibatkan dinas
pendidikan dan masyarakat umum sebagai pengawas dan
BPKP dan BPK sebagai pihak yang akan memeriksa dan
mengaudit pelaksanaan BOS di setiap sekolah penerima ”
(Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten
Sintang, 6 Oktober 2010)
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Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa
pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS di sekolah penerima bantuan
BOS dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten seperti dinas pendidikan,
BPKP, BPK dan masyarakat umum. Berikut ini wawancara terkait dengan
masalah pengawasan dan pemeriksaaan pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk
Nibung.

“Pengawasan dan pemerikasaan pelakasnaan BOS ¢i.SDN 07
Lubuk Nibung dilaksanakan oleh dinas pendidikan\day j

masyarakat. Pengawasan yang dilak y  dinas
pendidikan lebih terkait dengan m dministrasi.
Sedangkan yang dilakukan oleh masy@arikat lebih kearah
pelaksanaan dilapangan seperti pemliakads kegiatan siswa,
pembelian buku pelajaran dan lai yang” berkenaan dengan

sekolah di SD ini.” (Kepala SB
Oktober 2010)

07 Lubuk Nibung, 12

14 afh BOS di sekolah kami melibatkan
berbagai sdipll” satunya adalah masyarakat umum.

Keterlibatan¢{npasyérakat ini karena kedekatan masyarakat
terhadap g€kolah yang berada di lingkungannya. Karena setiap
info genai sekolah maka masyarakat dapat langsung
me ya.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober

ami sebagai komite dan juga masyarakat umum belum
berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan BOS di SDN
Lubuk Nibung ini selain dari pengawasan yang dilakukan oleh
dinas pendidikan dan BPK. Karena kami belum memperoleh
sosialisasi yang mendalam tentang BOS dan penggunaannya.
Karena tidak dilibatkan maka kami belum bisa berbuat apa-apa
terkait dengan penyimpangan penggunaan dana BOS di SDN
07 Lubuk Nibung. Jika terjadi penyimpangan kami juga tidak
tahu harus melaporkan kemana” (Komite Sekolah SDN 07
Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)
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“Sebagai masyarakat umum kami memang berdekatan dengan
lingkungan sekolah karena di sekolah tersebut anak kami
belajar. Namun kegiatan seperti bantuan BOS kami tidak
berusaha mencari tahu mengenai kegiatan tersebut dan apa
manfaatnya bagi siswa dan sekolah. Yang terpenting anak
kami datang ke sekolah dan belajar setiap hari.” (Orang tua
siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa peran serta

masyarakat sangat minim dalam pengawasan pelaksanaan BOS di SDN 07

belum terimple e\ dengan baik. Indikatornya sesuai dengan teori Edward
keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.
Keempat variabel tersebut belum terdapat dalam pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk

Nibung. Indikator komunikasi terlihat dari beberapa parameter seperti :
1) Belum adanya komunikasi dan koordinasi antara pihak SDN 07 Lubuk
Nibung dengan tim manajemen BOS dalam penentuan jumlah dana BOS

yang dibutuhkan sekolah.
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2) Belum adanya koordinasi antara kepala sekolah, guru dan komite SDN 07
Lubuk Nibung dalam menentukan alokasi dana terhadap kegiatan yang
dibiayai oleh BOS

3) Belum adanya komunikasi dan kerjasama antara kepala sekolah, guru dan
komite SDN 07 Lubuk Nibung dalam membuat laporan pertanggungjawaban

terhadap hasil pelaksanaan BOS

4) Belum adanya komunikasi antara komite sekolah, W dan tim

manajemen dalam pengawasan pelakasanaan BO% \

Indikator sumber daya terlihat dari be

1) Kepala sekolah belum melibatkan dew

2) Kemampuan penyusunah, lapofan pertanggungjawaban pelaksanaan BOS di

3) Belumg.atiaftyd kemampuan pihak-pihak yang melakukan pengawasan dan
dalam melaksanakan tugasnya untuk menemukan permasalahan

dalam pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.

Indikator disposisi terlihat dari beberapa parameter seperti :
1) Tidak adanya persetujuan dari dewan guru dan juga komite SDN 07 Lubuk
Nibung terkait dengan pengajuan jenis kegiatan yang akan didanai oleh BOS

ke tim manajemen BOS
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2) Persetujuan hanya dari tim manajemen BOS kabupaten terhadap pengajuan

jumlah dana yang diajukan oleh pihak SDN 07 Lubuk Nibung

Indikator struktur organisasi terlihat dari beberapa parameter seperti :
1) Adanya hubungan birokrasi antara pihak SDN 07 Lubuk Nibung dengan tim
manajemen BOS kabupaten terkait pengajuan usulan dana BOS

2) Adannya hubungan birokrasi dalam pelaporan hasil aan BOS di

SDN 07 Lubuk Nibung terhadap tim manajemen«kablipaien, provinsi dan

pusat.

4. Hasil Pelaksanaan

apgKak naiknya indeks prestasi siswa dari tahun ke tahun
¢) Berkurangnya siswa putus sekolah
d) Pengadaan buku pelajaran
e) Kegiatan ekstra kurikuler
Hasil pelakasanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dapat dikatakan berjalan
lancar apabila indikator-indikator tersebut menunjukan hasil yang positif. Berikut ini

penjelasan terhadap indikator-indikator tersebut.
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a. Jumlah Bantuan untuk Siswa Miskin

Salah satu sasaran dari pelaksanaan program BOS adalah untuk
memberi bantuan kepada siswa miskin untuk dapat bersekolah seperti siswa-
siswa lainnya. Perhitungan jumlah dana BOS yang diterima setiap sekolah tidak
berdasarkan jumlah siswa miskin tetapi jumlah seluruh siswa di sekolah,
sehingga bantuan untuk siswa miskin secara langsung dapat dianggarkan oleh
pihak sekolah penerima bantuan. Berikut ini hasil wawan terkait dengan

jumlah bantuan terhadap siswa miskin. \F

secara tegas bertujuan untuk membegi csempatan semua
anak usia sekolah dapat melanjutké piah sampai jenjang
setinggi-tingginya. Kesempam% dapat dimanfaatkan oleh
siswa dari keluarga yang tergolorg tidak mampu untuk

“Pelaksanaan program BOS yang dilak @0. ¢h pemerintah

melanjutkan sekolah kardha=~ada’ program sekolah gratis.
Kesempatan untuk mel§njutiedii sekolah bagi siswa miskin
dapat membantu mexguringi jumah anak putus sekolah dan
mensukseskan progie d)ib belajar sembilan tahun” (Kepala
Dinas PendidikafLMabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Kesempatap/bersekolah bagi siswa miskin dapat dirasakan
ete ?" erintah mengeluarkan program BOS yang
pengderytiskan biaya sekolah untuk siswa SD dan SMP.
eSepipatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
oleh siswa miskin. Dengan adanya kesempatan tersebut secara

tidak langsung akan mengingkatkan kualitas pendidikan di

Indonesia” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas

Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Adanya program BOS sangat membantu masyarakat yang
termasuk dalam golongan kurang mampu karena dengan
adanya program BOS ini mengurangi beban mereka untuk
menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang SMP. Hal
ini dapat terjadi karena biaya sekolah yang digratiskan dan
juga siswa mendapat bantuan buku pelajaran dan juga
memungkinkan mendapatkan biaya transportasi untuk siswa
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yang tinggal jauh dari sekolah” (Kepala Seksi Kurikulum

Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa program
BOS yang dicanangkan oleh pemerintah secara tidak langsung memberi
keringanan terhadap siswa miskin untuk tetap melanjutkan sekolah karena biaya

untuk sekolah gratis. Secara tidak langsung BOS dapat meringankan beban siswa

miskin tetapi pada pelaksanaanya menjadi kebijakan masév—;nasing sekolah
untuk menetapkan pemberian bantuan untuk siswa yang, i g0iohg tidak mampu.

Bantuan tersebut dapat berupa bantuan dana wﬂ'-d, ortasi, seragam sekolah,

arii cantumkan dalam anggaran yang
2 S. Tetapi untuk kegiatan semua siswa
ang miskin akan mendapatkan bantuan BOS

terse% g
pe LK buku pelajaran, penyelenggaraan ujian dan lain-
l@; Dengan adanya kegiatan tersebut kami berharap siswa
uskin® di daerah Lubuk Nibung dapat metasakan bangku

gxoOlah lagi pula sekolah sekarang sudah gratis.” (Kepala SDN
Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Program BOS bertujuan untuk memberi bantuan dan
keringanan kepada siswa yang tidak mampu untuk dapat terus
bersekolah karena bantuan BOS membebaskan biaya untuk
sekolah dan juga membantu sekolah untuk meningkatkan mutu
pendidikan di sekolah penerima bantuan dengan mendanai
kegiatan-kegiatn yang menunjang pembelajaran di sekolah.”
(Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)
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“Sebagai perwakilan masyarakat di sekolah kami merasa
bantuan BOS yang diterima alokasi penganggaran lebih
mengarah untuk perbaikan dan pengadaan secara fisik seperti
pengadaan ATK dan renovasi ringan terhadap bangunan
sekolah. Sedangkan untuk bantuan secara langsung untuk
siswa yang tidak mampu seperti bantuan transportasi dan
seragam sekolah tidak dianggarkan. Sehingga siswa yang
miskin hanya merasakan bantuan BOS hanya dari pembebasan
biaya sekolah. Pembebasan biaya sekolah tidak hanya
dirasakan oleh siswa miskin saja tetapi seluruh siswa yang
bersekolah di SDN 07 Lubuk Nibung” (Komite Sekolah SDN
07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

“Dana BOS yang diterima sekolah hanya kamisgas engan
pembebasan biaya sekolah di SDN 07 Lub# g. Untuk
bantuan yang lainnya kami tidak o ’ ya secara
langsung.” (Orang tua siswa SDN Q7 _Ddbuk Nibung, 16

Oktober 2010) Q/

“Sejak adanya BOS kami §amgat senang karena teman-teman
yang kurang mampu sek@rgng-iapat bersekolah lagi, selain itu
kami merasakan fagflita

semakin bertambak
pelajaran dan &

15 Oktober

N

07 Lubuk Nibung secara tidak langsung membantu memberikan

BOS
keringanan bagi siswa miskin melalui pembebasan biaya sekolah. Bantuan secara
langsung kepada siswa miskin tidak dirasakan hal ini terjadi karena masih
banyak kebutuhan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
Berdasarkan observasi beberapa siswa kurang mampu membutuhkan biaya
secara langsung untuk membeli perlengkapan sekolah seperti sepatu dan alat tulis

dan juga sebagian membutuhkan biaya transportasi karena jarak tempuh yang
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jauh bisa mencapai 1,5 jam perjalanan dengan jalan kaki untuk menuju sekolah..
Pernyataan tersebut diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan 56,67%
responden mengetahui pemberian bantuan BOS untuk memberikan keringanan

terhadap siswa yang kurang mampu..

b. Berkurangnya Siswa Putus Sekolah

Pelaksanaan BOS yang ditetapkan oleh pemerinnvbfrdampak juga
terhadap berkurangnya siswa putus sekolah terul% ¢ria alasan biaya.

Program BOS ini mengratiskan biaya seko@

memungkinkan untuk setiap orang dag

ampai SMP  sehingga
agai  kalangan untuk tetap

melanjutkan sekolah sesuai dengan tingkatanfiya. Berikut ini hasil wawancara

sekolah.

Ras) niemiliki permasalahan di luar permasalahan biaya.
tidak adalagi anak usia sekolah tidak berada

Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Program BOS yang dilasanakan dapat membantu pemerintah
untuk mngurangi jumlah anak putus sekolah. Program BOS
akan menggratiskan biaya sekolah sehingga semua orang dapat
melanjutkan sekolahnya” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD
Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“Dampak dari program BOS adalah mengurangi jumlah siswa
putus sekolah melalui pembebasan biaya untuk bersekolah.
sehingga diharapkan setiap orang dapat bersekolah” (Kepala
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Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6

Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa program
BOS yang dicanangkan oleh pemerintah berdampak terhadap berkurangnya
jumlah siswa putus sekolah. Hal ini dapat terjadi karena tidak dipungutnya biaya
untuk bersekolah baik SD maupun SMP. Berikut ini wawancara terkait dengan
dampak program BOS terhadap berkurangnya siswa putus gekolah di SDN 07

Lubuk Nibung. %
perkurangnya

“Pelaksanaan BOS berdampak pula te
yang ada

siswa yang putus sekolah. Ber data
disekolah semakin tahun s:swa yafig, putus sekolah semakin

h e kurangnya siswa putus sekolah karena sejak adanya
gram BOS biaya sekolah menjadi gratis. Semua biaya
grkait dengan kegiatan pembelajaran sudah dianggarkan
elalui bantuan BOS tersebut”(Komite Sekolah SDN 07
Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

“Program BOS yang ada di SDN 07 Lubuk Nibung sangat
membantu kami terutama siswa yang miskin untuk dapat terus
melanjutkan sekolah karena semua biaya sekolah sudah gratis
dan tidak ada pungutan lainnya yang dapat memberatkan kami
sebagai warga yang kurang mampu.” (Orang tua siswa SDN 07
Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)
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“Sejak adanya bantuan BOS kami dan teman-teman kami
dapat selalu belajar bersama tidak ada teman kami yang
berhenti sekolah karena alasan biaya. karena semua biaya
untuk pendidikan disekolah ini sudah ditanggung BOS.”
(Siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 15 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa program
BOS di SDN 07 Lubuk Nibung berdampak terhadap berkurangnya jumlah siswa

yang putus sekolah. Selama tahun anggaran 2009/2010 ini saja tidak terdapat

¢. Pengadaan Buku P¢ls

Salah ari program pelaksanaan BOS adalah pengadaan buku
pelajaran. B ~ s/pelajaran menjadi salah satu target yang harus dipenuhi oleh
sekol erfima  bantuan BOS. Membeli buku teks pelajaran yang
dipriorita dalam kegiatan belajar mengajar disekolah dan digunakan
sesingkat-singkatnya 5 tahun. Buku yang dibeli harus buku baru bukan buku
bekas. buku pelajaran tersebut digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan
peserta didik dalam proses belajar mengajar. Buku teks pelajaran yang sudah
dibeli merupakan koleksi perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah,

harus dipinjamkan secara cuma-cuma kepada siswa dan boleh dibawa pulang.
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Berikut ini hasil wawancara terkait dengan pengadaan buku teks pelajaran dalam

program BOS.

“Salah satu program BOS adalah pengadaan buku teks
pelajaran. Buku teks tersebut merupakan buku teks wajib yang
digunakan dalam proses belajar mengajar dan menjadi
inventaris sekolah dan harus dipinjamkan kepada siswa
sebagai buku pengangan” (Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

“Pengadaan buku teks pelajaran mempergunakan BOS.
Buku pelajaran tersebut nantinya menjadi ji
disekolah dan setiap siswa mempunyai NA4E/ untuk
mempergunakan buku tersebut” (Kepala 3‘ y

ik pelajaran dalam RAPBS
yang dibyat” (Kepala urikulum Dinas Pendidikan

Kabupaten Sintang,

Berikut ini wawancara terkait dengan pengadaan buku teks pelajaran di SDN 07
Lubuk Nibung.

“Dalam membuat RAPBS kami mencantumkan poin untuk
pengadaan buku teks pelajaran. Buku tersebut menjadi buku
teks wajib seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Buku
tersebut nantinya dapat dipinjamkan kepada siswa” (Kepala
SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)
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“Setiap pelajaran yang kami ajarkan selalu menggunakan buku
dari pengadaan dari program BOS. untuk kesamaan semua
maka buku tersebut menjadi acuan dalam kegiatan belajar
mengajar dan setiap siswa wajib dipinjami buku tersebut”
(Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Pengadaan buku pelajaran oleh pihak sekolah kami sambut
dengan antusias dan kami selalu berharap buku tersebut dapat
bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan di SDN 07
Lubuk Nibung”(Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14

Oktober 2010)

“Kami melihat anak-anak kami selalu meperg teks
yang dibagikan oleh pihak sekolah. Hal ini de péringankan
kami karena kami tidak perlu membeli eks pelajaran
untuk anak kami” (Orang tua siswa S uk Nibung, 16
Oktober 2010)

“Buku teks pelajaran yaf@gsipérgunakan disekolah kami
merupakan buku teks agian oleh pihak sekolah. Setiap

pelajaran kami selalp{melnperoleh buku teks pelajaran sesuai
mata pelajaranny ”Tiis ;

menjadi pegangan wajib dalam kegiatan belajar mengajar di SDN 07 Lubuk
Nibung. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kuisioner yang menyatakan
76,67% responden mengetahui bahwa buku teks pelajaran yang dipergunakan di
SDN 07 Lubuk Nibung merupakan buku hasil dari pengadaan dari dana bantuan

BOS..
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d. Kegiatan Ekstrakurikuler

Program BOS yang dikeluarkan pemerintahan berfungsi untuk
meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah penerima. Penggunaan
dana BOS diarahkan untuk mendukung hal tersebut. Selain mendanai terkait
dengan kegiatan belajar mengajar, penggunaan dana BOS juga dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan siswa salah satunya kegiatan ekstrakurikuler. Berikut

ini hasil wawancara terkait dengan kegiatan ekstrakurikulervn\g dibiayai oleh

&

kegiatan atau

dana BOS.

“Dana BOS dipergunakan untuk
pendidikan disekolah dengan me

Selain kegiatan belajar menggjai€ dé:
difungsikan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler sesuai
dengan kebutuhan masin ing sekolah” (Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten S anggal 4 Oktober 2010)

“Fungsi BOS difdakanadalah untuk mendanai segala macam
3 efaitan dengan usaha peningkatan kualitas
kegiatan belajar mengajar dan kegiatan

“Setiap sekolah yang mendapatkan dana BOS diberikan
kebebasan untuk memanfaatkan dana tersebut sebaik mungkin
untuk meningkatkan kemampuan siswa baik secara akademik
maupun non akademik. Salah satu kegiatan yang dapat
dibiayai oleh BOS adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dapat
meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan
bakatnya.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)
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Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa
penggunaan dana BOS dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan
ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dapat
meningkatkan kemampauan siswa terhadap bidang tertentu sesuai dengan minat
dan bakatnya. Berikut ini wawancara terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler
yang didanai oleh program BOS di SDN 07 Lubuk Nibung.

“Kegiatan ekstrakurikuler yang dibiayai oleh progra " BOS di
sekolah kami antara lain kegiatan pramuka daf ofah raga.
Kedua kegiatan tersebut kami pilih untuk dida i, th BOS
karena kedua kegiatan tersbut dapat meningkatkai kémampuan
siswa sesuai dengan bidang tersebut{ Aépgidtan tersebut
sebelum ada program BOS sudah @di_iddpi tidak intens
pelaksanaannya karena terkendala, Masalah biaya untuk
membeli perlengkapan dan xyq ayaf honor pelatih atau
pembina” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

“Sejak adanya bantuah, BOS kegiatan ekstrakurikuler di SDN
07 Lubuk Nibung~dapat‘berjalan lagi sesuai dengan rencana.

Kegiatan te ~~ befupa kegiatan pramuka dan kegiatan
olahraga. H giatan olahraga dapat terlaksana lagi karena
/ dah

perleng raga seperti bola voly, bola kaki, net dan
lain-lai n terbeli mempergunakan dana BOS” (Guru
SDN uk Nibung, 13 Oktober 2010)

serdasarkan informasi yang saya peroleh dari pihak sekolah
dana BOS juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan siswa
seperti pramuka dan ekstrakurikuler olahraga.”(Komite
Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

“Setahu kami kegiatan ekstrakurikuler di SDN 07 Lubuk
Nibung hanya kegiatan olah raga. Sedangkan yang lainnya
kami tidak pernah melihatnya. Setahu kami kegiatan olah raga
pun di SDN 07 Lubuk Nibung sama waktunya dengan mata
pelajaran penjaskes” (Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung,
16 Oktober 2010)
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“Kegiatan Ekstrakurikuler yang kami ikuti adalah kegiatan
olah raga itupun tidak rutin. Kegiatan ekstrakurikuler olahraga
jarang kami lakukan biasanya gabung dengan mata pelajaran
penjaskes dan kegiatan senam pagi setiap jumat” (Siswa SDN
07 Lubuk Nibung, 15 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa kegiatan
ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SDN 07 Lubuk Nibung hanya kegiatan

olahraga. Kegiatan olahraga juga jarang dilaksanakan dan biasanya digabung

peningkatarh\ kémampuan siswa juga dapat dipergunakan untuk peningkatan

kemampatan guru dan kepala sekolah. Berikut ini hasil wawancara terkait
dengan kegiatan ekstrakurikulker yang dibiayai oleh dana BOS.

“Program BOS dapat juga dimanfaatkan oleh sekolah untuk
peningkatan kualitas guru melalui pembiayaan kegiatan
perkumpulan, KKG, pelatihan dan penataran. Harapan yang
ingin dicapai adalah meningkatnya kompetensi guru sehingga
dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik”
(Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4
Oktober 2010)
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“Pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan
pertemuan atau kelompok belajar, pelatihan dan pendidikan.
Semua biaya tersebut dapat mempergunakan dana BOS.”
(Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

“BOS yang diterima sekolah dapat dianggarkan untuk
pengembangan profesi guru melalui kegiatan penataran dan
pelatihan yang diikuti guru yang bersangkutan.” (Kepala Seksi
Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober
2010)

sekolah penerima BOS memiliki

Pengembangan profesi guru dapat

BOS membantu kami dalam usaha
pofesi guru di SDN 07 Lubuk Nibung
emua kegiatan dalam rangka meningkatkan

“Adanya p
mengem

“Dengan adanya program BOS kami berharap dapat
melaksanakan KKG dan dapat mengikuti penataran, pelatihan
dan pendidikan karena ada alokasi dana yang direncanakan
untuk mengikuti kegiatan tersebut dan semuanya besumber
dari dana BOS tetapi itu jarang dilakukan ” (Guru SDN 07
Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

“Penggunaan dana BOS untuk pengembangan mutu guru di
SDN 07 Lubuk Nibung kami rasakan belum efisien hal ini
terlihat dari jarangnya keterlibatan guru dalam setiap penataran
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disebabkan karena jauhnya lokasi ke pusat kota dan juga
terbatasnya tenaga guru sehingga agak susah untuk
meninggalkan sekolah untuk mengikuti kegiatan penataran
yang biasanya diadakan di kota.”(Komite Sekolah SDN 07
Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa
penggunaan dana BOS dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan profesi guru

melalui kegiatan kelompok belajar, pendidikan dan pelafih rta penataran.

Pengembangan profesi ini masih belum optimal k@ agian guru jarang

menghadiri kegiatan kelompok belajar, pen pelatihan dan penataran

karena terkendala masalah jarak dan & tenaga guru. Pernyataan

tersebut diperkuat dengan kuisio%y

mengetahui bahwa kegiatan fieniigkatan profesi guru dapat mempergunakan

g menyatakan 71,43% responden
dana dari bantuan BOS, %
Berd

Lubuk Ni%

belum sepenufinya sesuai dengan rencana dan belum berjalan lancar. Indikatornya

isis terhadap tahapan hasil pelaksanaan BOS di SDN 07

t disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan dana BOS di SDN 07

sesuai dengan teori Edward (2003) yang menyatakan keberhasilan implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi,
dan struktur organisasi. Variabel yang terlihat dari hasil pelaksanaan BOS adalah
variabel komunikasi dan sumber daya. Indikator komunikasi terlihat dari kurangnya

komunikasi yang dilakukan pihak sekolah dengan siswa dan orang tua serta komite
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sekolah mengenai penggunaan dana BOS untuk membiayai kegiatan atau program
yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di SDN 07 Lubuk
Nibung. Variabel Sumber daya, meskipun terlihat semakin meningkatnya
kemampuan siswa dari tahun ke tahun belum juga bisa disimpulkan berbanding lurus
dengan sumberdaya sebab pada kenyataannya pengelolaan BOS hanya bertumpu
pada kepala sekolah seorang diri saja.

v

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Prxogam BOS di SDN 07

Lubuk Nibung @

Keberhasilan Implementasi kebijakan g ddpat ditentukan oleh banyak

variabel atau faktor. Menurut Edward (200)&,‘ berhasilan implementasi kebijakan

komunikasi tersebut dapat berlangsung dua arah. Hal ini belum difungsikan di
SDN 07 Lubuk Nibung karena belum adanya komunikasi antara pihak sekolah
dengan tim manajemen BOS terkait dengan perencanaan program BOS atau
pihak sekolah dengan masyarakat terkait tentang pelaksanaan dan hasil yang

diperoleh dari pelaksanaan BOS.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf

123

Komunikasi antara pihak sekolah dengan tim manejemen BOS belum
dilakukan sehingga belum menghasilkan kesepakatan pengalokasian program
BOS. Sedangkan komunikasi dengan masyarakat juga belum terkoordinasi
dengan baik sehingga belum menghasilkan masukan dan penilaian terhadap
pelaksanaan BOS.

2. Sumber Daya

Variabel sumber daya dalam pelaksanaan BOS §S~DN 07 Lubuk
Nibung dapat dilihat dari paremeter sumber daya pengeidia=program BOS dan
sumber daya sasaran pelaksanaan program B% r daya pengelola
program BOS ini adalah pihak yang merenc# f dan mengalokasikan program
BOS agar sesuai dengan kebutuhan sékoiah. Pihak yang terkait dengan
perencanaan dan pengaloksian \tgrsebat kepala sekolah dan dewan guru.

sedangkan sumber daya sasdwan pelaksanaan BOS adalah siswa dan guru. Hal ini

tidak terealisasi denggh Maikarena dewan guru belum sepenuhnya terlibat.

Pelaksarladh /20S di SDN 07 Lubuk Nibung hanya mengandalkan
kemampugn_kepaia sekolah, tanpa melibatkan dewan guru dan komite sekolah
dalam “mgréncanakan dan mengalokasikan program BOS sesuai dengan

kebutuhan. Indikator keberhasilannya dapat terlihat dari peningkatan kemampuan
siswa berupa kenaikan nilai UASBN dalam tiga tahun terakhir, tetapi belum
maksimal karena sumberdaya yang ada belum dikelola dengan baik. Kemampuan
siswa meningkat didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung
kegiatan pembelajaran seperti ketersediaan buku pelajaran, peralatan dan

perlengkapan kegiatan pembelajaran.
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Meskipun ada bukti keberhasilan yang dicapai dari penggunaan dana
BOS, sebagaimana dipaparkan di atas, tapi belum maksimal, karena sumber daya
belum diberdayakan secara maksimal dalam perencanaan dan pengelolaan,
seperti: dewan guru, komite dan siswa. Padahal Program BOS dalam
perencanaan dan pengelolaan seharusnya melibatkan berbagai pihak yang

berkaitan dengan dunia pendidikan.

3. Disposisi \bv

Disposisi merupakan tindakan untuk me@l suatu bentuk kegiatan

dan pelaporan. Kaitannya dengan pelaksa%

adalah adanya persetujuan setiap tah pelaksanaan BOS mulai dari

08 di SDN 07 Lubuk Nibung
perencanaan sampai hasil yang d§ . Persetujuan pada tahapan awal terjadi
antara pihak sekolah den N anajemen BOS terkait dengan pengalokasian

BOS untuk setiap k

lingkungan seko

ersetujuan yang dimaksud di atas belum terjadi di
u persetujuan antara kepala sekolah, guru dan komite
pengalokasian dana BOS. Tidak terjadinya disposisi secara
isetiap tahapan dapat menjadi penghambat pelaksanaan BOS di SDN

07 Lubuk Nibung.

4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi adalah tahapan atau prosedur yang harus dilalui untuk
menyampaikan usulan atau rencana. Pada pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk

Nibung kemudahan birokrasi dapat dirasakan dalam pengajuan rencana
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pengalokasian program BOS yang tidak menemui kendala. Sedangkan untuk
penyaluran dana BOS yang dipergunakan adalah birokrasi langsung. Hal ini
dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Adanya kemudahan
birokrasi ini sangat membantu kelancaran pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk

Nibung.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan program BOS di SDN 07

Lubuk Nibung dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan program BOS di SDN 07 Lubuk Nibun patan Ketungau
Tengah dalam perumusan rancangan anggaran bj dapatan dan belanja
sekolah belum sepenuhnya merujuk pada g pemerintah, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ébo
a. Perumusan belum melibat sekolah dan pemangku kepentingan
yang relevan,

b. Penyusunan rep gan sekolah belum dilakukan secara transparan,
efisien, d@a

c. Sek ¢mbuat laporan pertanggungjawaban pendapatan dan penggunaan

keuarigan kepada pemerintah sebagaimana yang diminta dalam laporan
penggunaan dana BOS tetapi tidak transparan karena tidak diketahui oleh
komite sekolah.

d. Masih terdapat penggunaan keuangan Negara yang sudah dialokasikan untuk
anggaran pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah dan
Bantuan Operasional Sekolah Daerah baik dari APBN maupun APBD

126

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf

127

belum tepat sasaran, karena masih dikelola apa adanya oleh kepala sekolah,
pada sisi lain kurangnya kepedulian dari orang tua dan masyarakat karena
minimnya informasi yang mereka ketahui tentang BOS itu sendiri, lemahnya
SDM sekolah dan masyarakat sehingga masalah pendidikan dibuat semacam
‘pembiaran’ untuk berjalan apa adanya.

e. Belum adanya pengawasan yang komprehensif dari pihak-pihak yang

berkepentingan dengan pendidikan tentang BOS qe!inpihak sekolah

tentarig pendidikan itu sendiri dan tentang BOS, karena selama ini hanya

baru kalangan tertentu saja yang sedikit paham sementara masih banyak
pihak yang sama sekali belum memahaminya.

g. Belum berperannya Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan,
pendukung, pengontrol dan mediator sehingga fungsi Komite Sekolah yang

seharusnya menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan
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berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat tidak
tersampaikan kepada pihak sekolah. Belum mendapat ruang untuk
memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan
pendidikan dalam hal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Sekolah.

2. Faktor-faktor penghambat keberhasilan program BOS di §£N;;7 ubuk Nibung

adalah ; 0

a. Dengan melihat data usia sekolah untuk

tentang adanya sekolah gratis bagi anak usia SD, menjadikan banyak anak
memilih tinggal di rumah dan bekerja membantu orang tua daripada belajar
di sekolah.

3. Pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk Nibung dari segi administrasi dan

penatausahaan sudah tercatat dan disusun dengan baik sesuai dengan standar
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prosedur karena sudah ada RAPBS/RKS dan dilaporkan kepada dinas secara
berkala. Meskipun terlihat adanya perbaikan dari tahun ke tahun yang dapat
diukur dengan tingkat kelulusan tiga tahun terakhir yang selalu seratus persen dari
sudut pandang kuantitas dan ada perbaikan kualitas dengan merangkak naiknya
kualitas kelulusan dalam tiga tahun terakhir, tetapi soal pengelolaan yang

mengharuskan adanya keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas belum terlihat

karena semua bentuk pengelolaan hanya ditangani kepet R ah dan belum

mempercepat pencapaian program wajib belajar 9 tahun bagi mereka yang
berusia 11-15 tahun.

b. Ditinjau dari sudut pandang manfaat yang dihasilkan BOS berkontribusi
besar sebagai stimulus untuk peningkatan mutu (kualitas) pendidikan dasar

bagi manusia Indenesia.
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c. Dipandang dari sudut komitmen, dengan adanya program BOS sebagai bukti
keseriusan pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu
pendidikan dengan mengalokasikan anggaran sebagaimana diamanatkan

dalam undang-undang untuk mengelola pendidikan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan terseb penelitian ini
merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. @0
1. Pelaksanaan BOS mulai dari tahap perenc Q pai hasil yang diperoleh

harus bersifat transparan dan memberi atan kepada pihak-pihak terkait

seperti orang tua dan masy m untuk terlibat dalam pengawasan

sehingga dapat member@\m ukan, kritik, saran dan laporan terhadap

Q.

or di luar faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan

pelaksanaan BOS.
2. Perlu pertlmb
birokrasi letak geografis sekolah dan tingkat kesulitan hidup masyarakat
dalam mernpertimbangkan pelaksanaan BOS.
3. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) hendaknya memuat ketentuan
yang jelas mengenai: kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik
dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana,

keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta

masyarakat dan kemitraan serta rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada
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peningkatan dan pengembangan mutu. Dalam penyusunan RKS dan RKAS
hendaknya memperhatikan beberapa faktor seperti transparansi, aspiratif,
partisipatif dan akuntabel.

4. Kelemahan BOS belum mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan siswa usia
pendidikan dasar yang tinggal dilokasi yang sulit dalam berbagai aspek kehidupan
karena hanya dihitung berdasarkan jumlah siswa, dengan demikian tentu tidak
berkontribusi besar bagi mereka yang tinggal di peﬂalam atasan ataupun

kepulauan yang jarak tempuh jauh dan sulit

hidup tinggi maka diperlukan regulasi dan
kepentingan mereka dengan mcmb@ dan kebijakan yang

perbatasan ataupun kepu%}\ a lebih besar indeksnya agar keberadaan

berkepentt dengan pendidikan tentang BOS, agar sekolah merasa tertantang
untuk maud meningkatkan mutu dengan menggunakan anggaran tepat guna dan
tepat sasaran agar efektif dan efisien.

6. Perlu adanya sosialisasi yang menjangkau akar rumput tentang pentingnya
masyarakat untuk menikmati layanan pendidikan yang memadai dan bermutu

dengan memberikan penjelasan yang luas dan mendalam tentang peran dan fungsi

mereka dalam memajukan pendidikan.
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7. Perlu adanya sosialisasi yang luas dan mendalam dari Dinas Pendidikan dan
pemangku kepentingan pendidikan kepada masyarakat tentang BOS dan
manfaatnya sampai ke akar rumput, agar Program BOS tidak hanya
‘dimonopoli’ oleh Kepala Sekolah atau hanya oleh Kepala Sekolah dan Sekolah
agar ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah, komite, orang tua dan
masyarakat. Dengan demikian program dapat disusun bersama, diawasi dengan

baik tanpa ada rasa kecurigaan satu sama lain yang pad@ berkontribusi

memajukan dan meningkatkan kualitas sekolah dag Pelayanan Minimal

(SPM) menuju Standar Nasional Pendidikan Q‘
8. Sekolah hendaknya mendorong dan mem ang gerak kepada orangtua dan

masyarakat untuk berpartisipasi

di{i

didikan guna mendukung peningkatan

mutu dan pemerataan pen serta melakukan evaluasi dan pengawasan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf

133

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2005). UU No 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

-=—=-====, (2008). Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan

——-------, (2009). Permendiknas No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi
Nonpersonalia Tahun 2009.

Cheema, G.S., & Rondinelli D.A. (1983). Decentralization

Implementation in Developing Countries.
Publications.

Dunn, W. N. (1994). Pengantar Analisis ,a" an Publik. Yogyakarta: Gadjah

Gustina, 1. (2008 plementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di
Per:

Q)

Harahap, J.S. (2004). Implementasi Proyek jalan dan Jembatan. Medan: Pascasarjana
USU.

P2KP) di Kecamatan Medan Maimun. Medan: Pascasarjana

Jones, C.O. (1991). An Introduction to The Study of Public Policy. California:
Duxbury Press.

Kemendiknas. (2010). Buku Panduan BOS. Jakarta: Dikdasmen.

Martin, L.L. & Kettner, M.P. (1996). Measuring The Peformance of Human Service
Programs. London: International Educational and Professional Publisher.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf

134

Meter, V., Donald S. & Horn, C.V.E. (1975). The Policy Implementation Proceess A
Conceptual Framework in Administration and Society, Volume, 6 No. 4.

Baverly Hills: Sage.

Moleong, L.J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.

Parsons, W. (2005). Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan).
Jakarta: Prenada Media.

Salusu. (1996). Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Org$sisi Publik dan

Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo. . I
Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Y ogyak g
Suyanto. (2009). Bantuan Operasional Sekolah Q%

Dikdasmen

Pelajar.

Tangkllisan H.N. (2003). ImpIeKt ebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman

Offset. \

Wahab, A.S. (2001). 4 1
ara. Jakarta: Bumi Aksara.

ebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi

NPergantar Penelitian {lmiah. Bandung: Tarsito.
Herry, S. (R008).%Iragnisasi dan Manajemen Pemerintahan. Universitas Terbuka.

Kemendiknas (2011) Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan
Akuntabilitas di Sekolah.

Bastian, 1. (2007). Akuntansi Pendidikan. Jakarta : Erlangga.
Ikhsan,M. dkk. (2007). Administrasi Keuangan Publik.Jakarta: Universitas Terbuka.

Ridwan, A.N. (2007) Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Jurnal Studi Islam dan
Budaya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf

135

Djalil,A. (2009). Meningkatkan Kinerja Ujian Akhir Nasional : Saran bagi Kepala
Sekolah, Guru, Siswa, Orang Tua Siswa dan Komite Sekolah. LPKP.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf

136

LAMPIRAN 1

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
SDN 07 LUBUK NIBUNG

1 RUTIN 1 PENGELUARAN OPERASIONAL

1. Belanja Pegawai Rp. 104.233.600,00 1. Belanja Pegawai Rp. 104.233.600,00
2. Belanja OPS 2. Belanja OPS
3. Belanja SBPP 3. Belanja SBPP
4. Belanja lain-lain 4. Belanja lain-lain
1 BANTUAN 1t PENGELUARAN BANTUAN
1. BOS Rp. 44.464.000,00 1. BOS MBp. 44.464.000,00
2. BOSDA Rp. 8.332.800,00 2. BOSDA }6 8.332.800,00
m DANA KOMITE IL1 | BOS MELIPUTI :
1. Turan Orang Tua % 1. BELANJA PEGAWN}
2. Sumbangan Sukarela 1.1. Membayar hop@yriuy, S84 Rp. 5.400.000,00
3. Usaha lain-lain 1.1.1. Honor G ""Y
1.1.2. Honor /% ranid
v PENERIMAAN LAIN- 1.1.3. Kes
LAIN:
1luran ...........
A U
Rp.  60.000,00
Rp.  300.000,00
c Rp.  150.000,00
o Rp.  230.000,00
22.1. Buku Pelajaran Kelas [ s/d VI Rp.  466.000,00
2.2.2. Buku Pegangan guru/referensi Rp.  450.00000
22.3. Buku koleksi perpustakaan Rp.  450.000,00
2.3 Biaya peningkatan Mutu Guru
2.3.1.Dana Kegiatan KKG Rp. 1.500.000,00
2.32 Dana Kegiatan K3S Rp.  400.000,00
2.3 .3 Dana Pelatihan dan Penataran

2.4. THB,Ulangan Harian dan UAS

2.4.1.Pelaksanaan UAS Rp. 120.000,00
2.4.2 Biaya THB Semester | dan II Rp. 1.200.000,00
2.4 3. Pelaksanaan Ulangan Harian Rp.  600.000,00
wl 25. Belanja Habis Pakai

\ 25.1. Pembelian kertas Rp. 2080.000,00
2.5.2. Pembelian buku tulis Rp.  800.000,00
2.5.3. Pembelian balpoin Rp. 1.350.000,00
2.5 4. Pembelian mistar Rp.  670.000,00
2.5.5. Pembelian spidol Rp.  314.000,00
2.5.6. Pembelian kapur tulis Rp.  930.000,00
2.5.7. Pembelian pensil Rp.  250.000,00
2.5.8. Penghapus papan tulis Rp 90.000,00
2.5.9. Pembelian stapler Rp.  108.000,00
2.5.10. Pembelian buku absensi Rp.  216.000,00
2.5.11. Pembelian cartridge warna Rp.  750.000,00
2.5.12. Pembelian cartridge hitam Rp  720.000,00
2.5.13. Pembelian tinta warna komp. Rp. 540.000,00
2.5.14. Pembelian tinta hitam komp. Rp.  350.000,00
2.6. Pengadaan alat-alat olah raga
2.6.1. Pengadaan bola kaki Rp.  756.000,00
2.62. Pengadaan bola volley Rp.  250.000,00
2.6.3. Pengadaan net volley Rp. 150.000,00
2.6.4. Pengadaan shuttle cock Rp.  150.000,00
26.5. Pengadaan raket Rp.  100.000,00
2.6.6. Pengadaan bola pimpong Rp. 30.000,00
2.6.7. Pengadaan bet pimpong Rp.  125.000,00
2.6.8. Pengadaan net pimpong Rp. 34.000,00
2.6.9. Pengadaan net badminton Rp. 45.000,00
2.6.10. Pengadaan bola kasti Rp. a
2.6.11. Pengadaan peluit Rp. =

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf

137

2

2.6.12. Pengadaan tali peluit

BELANJA PEMELIHARAAN
3.1. Perawatan ringan/rehab ringan
3.1.1. Perbaikan meja

3.1.2. Perbaikan kursi

3.1.3. Perawatan halaman dan parit
3.1.4. Perbaikan atap

3.1.5. Perbaikan lantai

3.1.6. Perbaikan papan tulis

3.1.7. Perbaikan pintu jendela

BELANJA LAIN-LAIN

4.1. Membiayai kegiatan kesiswaan
4.1.1. Kegiatan remedial

4.1.2. Kegiatan pengayaan

4.1.3. Ekstrakurikuler pramuka
4.1.4. Ekstrakurikuler olah raga

4.2. Pengambilan dana BOS ke Stg
4.3. Percetakan RAPBS 2009/2010

4.4. Percetakan LP] BOS

4.5. Konsumsi di sekolsh V
BOS DAERAH (BOSDA)

2.5. Belanja Hab%

2.5.1. Pembelian

2.5.2. Pembelian Bykn N

%

.5.14. Tinta computer
2.5.15. Pembelian lakban
2.5.16. Pembelian cartrigde warna
2.5.17. Pembelian cartrigde hitam

4

2.250.000,00
1.000.000,00
1.020.000,00
1.200.000,00
400.000,00
260.000,00
400.000,00

FPEEEEE

4200.000,00
2.400.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
3.200.000,00

400.000,00

800.000,00
3.600.000,00

900.000,00
658.000,00
450.000,00
329.000,00
140.000,00
1.280.000,00
137.800,00
48.000,00
720.000,00
280.000,00
315.000,00
165,000,00
60.000,00
540.000,00
210.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00

52575252555552558 \GrrrersE

Rp. 157.020.400,00

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf

138

LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN

A. Tahap Perencanaan
1. Bagaimana gambaran kelengkapan administrasi yang diajukan sekolah

dalam rangka pengajuan permohonan BOS?

2. Bagaimana gambaran pembuatan RKS/RAP k k melengkapi
persyaratan permohonan BOS.
3. Bagaimana gambaran pembuatan pro

pengajuan permohonan BOS.

1. Bagaimana gam penyaluran dana BOS ke sekolah penerima?

dengan kebutuhan dan panduaan yang ada?

2. Bagaimana gambaran penggunaan BOS terkait kesesuaian jumlah besarnya
bantuan BOS dengan jumlah siswa?

3. Bagaimana gambaran penggunaan BOS terkait dengan pertanggungjawaban

terhadapan pelaksanaan BOS?
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4. Bagaimana gambaran pengawasan dan pemeriksaaan pelaksanaan BOS?

D. Hasil Pelaksanaan BOS
1. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS terkait pemberi bantuan dan
keringanan bagi siswa miskin.
2. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS berpengaruh terhadap berkurangnya
siswa putus sekolah?

3. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS terkait ﬁ(

pelajaran?

ngadaan buku

4. Bagaimana gambaran pelaksanaan terka[t dengan kegiatan

ekstrakurikuler?
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LAMPIRAN 3
HASIL PELAKSANAAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN

A. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana gambaran kelengkapan administrasi yang diajukan sekolah

dalam rangka pengajuan permohonan BOS? v

e  “Program BOS merupakan program yang dr anerigkdn oleh pemerintah
untuk meningkatkan mutu pendidikan 45 Nungonesia. Program ini
merupakan program berskala nasion, aksanakan serentak di

pénsyaratan dan kelengkapan yang
harus disiapkan oleh calon sekoldhperierima BOS sama untuk setiap
daerahnya. Kelengkapan Adi MNis1 awal sangat penting untuk
menentukan layak tidaknyassekolaly’ menerima bantuan tersebut. Saya
selalu menekankan kepada v kepala sekolah untuk memperhatikan
masalah kelengkapan adyawistrasi dan saya menginginkan kelengkapan
administrasi terse@i vuat sesuai dengan kondisi sekolah yang

bersangkutan.’

h‘r?w @ oleh pihak sekolah melalui dinas pendidikan. Pihak sekolah

waktu untuk menyelesaikan kelengkapan administrasi tersebut.

Iengkapan administrasi tersebut berisikan mengenai gambaran dan
kondisi sekolah, jumlah siswa dan beberapa formulir isian dari tim
manajemen BOS” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

e  “Bagi sekolah calon penerima BOS yang pertama perlu disiapkan
adalah masalah kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi
ini merupakan persyaratan yang harus disiapkan oleh pihak sekolah.
Kepala sekolah, para guru dan komite dapat bermusyawarah dan
bekerjasama untuk melengkapi semua persyaratan administrasi yang
dibutuhkan. Karena begitu pentingnya kelengkapan administrasi ini
maka pihak sekolah harus serius dan benar-benar mempersiapkan
segala sesuatu yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi ini.
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Kelengkapan administrasi ini biasanya terkait dengan format isian yang
harus diisi dan dilengkapi oleh pihak sekolah. Biasanya waktu yang
direncanakan untuk melengkapi administrasi ini relatif pendek kami
selalu mengimbau kepada setiap sekolah untuk melengkapi administrasi
tersebut tepat waktu.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

“Sebelum sekolah kami menerima dana BOS, kami diinformasikan
untuk melengkapi persyaratan yang diajukan oleh tim manajemen BOS
pusat. Salah satu persyaratan tersebut adalah terkait dengan
kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi ini mencakup
mengenai data tentang sekolah kami termasuk di dalamnya jumlah
siswa, guru dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Antusias kami
sangat tinggi terhadap program BOS ini sehingga i bersama dewan
guru selalu berusaha untuk memberikan data-d g akurat dan
kami saling bekerja sama untuk menyiapka gala sesuatu terkait
dengan program BOS ini. Hal ini kami Igkwtan)karena program BOS
ini sangat penting untuk peningkatan ity ‘pendidikan di sekolah
kami yang berada di pelosok Kalimafighiry.” (Kepala SDN 07 Lubuk
Nibung, 12 Oktober 2010)

“Dana BOS di sekolah kami tefiqnaNslfena sekolah kami sangat layak
untuk menerima bantuan dgna tersébut untuk meningkatan kemajuan
pendidikan di sekolah kami\B@yg BOS yang kami terima melalui proses
yang panjang. pertamg Kgipkimmi dituntut untuk melengkapi persyaratan
administrasi yang tela _dientukan oleh dinas pendidikan. Kelengkapan
administrasi tersgbuNkarii kerjakan atas perintah kepala sekolah. Kami
diberi tugas dnggungjawab untuk melengkapi administrasi tersebut
karena le daknya administrasi tersebut sangat berpengaruh

terhadap idaknya sekolah kami menerima dana BOS tersebut.
Oleh Jaxend/ itu, kami selalu bekerja sama untuk mneyelesaikan
adnyhistrasi tersebut. kelengkapan administrasi tersebut berkaitan
derrgdw data mengenai kondisi sekolah kami termasuk jumlah siswa dan

Ny (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

-

2. Bagaimana gambaran pembuatan RKS/RAPBS untuk melengkapi

persyaratan permohonan BOS.

“Salah satu pertimbangan pemberian dana BOS ke setiap sekolah
adalah adanya rencana penggunaan dana BOS tersebut untuk
kepentingan sekolah. Rencana tersebut dapat dibuktikan dengan
pembuatan RKS dan RAPBS yang diajukan oleh pihak sekolah. Melalui
RKS dan RAPBS tersebut kita dapat melihat dan mengaudit seberapa
penting pemberian dana BOS tersebut kepada sekolah tersebut. RAPBS
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tersebut merupakan informasi bagi kami tentang rencana pihak sekolah
dalam memanfaatkan penggunaan dana BOS yang akan diterima
sehingga kami memiliki gambaran dan dapat menilai layak tidaknya
sekolah tersebut memperoleh bantuan. Pentingnya RAPBS tersebut
terhadap kelayakan persyaratan penerimaan BOS mengharuskan setiap
sekolah merencanakan dan membuat RAPBS dengan sebaik mungkin
dan juga logis* (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal
4 Oktober 2010)

e  “Penggunaan dana BOS akan dapat maksimal penggunaannya jika
dalam penggunaannya sesuai dan mengacu terhadap RKS dan RAPBS
yang telah dibuat pihak sekolah yang melibatkan pihak-pihak terkait.
RKS dan RAPBS merupakan elemen penting dalam perencanaan dana
BOS sehingga dalam perencanaannya harus mempé&yéimbangkan skala
prioritas kegiatan yang akan diwadahi. RKS '
sebagai alat audit bagi pihak terkait um‘uk elvhat pelaksanaan dan

' Dalam RKS dan
RAPBS akan menggambarkan secara de 1 dana untuk kegmtan
yang dilaksanakan oleh sekolah tersel
(Kepala Bagian Pendidikan T.
Sintang, 5 Oktober 2010)

o  “Langkah awal yang harus dilakukdan sekolah penerima bantuan BOS
adalah membuat perencaniafl i
dana BOS. Perencanag

kolah yang akan diajukan ke dinas sebagai
adap RKS dan RAPBS tersebut menentukan

merintahkan pihak sekolah untuk memperbaiki dan
RKS dan RAPBS tersebut. Kami berharap a'engan

wembuatan RKS dan RAPBS tersebut melibatkan pihak-pihak yang ada

di sekolah seperti para dewan guru dan juga komite sekolah sehingga
akan lebih bersifat terbuka.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas
Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

o “Pembuatan RKS dan RAPBS yang kami lakukan selalu menyesuaikan
dengan kondisi sekolah kami dan selalu melibatkan unsur-unsur yang
ada di sekolah ini seperti guru dan komite sekolah. Dalam RKS dan
RAPBS yang kami buat menggambarkan rencana penggunaan dana
yang kami peroleh baik dari dana BOS maupun dana lainnya. Dalam
kaitannya dengan penggunaan dana BOS kami mengalokasikan dan
merencanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Pengalokasian dan penggunaan dana BOS kami selalu
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arahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan dan mendukung
kualitas pendidikan di sekolah kami. Dana BOS yang kami terima harus
habis terpakai sehingga dalam merencanakan kami harus
mempertimbangkan kegiatan yang harus dan penting untuk
dilaksanakan dan kami juga harus membuat skala prioritas mengingat
kegiatan yang harus diakomodasi relatif banyak” (Kepala SDN 07
Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

e  “Dalam setiap penyusunan RKS dan RAPBS yang dilakukan pihak
sekolah kami selalu dilibatkan dan pendapat dan usulan kami selalu
dipertimbangkan. RKS dan RAPBS yang dibuat pihak sekolah sebagai
dasar bagi kami untuk melakukan perencanaan dan pengunaan dan
yang diperoleh oleh pihak sekolah termasuk dana BOS. Dana BOS yang

masuk kepihak sekolah kami buat dan masukan dal. dan RAPBS
sehingga penggunaan dana BOS tersebut dapat |te ol dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada pihak yang méaiteri/bantuan tersebut.

Dalam perencanaan dan pembuatan RAPRSN\unik bantuan dana BOS
kami selalu mengacu sesuai dengan pedg '@ yang telah dibuat dengan
membuat prioritas kegiatan dan keddgtdan kondisi sekolah kami
sehingga dana BOS tersebut dapaf{ de 80 optimal terealisasi” (Guru
SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Okto, Wy
o  “Sebagai pihak yang se nya“selalu berhubungan dengan pihak
sekolah, kami tidak menda vinformasi tentang perencanaan setiap
kegiatan yang tertuang BS sekolah. Kami tidak dilibatkan dalam
perencanaan RAPBS sgrsebiit meskipun merupakan wadah bagi kami
untuk menyampagikamaspirasi orang tua murid dalam setiap kegiatan
vang dilakukgx k sekolah. Padahal perencanaan RABPS sangat
penting da atas yelibatkan komite agar dapat meningkatkan kualitas
sekolah. deskipiin kami tidak terlibat kami cukup memahami bahwa
Dana BOS i gat bermanfaat salah satunya untuk menyediakan buku
bagi Yiswa, untuk perbaikan fasilitas sekolah yang tidak layak dan juga
Rewspémbiayai kegiatan siswa di sekolah.” (Komite Sekolah SDN 07
ibung, 14 Oktober 2010)

3. Bagaimana gambaran pembuatan proposal permohonan untuk kelengkapan
pengajuan permohonan BOS.

o  “Sebagai bukti keseriusan sekolah untuk memperoleh bantuan BOS,
setiap sekolah dipersilahkan untuk mengajukan proposal permohonan
dana BOS. Proposal tersebut berisikan mengenai gambaran dan kondisi
sekolah serta rencana penggunaan dana BOS tersebut jika dana
tersebut diperoleh. Proposal yang diajukan oleh pihak sekolah calon
penerima BOS dilengkapi dengan admninistrasi pendukung seperti
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kondisi dan keadaan sekolah, jumlah murid dan guru serta RAPBS
sekolah masing-masing. Proposal tersebut diajukan kepada tim
manajemen kabupaten untuk dinilai dan selanjutnya ditindaklanjuti
untuk segera diproses. Sebagai syarat permohonan dana BOS, proposal
sangat penting sehingga harus dibuat dengan sebaik-baiknya untuk
kemudahan dan kelancaran permohonan dana BOS“ (Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

e  “Proposal pengajuan dan permohonan dana bantuan BOS merupakan
persyaratan awal yang diperlukan setiap sekolah untuk mendapat
bantuan BOS tersebut. Proposal tersebut menggambarkan keinginan
sekolah untuk memperoleh BOS serta rencana penggunaan dana BOS
tersebut. Proposal yang diajukan harus mendapat persetujuan oleh
pihak-pihak terkait disekolah seperti dewan guru dgu komite sekolah.
Pengajuan proposal tersebut langsung diajukan k{paa tim manajemen
BOS yang ada di Dinas Pendidikan KabupaterNSihiang. Selanjutnya
proposal tersebut dipelajari dan di nilai layaitiduknya sekolah tersebut
menerima bantuan BOS. Jika sekolah 0@ layak maka proposal
tersebut akan diajukan ke tim mar@jgmey’ BOS provinsi” (Kepala
Bagian Pendidikan TK/SD Dina lidikan Kabupaten Sintang, 5
Oktober 2010)

e  “Proposal permohonan dgna BE€)S yang diajukan pihak sekolah
merupakan permohonan \d@i /pihak sekolah untuk menerima,
merencanakan, mengelo ‘v"#f:' enggunakan dana bantuan BOS untuk
melaksanakan kegiolosy Worng berkaitan dengan upaya peningkatan
kualitas pendidikanN\sesuai dengan tujuan dan sasaran pemberian
bantuan BOS i@ . Setiap proposal yang diajukan oleh masing-
masing sekofgli=s gkapi dengan data-data dan dokumen-dokumen

eymasuk keadaan jumlah siswa miskin dan rencana
dana bantuan BOS yang terlampir di RAPBS setiap

se Proposal yang diajukan setiap sekolah akan segera di

wiadlgrijuti oleh pihak yang berwenang untuk diambil keputusan.”
Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6
Grfober 2010)

e  “Setelah ada informasi pemberian dana BOS kami sangat tertarik untuk
mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan BOS tersebut
karen kami sangat membutuhkan dana tersebut untuk perbaikan dan
peningkatan pendidikan di sekolah kami. Permohonan pengajuan dana
BOS kami sampaikan melalui proposal yang kami buat bersama dewan
guru dan juga pihak komite sekolah. Proposal tersebut merupakan
gambaran kondisi sekolah kami saat ini dan dilengkapi oleh data-data
pendukung seperti data tentang siswa miskin dan juga fasilitas di
sekolah kami. Melalui proposal tersebut kami berharap dapat
memperoleh bantuan dana tersebut. Proposal tersebut kami ajukan ke
tim manajemen BOS di dinas pendidikan untuk diteliti lebih lanjut.
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Setelah disetujui kami tinggal mempersiapkan kelengkapan data-data
lainnya.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

e “Untuk mendapatkan bantuan BOS pihak sekolah diperintahkan untuk
membuat pengajuan proposal permohonan. Untuk merespon hal
tersebut pihak sekolah dengan segera mengadakan rapat untuk
membahas proposal permohonan bantuan. Proposal tersebut berisikan
gambaran kondisi sekolah dan rencana pengelolaan dan penggunaan
dana BOS. Pembuatan proposal tersebut juga melibatkan pihak lain
yaitu dari orang tua murid yang diwakili oeh komite sekolah. Proposal
tersebut segera diajukan kepada tim penilai yang ada di dinas
pendidikan kabupaten Sintang” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13

Oktober 2010)
e  “Persyaratan dalam memperoleh bantuan B dalah dengan
pengajuan permohonan berupa proposal _ perniokonan kepada

pemerintah. Di SDN 07 Lubuk Nibung ini kanth$€bagai komite sekolah

dRas=wgma sekolah bukan atas nama pribadi atau kepala sekolah.
r yang haru dilakukan pihak sekolah adalah dengan mengirim
4’ or rekening sekolah kepada tim manajemen BOS kabupaten
kemudian dilakukan verifikasi dan kompilasi dan selanjutnya dikirim
kepada tim manajemen BOS provinsi. Tim manajemen provinsi
kemudian mengajukan surat permohonan pembayaran langsung.
Setelah dana BOS cair, dana tersebut salanjutnya disalurkan bank
pemerintah atau kantor pos yang ditunjuk langsung ke rekening sekolah
penerima dan tim manajemen BOS kabupaten akan mengecek
kesesuaian dana yang disalurkan. Jika terdapat kelebihan maka dana
tersebut harus dikembalikan“ (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)
e  “Penyaluran dana BOS harus dilakukan secara transparan sehingga
penyaluran dilakukan melalui rekening atas nama sekolah bukan atas
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nama pribadi seperti kepala sekolah atau bendahara. Hal ini dilakukan
untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan terhadap dana BOS.
Penyaluran dana BOS dilakukan secara langsung dari pemerintah
pusat ke rekening sekolah tanpa melalui perantara sehingga akan
terjamin transparansinya. Pihak dinas dan tim manajemen kabupaten
hanya sebagai pengawas yang bertugas untuk mengawasi kesesuaian
dana BOS yang diterima oleh sekolah penerima” (Kepala Bagian
Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober
2010)

e  “Penyaluran dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah dilakukan
secara langsung ke rekening atas nama sekolah. Penyaluran tidak
melalui perantara maupun pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk
menjaga kerahasiaan dana BOS dan yang terpentin, uk menghindari
terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan BOS tersebut.
Oleh karena itu, penyaluran dana BOS Nuga ~harus mendapat
pengawasan dari berbagai pihak seperti tim.ihgndjemen BOS kabupaten
dan provinsi serta dari dinas pendidikg @, pala Seksi Kurikulum
Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang & f2kigber 2010)

e  “Dana bantuan BOS yang kami {epimd merupakan dana yang kami
terima langsung dari rekening #g a sekolah. Pada awalnya kami
belum memiliki rekening se lah dmi dipersilahkan untuk membuat
rekening atas nama sekoltbe ¢lah kami mempunyai rekening atas
nama sekolah, rekening ‘(, t kami beritahukan ke tim manajemen
BOS kabupaten untdr fjutnya diteruskan ke pusat. Setelah dana
BOS tersebut mgsuk kdri bersama tim manajemen BOS kabupaten
mengecek kese v nominalnya sesuai dengan data yang kami ajukan.
Jika terdapa 0 than kami diharapkan segera mengembalikannya.”
(Kepala Si 'y ubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

e “Dang . ang sekolah kami terima langsung dari pemerintah tanpa
ada\ perapfara. Dana tersebut masuk ke rekening sekolah bukan

okeng kepala sekolah atau bendahara sekolah. Setelah dana tersebut

tusuk kami diinformasikan oleh kepala sekolah untuk melihat dan tidak
wla unsur ketertutupan dalam publikasi dana BOS semuanya bersifat
transparan dan terbuka sehingga semua orang dapat mengetahui
jumlah dana BOS yang diterima beserta perincian alokasi
penggunaannya” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

e  “Penyaluran dana BOS dilakukan melalui rekening atas nama sekolah.
Dana yang diperoleh tersebut sangat disayangkan karena tidak
dipublikasikan dan diumumkan oleh pihak sekolah supaya masyarakat
dapat melihat dan mencocokan sesuai dengan alokasi penggunaan.
Dengan belum adanya keterbukaan tersebut menyulitkan kami dan
masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS
yang diterima sekolah. Publikasi tersebut kalaupun ada juga tidak
dilengkapi dengan rencana pengalokasiannya secara detail dan jelas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf

147

sehingga sulit untuk dicermati. Penyaluran dana BOS dilakukan tanpa
melalui perantara dan langsung ke rekening sekolah” (Komite Sekolah
SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

C. Tahapan Pengunaan
1. Bagaimana gambaran penggunaan BOS terkait penggunaan yang sesuai
dengan kebutuhan dan panduan yang ada?

e  “Penggunaan dana BOS untuk setiap sekolah penerima bantuan telah
diatur. Kegiatan yang diperbolehkan untuk dibiayai oleh dana BOS
adalah kegiatan yang berkaitan dengan peningkat utu pendidikan
seperti pembiayaan dalam rangka penerimaan hdru, pembelian
buku pelajaran, pembiayaan kegiatan ulangan piayaan perawatan
sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan keg
dengan pendidikan dan upaya pening 4@
diperkenankan untuk menggunakan dapaYdntuan BOS. Jika hal ini
dilanggar pihak sekolah kami ,.
mengawasi setiap penggunaay
penerima bantuan hal ini
penyimpangan dalam péz,
Pendidikan Kabupaten, Siipsdg; tanggal 4 Oktober 2010)

e “Setiap penggunaaw \dara/BOS yang diterima oleh masing-masing

sekolah peneri \n an, ketentuan penggunaannya telah diatur.

kegiatan apa 54 ¢ boleh dibiayai dana BOS dan kegiatan apa yang

wkan untuk menghindari terjadinya
aan dana BOS’ (Kepala Dinas

}g BOS tersebut diharapkan setiap sekolah membuat laporan

¢rencanaan anggaran dan laporan penggunaan anggaran BOS supaya
dapat kita monitoring dan awasi sehingga setiap penggunaan dana BOS
akan dapat sesuai dengan ketentuan yang ada pada panduan
penggunaan dana BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah” (Kepala
Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5
Oktober 2010)

e “Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan panduan yang telah
tertuang dalam buku panduan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus
sesuai dengan RAPBS yang diajukan sekolah. RAPBS yang diajukan
juga harus sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Setiap
sekolah harus membuat laporan kegiatan penggunaan dana BOS.
Laporan ini sebagai bukti tertulis dari pihak sekolah telah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf

148

melaksanakan kegiatan yang didanai oleh BOS. = (Kepala Seksi
Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

e  “Penggunaan dana BOS di sekolah kami disesuaikan dengan panduan
yang tertulis di buku panduan pelaksanaan BOS. Kegiatan yang
dibiayai oleh dana BOS kami cantumkan di RAPBS yang kami ajukan ke
tim manajemen BOS kabupaten. Kegiatan yang dibiayai oleh BOS
antara lain membayar honor guru, kegiatan penerimaan murid baru,
pembelian buku pokok, peningkatan mutu guru, THB, ulangan harian,
UAS, belanja habis pakai, pengadaan alat-alat olahraga, perawatan
renovasi ringan, dan pembiayaan kegiatan siswa. Laporan terhadap
setiap kegiatan tersebut kami laporkan kepada tim manajemen BOS
kabupaten untuk dinilai” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober
2010)

e  “Penggunaan dana BOS di sekolah kami dises igan kebutuhan
sekolah dan tentunya sesuai dengan keten g ada di buku
panduan BOS yang dikeluarkan pemeri glatan yang didanai
oleh BOS adalah kegiatan yang berka gan kegiatan belajar
mengajar dan kegiatan yang ber Q kependzdlkan seperti

melalui KKG, K3S, pelatihan /& ‘ taran serta pembelian buku
pelajaran.” (Guru SDN 07 bung, 13 Oktober 2010)
“Setahu kami penggunaan OS di SDN 07 Lubuk Nibung telah

uk Nibung, 14 Oktober 2010)

2. Bagaimana gambaran penggunaan BOS terkait kesesuaian jumlah besarnya
bantuan BOS dengan jumlah siswa?

e  “Pemberian dana BOS terhadap sekolah penerima bantuan telah
ditetapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk SD negeri di kota
Rp. 400.000,00 sedangkan untuk SD negeri di kabupaten Rp.
397.000,00. Untuk SD negeri di daerah Ketungau termasuk SD negeri
kabupaten sehingga dana yang diterima Rp. 397.000,00 siswa/sekolah.
Jika dana BOS yang diterima sekolah lebih besar dari yang seharusnya,
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misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus
mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke rekening tim
manajemen BOS provinsi dan memberitahukan pengembalian tersebut
dengan mengirim salinan bukti transfer ke tim manajemen BOS
provinsi.” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4
Oktober 2010)

e  “Jumlah dana BOS yang diterima sekolah penerima bantuan dihitung
berdasarkan jumlah siswa di sekolah yang bersangkutan. Untuk sekolah

di kota jumlah bantuan lebih banyak dibanding dengan jumlah yang
diterima sekolah di kabupaten. Untuk sekolah negeri baik SD maupun
SMP negeri di kabupaten Sintang memperoleh @ana sebesar Rp.

y mlah tersebut

ulang lagi.” (Kepala Bagian Pendidikdy/ Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)
e “Dana BOS yang akan diterima elah ditetapkan pemerintah
yaitu Rp. 397.000,00 untuk SDfegéxi/dan Rp. 570.000,00 untuk SMP
negeri. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Seksi Kurikulum Di didikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)
e “Jumlah bantuan g kami terima dari pemerintah berjumlah Rp.
397.000,00 sisweflahun. Dengan jumlah siswa di SD N 07 Lubuk

iupflah 112 orang maka total sekolah kami menerima
Rp. 44.464.000,00 untuk tahun anggaran 2009/2010.

[Jana yang kami peroleh dari bantuan BOS adalah dana yang dihitung
berdasarkan kondisi dan jumlah terakhir siswa di sekolah kami. Untuk
tahun 2009/2010 sekolah kami menerima kurang lebih 44 juta. jumlah
tersebut diperoleh sekolah selama 4 tahap. Oleh karena itu, dalam
menyusun anggaran kami perlu mempertimbangkan besarnya dana
yang akan diturunkan pemerintah dalam satu periode sehingga dapat
memperkirakan kegiatan apa saja yang dilaksanakan setiap
periodenya.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

e  “Jumlah dana BOS yang diterima SDN 07 Lubuk Nibung tahun
anggaran 2009/2010 kami tidak tahu persis. Jumlah tersebut menurut
informasi merupakan hasil perkalian jumlah siswa dengan standar
bantuan yang diterima siswa pertahun. Untuk SDN 07 Lubuk Nibung
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satu orang siswa memperolah bantuan sebesar 397 ribu per siswa
selama setahun.” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober
2010)

3. Bagaimana gambaran penggunaan BOS terkait dengan pertanggungjawaban

terhadapan pelaksanaan BOS?

e “Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS oleh sekolah
penerima bantuan dilakukan setiap akhir pelaksanaan BOS. Laporan
tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen adminsirasi.
Seperti laporan penggunaan dana maka setigps sekolah harus
melampirkan data mengenai jenis kegiatan secajra Wetdil dan jumlah
dana yang digunakan untuk melaksanakan Kegiataw tersebut. Selain
laporan dari pihak sekolah penerima bantudw, ldporan juga diperoleh
dari tim manajemen BOS baik kabup feat provinsi maupun pusat.
Laporan yang sering dilaporkan adaldhme¥genai pengaduan terhadap
pelaksanaan BOS yaitu terkait depgawn penyelewengan dana BOS.
Berdasarkan laporan yang kapf_texifaa jumlah penyelewengan dana
BOS banyak dilakukan oleh kepala‘sekolah.” (Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, tanggahdOktober 2010)

e  “Setiap pelaporan ya ‘ / ipaikan sekolah penerima BOS harus
selalu melampirkan duk ggunaan dana BOS. Bukti tersebut dapat
berupa kuitansi smdwpouy Iaporan keuangan. Dengan adanya bukti
administrasi r¥€bit /dapat membantu tim manajemen BOS untuk
melakukan p ian dan audit terhadap kelayakan pelaksanaan BOS
disekola @ a bantuan BOS” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD
D: a »w an Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

= etidp dxhiir pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran dari
A . pihak sekolah diharuskan membuat laporan yang dilengkapi
ddkirnen administrasi, Laporan tertanggungjawaban disampaikan
pihiak penerima BOS sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap
pengelolaan dana BOS.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

e  “Laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program BOS di
SDN 07 Lubuk Nibung kami buat pada akhir pelaksanaan program BOS
di sekolah kami. Laporan tersebut kami lengkapi dengan data-data
pendukung seperti data nama-nama siswa miskin, laporan jumlah dana
yang dikelola, laporan terhadap pencatatan terhadap kritik dan saran
serta laporan pembelian buku. Laporan pertanggungjawaban tersebut
kami sampaikan ke tim manajemen BOS kabupaten untuk kemudian di
limpahkan ke pihak lebih tinggi untuk di adakan audit mengenai

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40761.pdf

151

kesesuaian pelaksanaan BOS” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12
Oktober 2010)

e “Setahu kami setiap laporan pertanggungjawaban terhadap setiap
kegiatan yang mempergunakan dana BOS selalu dibuat selengkap
mungkin dengan didukung dengan data-data dan dukumen
adaministrasi yang mendukung. Kelengkapan data dan dokumen
tersebut membantu memberikan kemudahan tim penilai menilai
kesesuaian pelaksanaan BOS di sekolah kami.” (Guru SDN 07 Lubuk
Nibung, 13 Oktober 2010)

s  “Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk
Nibung disampaikan ke tim manajemen BOS di kabupaten. Laporan
pertanggungjawaban tersebut dilengkapi dengan dokumen administrasi
pendukung.” (Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung?gOktober 2010)

4. Bagaimana gambaran pengawasan dan pemeriks. aan BOS?
e  “Pengawasan dan pemeriksaan peldkstmagn BOS di setiap sekolah

melibatkan berbagai pihak seperti{g pendidikan, BPKP, BPK dan
juga masyarakat. Keterlibata. g
pentmgrg:a pelaksanaan ROS

bebas dan penyeleweg oleh karena itu pengawasan dan
pemeriksaan melibdiRs ak terkait dan kompeten. Keterlibatan

o arena masyarakat merupakan pihak yang
dengan pihak sekolah sehingga dapat selalu

dikan dan juga masyarakat. Jika terdapat kecurigaan terhadap

pangan pelaksanaan BOS, masyarakat dapat menyampaikan

diuannya kepada tim manajemen BOS atau langsung ke dinas
pendidikan. Keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam
pengawasan terhadap pelaksanaan BOS di sekolah penerima bantuan”
(Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten
Sintang, 5 Oktober 2010)

e  “Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS dilakukan oleh pihak-
pihak yang berkompeten yang melibatkan dinas pendidikan dan
masyarakat umum sebagai pengawas dan BPKP dan BPK sebagai
pihak yang akan memeriksa dan mengaudit pelaksanaan BOS di setiap
sekolah penerima ~ (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)
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“Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan BOS di SDN 07 Lubuk
Nibung dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan juga masyarakat.
Pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan lebih terkait dengan
masalah administrasi. Sedangkan yang dilakukan oleh masyarakat lebih
kearah pelaksanaan dilapangan seperti pembiayaan kegiatan siswa,
pembelian buku pelajaran dan lainnya yang berkenaan dengan
masyarakat yang sebagian merupakan orang tua siswa yang sekolah di
SD ini.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)
e  “*Pengawasan pelaksanaan BOS di sekolah kami melibatkan berbagai
pihak salah satunya adalah masyarakat umum. Keterlibatan masyarakat
ini karena kedekatan masyarakat terhadap sekolah yang berada di
lingkungannya. Karena setiap informasi mengenai sekolah maka
masyarakat dapat langsung mengetahuinya.” (1 DN 07 Lubuk
Nibung, 13 Oktober 2010) ;
o “Kami sebagai komite dan juga masyaraka ym juga berperan
sebagai pengawas terhadap pelaksanaan B4 DN Lubuk Nibung ini
] j ] ‘ g{/; dinas pendidikan dan
ifuk melihat terjadi atau
BOS di SDN 07 Lubuk
Nibung. Jika terjadi penyimpdngan/kami akan melaporkan ke tim
manajeman BOS atau pih%m erkait” (Komite Sekolah SDN 07

Lubuk Nibung, 14 Oktober
cami tidak selalu berdekatan dengan

lingkungan sekola iin di sekolah tersebut anak kami sekolah.
Setiap ada kegipta veri bantuan BOS kami juga tidak berusaha
mencari tahu pnai kegiatan tersebut dan apa manfaatnya bagi

bagaimana “penggunaannya yang penting bagi kami anak bisa belajar
sec setiap hari” (Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16

D. Hasil Pelaksanaan BOS
1. Bagaimana gami)aran pelaksanaan BOS terkait pemberi bantuan dan
keringanan bagi siswa miskin?
e  “Pelaksanaan program BOS yang dilakukan oleh pemerintah secara
tegas bertujuan untuk memberikan kesempatan semua anak usia sekolah
dapat melanjutkan sekolah sampai jenjang setinggi-fingginya.

Kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dari keluarga yang
tergolong tidak mampu untuk melanjutkan sekolah karena ada program
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sekolah gratis. Kesempatan untuk melanjutkan sekolah bagi siswa
miskin dapat membantu mengurangi jumah anak putus sekolah dan
mensukseskan program wajib belajar sembilan tahun” (Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

e  “Kesempatan bersekolah bagi siswa miskin dapat dirasakan setelah
pemerintah mengeluarkan program BOS yang menggratiskan biaya
sekolah untuk siswa SD dan SMP. Kesempatan ini harus dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya oleh siswa miskin. Dengan adanya kesempatan
tersebut secara tidak langsung akan mengingkatkan kualitas pendidikan
di Indonesia” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

e  “Adanya program BOS sangat membantu masyarakat yang termasuk
dalam golongan kurang mampu karena dengan rogram BOS
ini mengurangi beban mereka untuk mennyekola, ak-anak mereka

digratiskan dan juga siswa mendapat bantyg i pelajaran dan juga
memungkinkan mendapatkan biaya
tinggal jauh dari sekolah” (Kepala

(s-KY#ikulum Dinas Pendidikan

/a tanpa terkecuali yang miskin akan
,’ tersebut seperti untuk membiayai
pembelian buku pelajaran, penyelenggaraan
ujian dan lain—la '
siswa miskin dixdiderjih
Aot ekarang sudah gratis.” (Kepala SDN 07 Lubuk

biehtuan dengan mendanai  kegiatan-kegiatn yang menunjgng
pembelajaran di sekolah.” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober
2010)

e  “Sebagai perwakilan masyarakat di sekolah kami merasa bantuan BOS
yang diterima alokasi penganggaran lebih mengarah untuk perbaikan
dan pengadaan secara fisik seperti pengadaan ATK dan renovasi ringan
terhadap bangunan sekolah. Sedangkan untuk bantuan secara langsung
untuk siswa yang tidak mampu seperti bantuan transportasi dan
seragam sekolah tidak dianggarkan. Sehingga siswa yang miskin hanya
merasakan bantuan BOS hanya dari pembebasan biaya sekolah.
Pembebasan biaya sekolah tidak hanya dirasakan oleh siswa miskin
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saja tetapi seluruh siswa yang bersekolah di SDN 07 Lubuk Nibung”
(Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

e “Dana BOS yang diterima sekolah hanya kami rasakan dengan
pembebasan biaya sekolah di SDN 07 Lubuk Nibung. Untuk bantuan
yang lainnya kami tidak merasakannya secara langsung.” (Orang tua
siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)

o “Sejak adanya BOS kami sangat senang karena teman-teman yang
kurang mampu sekarang dapat bersekolah lagi, selain itu kami
merasakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar semakin
bertambah dengan adana penambahan buku pelajaran dan
perpustakaan.” (Siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 15 Oktober 2010)

2. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS berpeng atap berkurangnya

e  “Pelaksanaan program BOS secap4 2’( angsung akan menurunkan
anak putus sekolah. Hal ini d adi karena biaya untuk sekolah
gratis sehingga anak yang sekolah dipastikan memiliki
permasalahan di luar pe
anak usia sekolah tida N2
(Kepala Dinas Pendigikarkk

siswa putus sekolah?

abupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)
csanakan dapat membantu pemerintah untuk

arparddari program BOS adalah mengurangi jumlah siswa putus

salyh’/melalui  pembebasan biaya untuk bersekolah. sehingga

ibwapkan setiap orang dapat bersekolah” (Kepala Seksi Kurikulum

Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

e  “Pelaksanaan BOS berdampak pula terhadap berkurangnya siswa yang
putus sekolah. Berdasarkan data yang ada disekolah semakin tahun
siswa yang putus sekolah semakin berkurang untuk tahun ini saja tidak
terdapat siswa yang putus sekolah.” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12
Oktober 2010)

e “Sejak dilaksanakannya program BOS, jumlah siswa yang putus
sekolah jauh berkurang jika dibanding sebelum ada program BOS hal
ini disebabkan adanya sekolah gratis bagi para siswa.” (Guru SDN 07
Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

e  “Dampak pelaksanaan program BOS yang kami rasakan adalah
berkurangnya siswa putus sekolah karena sejak adanya program BOS
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biaya sekolah menjadi gratis. Semua biaya terkait dengan kegiatan
pembelajaran  sudah  dianggarkan  melalui  bantuan  BOS
tersebut ”(Komite Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

e  “Program BOS yang ada di SDN 07 Lubuk Nibung sangat membantu
kami terutama siswa yang miskin untuk dapat terus melanjutkan sekolah
karena semua biaya sekolah sudah gratis dan tidak ada pungutan
lainnya yang dapat memberatkan kami sebagai warga yang kurang
mampu.” (Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)

e  “Sejak adanya bantuan BOS kami dan teman-teman kami dapat selalu
belajar bersama tidak ada teman kami yang berhenti sekolah karena
alasan biaya. karena semua biaya untuk pendidikan di sekolah ini sudah
ditanggung BOS.” (Siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 15 Oktober 2010)

pengadaan buku

3. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS terkait

oD

engd¥atn buku teks pelajaran. Buku
il yang digunakan dalam proses

pelajaran?

e  “Salah satu program BOS adalah
teks tersebut merupakan buku tof
belajar mengajar dan menj
dipinjamkan kepada siswa\se€bygai buku pengangan” (Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten SKipwdZ, tanggal 4 Oktober 2010)

e  “Pengadaan buku té aran mempergunakan dana BOS. Buku

iwya menjadi buku wajib disekolah dan setiap

cpdla Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 6

Gktober 2010)

e “Dalam Membuat RAPBS kami mencantumkan poin untuk pengadaan
buku teks pelajaran. Buku tersebut menjadi buku teks wajib seperti yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Buku tersebut nantinya dapat
dipinjamkan kepada siswa” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober
2010)

e “Setiap pelajaran yang kami ajarkan selalu menggunakan buku dari
pengadaan dari program BOS. untuk kesamaan semua maka buku
tersebut menjadi acuan dalam kegiatan belajar mengajar dan setiap
siswa wajib dipinjami buku tersebut” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13
Oktober 2010)

-«V,' gearkan pembelian buku pelajaran dalam RAPBS yang dibuat”
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e  “Pengadaan buku pelajaran oleh pihak sekolah kami sambut dengan
antusias dan kami selalu berharap buku tersebut dapat bermanfaat
untuk peningkatan mutu pendidikan di SDN 07 Lubuk Nibung”(Komite
Sekolah SDN 07 Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

e  “Kami melihat anak-anak kami selalu mepergunakan buku teks yang
dibagikan oleh pihak sekolah. Hal ini dapat meringankan kami karena
kami tidak perlu membelikan buku teks pelajaran untuk anak kami”
(Orang tua siswa SDN 07 Lubuk Nibung, 16 Oktober 2010)

e “Buku teks pelajaran yang dipergunakan disekolah kami merupakan
buku teks pembagian oleh pihak sekolah. Setiap pelajaran kami selalu
memperoleh buku teks pelajaran sesuai mata pelajarannya” (Siswa
SDN 07 Lubuk Nibung, 15 Oktober 2010)

4. Bagaimana gambaran pelaksanaan BOS te dgengan kegiatan
ekstrakurikuler?

e “Dana BOS dipergunakan untuk€me
sekolah dengan membiayai iat,
dengan peningkatan mutu bu
dana BOS juga dapat

. W

atau program yang berkaitan

elain kegiatan belajar mengajar

gsikan untuk membiayai kegiatan
kebutuhan masing-masing sekolah™

f bupaten Sintang, tanggal 4 Oktober 2010)

o  “Fungsi BOS digdakaw adalah untuk memdanai segala macam kegiatan

usaha peningkatan kualitas pendidikan seperti

engajar dan kegiatan ekstrakuriukler. Setiap
kegiata 19’ didanai  oleh dana BOS dibuat laporan
gjawaban termasuk kegiatan ekstrakurikuler.” (Kepala

Bags endidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5

r2010)

ip sekolah yang mendapatkan dana BOS diberikan kebebasan

ifuk memanfaatkan dana tersebut sebaik mungkin untuk meningkatkan
kemampuan siswa baik secara akademik maupun non akademik. Salah
satu kegiatan yang dapat dibiayai oleh BOS adalah kegiatan
ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan kemampuan siswa sesuai
dengan minat dan bakatnya.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas
Pendidikan Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

o  “Kegitan ekstrakurikuler yang dibiayai oleh program BOS di sekolah
kami antara lain kegiatan pramuka dan olah raga. Kedua kegiatan
tersebut kami pilih untuk didanai oleh BOS karena kedua kegiatan
tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan bidang
tersebut. Kegiatan tersebut sebelum ada program BOS sudah ada
tertapi tidak intens pelaksanaannya karena terkendala masalah biaya

2
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untuk membeli perlengkapan dan membayar honor pelatih atau
pembina” (Kepala SDN 07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

e  “Sejak adanya bantuan BOS kegiatan ekstrakurikuler di SDN 07 Lubuk
Nibung dapat berjalan lagi sesuai dengan rencana. Kegiatan tersebut
berupa kegiatan pramuka dan kegiatan olahraga. Untuk kegiatan
olahraga dapat terlaksana lagi karena perlengkapan olahraga seperti
bola voly, bola kaki, net dan lain-lainnya sudah terbeli mempergunakan
dana BOS” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

e  “Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari pihak sekolah dana
BOS juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan siswa seperti
pramuka dan ekstrakurikuler olahraga.”(Komite Sekolah SDN 07
Lubuk Nibung, 14 Oktober 2010)

e “Setahu kami kegiatan ekstrakuruikuler di SDN 07 L Nibung hanya

B ;& dapat juga dimanfaatkan oleh sekolah untuk
chalitas guru melalui pembiayaan kegiatan perkumpulkan,

ang, tanggal 4 Oktober 2010)

e  “Pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan pertemuan atau
kelompok belajar, pelatihan dan pendidikan. Semua biaya tersebut
dapat mempergunakan dana BOS.” (Kepala Bagian Pendidikan TK/SD
Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 5 Oktober 2010)

e  “BOS yang diterima sekolah dapat dianggarkan untuk pengembangan
profesi guru melalui kegiatan penataran dan pelatihan yang diikuti guru
yang bersangkutan.” (Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, 6 Oktober 2010)

e  “Adanya program BOS membantu kami dalam usaha mengembangkan
pofesi guru di SDN 07 Lubuk Nibung karena untuk semua kegiatan
dalam rangka meningkatkan mutu guru dibiayai oleh dana BOS. Seperti
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KKG atau KKS, penataran, pelatihan dan pendidikan.” (Kepala SDN
07 Lubuk Nibung, 12 Oktober 2010)

e  “Dengan adanya program BOS kami berharap dapat melaksanakan
KKG dan dapat mengikuti penataran, pelatihan dan pendidikan karena
ada dana alokasi yang direncanakan untuk mengikuti kegiatan tersebut
dan semuanya bersumber dari dana BOS tapi sampai saat ini belum
terealisasi” (Guru SDN 07 Lubuk Nibung, 13 Oktober 2010)

e  “Penggunaan dana BOS untuk pengembangan mutu guru di SDN 07
Lubuk Nibung kami rasakan belum efisien hal ini terlihat dari
Jjarangnya keterlibatan guru dalam setiap penataran disebabkan karena
Jjauhnya lokasi ke pusat kota dan juga terbatasnya tenaga guru sehingga
agak susah untuk meninggalkan sekolah untuk mengikuti kegiatan
penataran yang biasanya diadakan di kota. Apal&giyinformasi yang
diterima sering terlambat”(Komite Sekolah SDN )7 Xubuk Nibung, 14

Oktober 2010) 0
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LAMPIRAN 4
LEMBAR KERJA INDIVIDU SEKOLAH
Data Sekolah Tahun Ajaran 2009/2010

1. Nama Sekolah : SDN Nomor 07 Lubuk Nibung
2. NSS : 101130402011
3. Status Sekolah : Negeri
4. Alamat Sekolah : Lubuk Nibung
5. Kecamatan : Ketungau Tengah
6. Kabupaten : Sintang %v
7. Provinsi : Kalimantan Ba 0 /

JUMLAH MURID AS J

MURID M
1 2 3 | 4 6// 78] 9|
/|

Laki-laki 15 | 13 10 1(/2 / 3 55

Perempuan 15 9 6 ,< 8 5 57

Total 0\[V24 | 12| 8 | 112
8. Apakah melak€asdakan KTSP ( Ya / Tidak )
9. Apakah 'ang perpustakasn ( Ya/ Tidak)
10. Apa ki sarana computer untuk pemelajaran murid

11. Kondisi Ruangan Kelas

Kondisi Ruangan Kelas

Total ruangan kelas
Baik Rusak ringan Rusak Berat
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